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“Perjalanan sistem demokrasi di Indonesia sudah terbilang lama 
se jak tahun 1959. Namun tugas pemberantasan korupsi di In
donesia masih harus berlangsung beberapa generasi lagi ke de
pan. Sistem demokrasi di Indonesia terbukti tidak mampu me
ngu rangi jumlah dan besaran korupsi. Ironinya, korupsi itu 

jus tru dilakukan oleh para penyelenggara negara yang dipilih rakyat dan juga ang
gotaanggota DPR yang notabene berfungsi mengawasi pemerintahan atas nama 
rak yat.” Kalimat ini merupakan cuplikan penting dari tulisan Said Zainal Abidin 
da lam jurnal edisi ini. Beliau yang pernah menjadi Penasehat KPK mengulas pelba
gai kendala dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan menawarkan beberapa 
so lusi penting secara komprehensif.  

Mr. Mohamad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama pernah mengingatkan  
bah wa Korupsi telah menjadi “budaya”.  Kemudian di era Orde Baru, Soemitro 
Djo johadikoesoemo kembali mengingatkan bahwa sekitar 30% anggaran pemba
ngunan telah dikorupsi. Sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa citacita para 
pen diri Republik ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatbangsa yang 
mereka perjuangkan  melalui programprogram pembangunan nasional yang diba
rengi dengan kejujuran, keikhlasan dan pengorbanan yang tinggi, ternyata  telah  
di kotori oleh generasi berikutnya  dengan ketidak jujuran, ketidak ikhlasan, selalu 
min ta pamrih, malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga negeri ter
cinta ini menjadi tersohor  sebagai negara yang terkorup di dunia. Negeri yang 
du lu termasyur dengan ungkapan gemah ripah loh jinawi serta masyarakatnya yang 
ra mah tamah, ternyata telah menyimpan potensi kebengisan, dendam, iri dengki 

editorial

Korupsi
Musuh Bersama
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pa da sesama bangsanya dengan terbukti berkembangnya korupsi. Sebab kita me
ngetahui bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
ke jahatan luar biasa (extra ordinary crime).  Ia tidak saja merugikan, tetapi menghan
curkan masyarakat, bangsa dan negara. 

Dari sisi  motif menurut Lembaga Pencegah Korupsi (LPK), korupsi  secara ga
ris besar dapat dibagi menjadi tiga hal yaitu:

1. Corruption by need, yaitu korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan tam
bahan pendapatan (income) untuk memenuhi keperluan hidup. Etika profesi 
yang seharusnya dihormati tidak lagi dapat dilaksanakan jika dari profesi 
yang dijalani, seseorang tidak memperoleh penghasilan yang mencukupi ke
butuhan hidup minimalnya. Disini dia terpaksa melakukan perbuatan tercela 
sekedar untuk survive. 

2. Corruption by greed, yaitu korupsi yang dilakukan karena keserakahan. 
 Umumnya dipraktekkan oleh pribadi yang sudah mempunyai status sosial  
yang tinggi / mapan.  Penghasilan sah yang diperoleh setiap bulan sudah cu 
kup untuk hidup secara layak, tetapi dengan keserakahannya ia masih mela
kukan korupsi.    

3. Corruption by political interest,  yaitu korupsi yang dilakukan dengan motif  
ke pentingan politik. Dalam hal ini, para penyelenggara negara dan politisi, di
tengarai banyak melakukan korupsi untuk meraih kekuasaan politik.

Ketiga jenis korupsi tersebut diatas di Indonesia menggurita,  bahkan saat ini,  
korupsi terjadi di seluruh penyelenggara Negara, baik di eksekutif, legislatif mau
pun yudikatif.  Bahkan terjadi hampir di semua institusi resmi seperti BUMN, dan 
stra ta sosial politik seperti LSM, partai politik, dan sebagainya.  Keadaan sekarang  
sangat memprihatinkan, karena ditengah maraknya demokrasi, marak pula prak
tek korupsi. Gambaran ini cukup mengerikan bagi suatu bangsa yang sedang mem
bangun yang ingin mewujudkan masyarakat bangsanya hidup berkecukupan,  se
jahtera, adil dan makmur. Untuk menghadapi korupsi ini kita harus seayun selang
kah seia sekata untuk menjadikan korupsi musuh bersama, musuh bangsa yang 
ber adab.  

Disamping topik Korupsi, jurnal edisi ini juga mengangkat beberapa artikel 
me narik yaitu Manajemen Stratejik Dalam Pengembangan Kultur Organisasi yang 
di tulis oleh Murniati Ar Guru Besar FKIP Unsyiah.  Dalam ulasannya ia menyebut
kan bahwa Kultur Organisasi harus bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 
in ternal dan eksternal organisasi. Dalam pengembangan kultur organisasi perlu 
me laksanakan manajemen stratejik. Manajemen stratejik berorientasi pada kondisi 
in ternal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Tulisan lain oleh DR. Nasir 
Us man dosen FKIP Unsyiah dengan judul  Balance Scorecard Strategi Peningkatan 
Ki nerja Organisasi. Point penting yang disampaikan dalam artikel ini adalah Salah 
sa tu strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah me
lalui balance scorecard. Balance scorecard berorientasi pada pengukuran kinerja 

iv
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yang dilihat perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran 
dan pertumbuhan.

Akhirnya kami dari Redaksi mengucapkan selamat membaca, semoga melalui  
jurnal ini terjadi transformasi knowledge yang membangun kecerdasan bangsa.

Faizal Adriansyah
 

v
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ABSTRAK
Perjalanan sistem demokrasi di Indonesia sudah terbilang lama sejak tahun 1959. 
Na mun tugas pemberantasan korupsi di Indonesia masih harus berlangsung bebera
pa generasi lagi ke depan. Sistem demokrasi di Indonesia terbukti tidak mampu me
ngurangi jumlah dan besaran korupsi. Ironinya, korupsi itu justru dilakukan oleh 
pa ra penyelenggara negara yang dipilih rakyat dan juga anggotaanggota DPR yang 
notabene berfungsi mengawasi pemerintahan atas nama rakyat. Mengapa sistem de
mokrasi di Indonesia tidak mampu menurunkan korupsi? Bagaimana mengatasinya 
di masa depan? Tulisan ini memaparkan pelbagai kendala dalam pemberantasan ko
rupsi di Indonesia dan menawarkan beberapa solusi penting secara komprehensif. 

KATA KUNCI 
Demokrasi, Korupsi, Penyelenggara Negara

ABSTRACT  
The performance of democratization system in Indonesia was surrounded long time ago since 
1959. Nevertheless, the corruption eradication in Indonesia must be performed few generati
on later. The democratization system in Indonesia has proven that it could not reduce the 
num ber and the amount of corruption. Ironically, the corruption is done by government appa
ratus that were selected by Indonesian people and it is also done by the legislative members 
at state level that function to supervise the government tasks on behalf of Indonesian people. 
Why the democratization system in Indonesia could not reduce the corruption? How to solve 
it in the future? This paper focuses on the obstacles of corruption eradication in Indonesia and 
offerssignificantsolutionsincomprehensiveways.

KEY WORDS
Democracy, Corruption, Government Apparatus

Korupsi
Dalam Ranah Demokrasi di Indonesia1

The Corruption in the Domain Democracy in Indonesia

SAID ZAINAL ABIDIN
PENASEHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA
Email: sdabidin@yahoo.com

  1 Naskah diterima 09 April 2013. Direvisi 22 April 2013.
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A. PENDAHULUAN

Sejak sesudah Dekrit Presiden 
Soe karno tanggal 5 Juli 1959 
sistem demokrasi di Indonesia 
ti dak pernah muncul lagi seca
ra utuh sampai dengan leng

sernya Presiden Soeharto pada tanggal  
21 Mei 1998. Selama Era Orde Lama an
tara tahun 1959 sampai 1967 yang ber
laku adalah sistem Demokrasi Terpim
pin, istilah lain dari sistem diktator di 
ba wah pimpinan Presiden Soekarno 
yang berkuasa penuh. Selama masa itu 
tidak ada Pemilihan Umum, tidak ada 
ke merdekaan pers, tidak ada otonomi 
daerah dan tidak ada lagi segala ciri de
mokrasi lainnya, kecuali istilah musya
warah untuk mufakat. Apa yang dimak
sudkan dengan musyawarah untuk mu
fakat itupun tidak jelas, karena semua 
orang dan lembaga tunduk patuh pada 
Bung Karno. Katakatanya menjadi Un
dangundang yang harus dipatuhi se
cara mutlak. 

Setelah Bung Karno jatuh, tampil 
Presiden Suharto, seorang militer tulen 
(the Smiling General). Dalam Era Orde 
Baru, nasib demokrasi juga setali tiga 
uang dengan nasibnya   dalam era se
belumnya. Pada awal masa pemerin
tahannya, beliau berjanji akan melaksa
nakan UU Dasar ‘45 secara murni dan 
konsekuen. Dengan kata lain dia akan 
tunduk pada UUD sebagai Konstitusi 
Negara Republik Indonesia. Tapi pada 
bagian tengah dan akhir masa jabatan
nya beliau telah menjadi seorang pe
nguasa otoriter yang segala pendapat 
dan perkataannya tak boleh dibantah. 
Akhirnya karena korupsi yang meraja
lela yang dilakukan oleh keluarga dan 
kronikroninya, kondisi perekonomian 
yang semula sudah berjalan baik de
ngan ditopang oleh para teknokrat lu

lusan Amerika Serikat, runtuh kembali.
Setelah terjadi demonstrasi besar

besaran, pada tanggal 21 Mei 1998, 
Soeharto lengser digantikan oleh 
B.J.Habibie. Pergantian ini kemudian 
dikenal sebagai detikdetik awal Era 
Reformasi. Ini ditandai dengan langkah 
langkah baru ke arah perwujudan sis
tem pemerintahan yang berbeda dengan 
sistem sebelumnya. Meskipun B.J. Habi
bie dikenal sangat dekat dengan Soehar
to dan bahkan sering menyatakan diri 
sebagai murid dari “Prof Soeharto”, 
na mun langkah dan arah pemerintahan 
yang hanya berlangsung kurang dari 
dua tahun itu, sangat berbeda. Habibie 
melakukan perombakan Kabinet dan 
menyusun pemerintahan reformasi de
ngan tujuan yang jelas untuk mengatasi 
krisis ekonomi, memberantas korupsi 
dan mewujudkan sistem demokrasi. 
Buah pertama yang dirasakan rakyat 
adalah keberhasilan menurunkan ting
kat inflasi yang pada akhir kekuasaan 
Soeharto sudah mencapai tiga digit, da
lam waktu singkat mampu diturunkan 
menjadi sekitar 13  14 %. 

Meski Kabinet Habibie berlangsung 
sangat singkat, namun telah mampu 
me letakkan landasan demokrasi dan 
prin sip anti korupsi yang selanjutnya 
dapat diteruskembangkan oleh para 
penerusnya. Beberapa UndangUndang 
penting yang berhubungan dengan de
mokrasi dan pemberantasan korupsi 
yang berhasil dikeluarkan antara lain 
adalah:

- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pe

me rintahan Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Per

imbangan Keuangan antara Peme
rintah Pusat dan Daerah

- UU No.28 Tahun 1998 tentang Pe
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nyelenggaraan Pemerintahan yang 
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Ne
potisme

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pem berantasan Tindak Pidana Ko
rupsi 

Untuk mengimplementasikan ga
gas an pemberantasan korupsi dan pe
ngendalian pembangunan, ditunjuk 
se   orang menteri senior yang sangat ber
pengalaman selama Era Orde Baru, 
Ir. Har tarto, menjadi Menteri Koordina
tor Pengawasan Pembangunan dan Pen
dayagunaan Aparatur Negara (Menko 
Wasbangpan). Sebagai langkah awal 
un tuk merealisasikan tugas yang dibe
bankan kepadanya, Menko Wasbang
pan meminta kepada tiap Kementerian 
menyampaikan laporan tentang upaya 
pemberantasan korupsi yang dilakukan 
Kementriannya pada setiap semester. 
Ke simpulannya disampaikan kepada 
publik melalui konperensi pers secara 
berkala di Bina Graha. Bersamaan de
ngan itu diadakan diskusi antarinstansi 
membahas masalah strategis yang diha
dapi negara pada saat itu. Hasil pemba
hasan itu selanjutnya dituangkan dalam 
berbagai bentuk  rumusan undang 
undang tersebut di atas. Untuk selanjut
nya sebagai realisasi dari pasal 43 UU 
No. 31 Tahun 1999, pada tahun 2002 
di bentuk KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi) melalui UU No. 30 tahun 2002 
di bawah pemerintahan Presiden Mega
wati Soekarnoputri. Sejalan dengan 
sis tem demokrasi yang dilaksanakan 
me lalui sistem otonomi daerah, Kepala 
Daerah tingkat Provinsi dan tingkat 
Ka bupaten/Kota dipilih langsung oleh 
rakyat dengan titik berat otonomi diuta
makan di  tingkat Kabupaten/Kota. 

Setelah sistem demokrasi berjalan 

selama satu dekade, ternyata pemberan
tasan korupsi telah menjadi topic of the 
day di Indonesia. Dukungan masyarakat 
terhadap program antikorupsi yang di
laksanakan oleh KPK menjadi cukup 
tinggi. Ini terbukti dengan dukungan 
dan  pembelaan rakyat ketika terjadi 
berbagai hantaman terhadap KPK. Na
mun, bersamaan dengan itu, jumlah 
korupsi yang harus ditangani oleh KPK 
bukannya berkurang, tetapi semakin 
bertambah. Karena yang ditangani oleh 
KPK itu adalah korupsi yang terkait 
dengan pejabat negara, maka yang 
pertamatama menjadi “korban” KPK 
adalah mereka yang terdiri dari kalang
an politisi dan pejabat tinggi negara, 
yaitu para menteri, duta besar, dan 
pimpinanpimpinan daerah. Uniknya, 
para penegak hukum yang notabene 
adalah subjek dalam pemberantasan ko
rupsi, ternyata juga terlibat menjadi ob
jek. Mereka terdiri dari oknumoknum 
pejabat  kejaksaan, kehakiman, petinggi 
kepolisian dan anggota DPR. Di sam
ping itu, dengan berlakunya sistem oto 
nomi daerah, di mana pimpin an  dae rah 
memegang kekuasaan besar da lam pe
ngelolaan keuangan daerah, sejumlah 
gubernur, bupati dan walikota ter libat  
dalam tindak pidana korupsi dan men
dekam dalam tahanan. Lebih mengenas
kan lagi adalah keterlibatan para pu
cuk pimpinan partai politik yang we
wenangnya menentukan caloncalon 
anggota legislatif dan anggota ka binet. 
Ini menunjukkan bahwa tugas pembe
rantasan korupsi di Indonesia ma sih 
 harus berlangsung beberapa ge nerasi 
lagi ke depan. Yang perlu dipertanya
kan di sini adalah mengapa sistem 
de mokrasi di Indonesia tidak mampu 
menurunkan korupsi? Bagaimana me
ngatasinya di masa depan?
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B. PEMBAHASAN
Sistem Demokrasi

Berdasarkan pengalaman di berba
gai negara, sistem demokrasi cenderung 
menjadi penangkal terhadap korupsi 
(Fukuyama, Gjalt De Graaf dan Hirschi, 
1969). Dalam sistem demokrasi, kekua
saan ada di tangan orang banyak dan 
proses penyelenggaraan pemerintahan 
negara berlangsung secara terbuka. Pe
merintahannya didasarkan pada prinsip 
kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat 
(Lincoln, 1863). Sebagian ahli menyebut
kan bahwa sistem ini sudah dikenal se
jak zaman Yunani kuno   sekitar 4 abad 
Sebelum Masehi. Tetapi dalam kenyata
an ide itu baru muncul secara umum 
se telah John Lock (1832 – 1704) menga
takan bahwa rakyat (demos) adalah 
yang berkuasa dalam sebuah negara. 
Se bagai sistem bernegara baru diwujud
kan sejak revolusi Perancis tahun 1789, 
ketimbang hanya sebagai konsepsi yang 
bersifat individual. Uniknya, sistem 
de mokrasi sesungguhnya juga sudah 
mu lai diterapkan pada permulaan 
tum buhnya Islam, namun dikalangan 
ilmuan Barat, Islam dewasa ini masih 
dipandang sebagai sebuah antithesis 
terhadap demokrasi. Ini agaknya terjadi 
karena praktek pemerintahan demokra
tis dan pluralis (masyarakat madani) 
yang diajarkan dan diterapkan pada 
ma sa Rasulullah SAW dan Khulafaur
rasyidin (Empat Shahabat Pengganti), 
sistem pemerintahan Islam itu  berubah 
menjadi sistem diktator monarchi abso
lut (Shahrough Akhavi).  

Sistem demokrasi itu dikenal de
ngan  beberapa prinsip. Pertama, kedau
latan negara ada di tangan rakyat yang 
direalisasikan melalui Pemilihan Umum 
yang bebas, fair dan langsung untuk me

milih kepala pemerintahan (kepala lem
baga eksekutif) dan wakilwakil rakyat. 
Karena itu, pemerintah dalam tugasnya 
bertanggungjawab kepada rakyat, baik 
secara langsung ataupun melalui wakil
wakil mereka dalam Parlemen. Kedua, 
perlindungan HAM (Hak Azasi  Manu
sia) bagi seluruh warga negara. Ketiga, 
kedaulatan/supremasi hukum. Artinya 
semua orang sama di depan hukum, 
ka rena itu lembaga peradilan bersifat 
independen. Keempat, terdapat kebe
basan berpolitik bagi seluruh rakyat. 
Ru musan praktis dari demokrasi itu 
disampaikan Abraham Lincoln dalam 
Pidato Gettysburg di Taman Makam 
Pahlawan Soldiers National Cemetery 
tanggal 19 Nopember 1863, yaitu” ..... 
and that government of the people, by the 
people, for the people, shall not perish from 
the earth”.  

Dalam praktek penyelenggaraan 
pe merintahan terdapat prinsip akunta
bilitas. Artinya, segala kegiatan dan ha
sil akhir dari kegiatan itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan negara. 
Fukuyama dalam artikelnya Democracy 
and Corruption, menyebutkan bahwa, 
akuntabilitas, kemerdekaan pers dan 
keterbukaan informasi merupakan pe
nangkal terhadap korupsi dan pendong
krak kinerja. Semakin terbuka informasi  
kepada publik, makin mendorong rak
yat untuk menekan pemerintah yang 
bu ruk untuk tidak melakukan korupsi.

Dukungan rakyat dalam pemberan
tasan korupsi merupakan modal yang 
amat berharga bagi setiap lembaga 
an tikorupsi. Terutama bagi lembaga
lembaga antikorupsi yang berada dalam 
negaranegara demokrasi liberal yang 
pemerintahnya tidak secara terang
terangan berdiri di belakang lembaga 
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itu. Memang disadari, di samping seba
gai modal yang amat berharga dan do
rongan yang sangat penting, dukungan 
rakyat kadangkadang menjadi beban 
tambahan terhadap lembaga itu. Teruta
ma bagi mereka yang bekerja dilapang
an, karena rakyat umumnya kurang 
pa ham bahwa pemberantasan korupsi 
memerlukan ketelitian dan kesabaran  
yang luar biasa. Rakyat awam tidak pa
ham kalau setiap kasus memerlukan 
waktu untuk menuntaskannya. Karena 
itu bersama dengan rakyat yang men
dukung KPK dalam penuntasan korupsi 
ikut juga para penunggang yang kepen
tingannya berbeda dengan kepentingan 
rakyat.

Hal lain yang perlu diketahui, bah
wa keterbukaan, kebebasan pers dan 
akuntabilitas adalah sebagian dari sya
ratsyarat yang diperlukan, namun 
tan pa kompetensi yang memadai dan  
integritas dari aparatur sendiri sulit di
harapkan akan terjadi peningkatan kin
erjanya. Ada beberapa hal yang perlu 
dicatat sebagai refleksi dari kekuasaan 
yang ada di tangan rakyat adalah:

a) Demokrasi sebagai arena perlomba
an. Dalam sistem demokrasi, terbu
ka arena kompetisi antar parapoliti
si dan antar partai politik untuk 
men dapatkan dukungan rakyat 
se bagai syarat untuk menduduki 
ja batan atau menguasai lembaga 
pemerintahan dan lembaga legisla
tif. Karena itu dalam demokrasi, 
pe merintah itu tergantung kepada 
dukungan rakyat. Kekuasaan men
galir dari rakyat kepada pemimpin 
yang dipercayai untuk sementara. 
Ka rena itu kedudukan pemimpin 
yang dipilih dan juga para wakil 
rak yat adalah sebagai pelaksana tu
gas atau pelayan terhadap rakyat.

b) Pemilihan umum sebagai penilaian 
amanah rakyat. Pemilihan Umum 
di lakukan secara berkala agar ter
da pat tenggang waktu kerja yang 
je las bagi pejabat yang dipilih da
lam mewujudkan aspirasi rakyat. 
Bagi pemimpin yang sudah menja
bat, pemilihan umum juga merupa
kan saat pemberian nilai atas hasil 
kerja yang telah dipercayakan rak
yat  selama masa kerja yang telah 
di percayakan. Sementara bagi pen
datang baru merupakan saat mene
rima kepercayaan yang menurut 
pe nilaian rakyat pantas diberikan 
ke pada mereka. 

c) Penilaian kepantasan dilakukan 
oleh rakyat, bukan pesanan. Untuk 
menjadi dasar penilaian, semua 
kan didat mendapat kesempatan 
yang sama untuk mengemukakan 
vi si, misi dan strateginya kepada 
rak yat. Rakyat mencocokkan visi, 
mi si dan strategi yang diajukan itu. 
Bagi peserta ulang diberi penilaian 
berdasarkan pelaksanaan dari apa 
yang dijanjikan dahulu pada saat 
kampanye awal.

d) Pemilihan umum bersifat  bebas, 
lang sung dan rahasia. Pemilihan 
itu adalah hak mutlak warga nega
ra. Di samping itu juga terdapat 
ke wajiban sosial bagi mereka untuk  
mengikuti pemilihan umum. Parti
sipasi rakyat dalam pemilihan 
umum  menandakan kesadaran dan 
de ra jat demokrasi suatu negara. 
Keikutsertaan rakyat dalam pemi
lihan umum itu termasuk hak 
un tuk melakukan kampanye, men
calonkan diri dan melakukan peni
laian terhadap proses pemilihan 
umum itu sendiri.  

e) Dalam sistem demokrasi, setiap 
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war ga negara dituntut untuk patuh 
pada aturan hukum. Karena itu ke
bebasan warga negara dibatasi oleh 
ketentuan hukum itu. Kebebasan 
bu kan berarti bebas untuk berbuat 
apa saja, sekalipun mengganggu 
hak orang lain.          

Dalam negara demokrasi maju, pe
milihan umum merupakan pesta rakyat 
yang menuntut keberlangsungan secara 
damai. Tetapi di negaranegara baru 
ber kembang, pada umumnya pemilihan 
itu berubah menjadi arena permusuhan. 
Setiap peserta hanya tahu kemenangan, 
tidak mau menerima kekalahan. Mereka 
menganggap kekalahan adalah sesuatu 
yang memalukan. Karena itu harus dito
lak dengan segala cara. Akibatnya, pada 
setiap akhir pemilihan umum selalu ada 
protes. Sehingga tidak jelas mana protes 
yang benarbenar berdasarkan alasan 
yang objektif dan mana yang hanya ka
rena tidak mau menerima kekalahan. 
Pa dahal seperti telah disebutkan terda
hulu, kemungkinan kekalahan berban
ding lurus dengan jumlah pasangan 
pe serta. Makin banyak peserta makin 
besar kemungkinan kekalahan. 

Sikap tidak dapat menerima keka
lahan dapat mengakibatkan terjadinya 
money politics yang dewasa ini dikenal 
luas di berbagai daerah dan negara. Mo
ney politics ini merupakan jenis korupsi 
yang sangat berbahaya, di samping se
bagai pelanggaran hukum, sekaligus 
juga menyebarluaskan kecurangan 
umum dalam masyarakat dan menghi
langkan kepercayaan rakyat terhadap 
demokrasi, membuka peluang muncul
nya pemimpin curang yang kaya dan 
pa da gilirannya mendorong munculnya 
diktator. 

Dalam proses penyelenggaraan 
pe merintahan dalam negeri, sistem 
de mokrasi diwujudkan dalam bentuk 
sistem kepartaian dan otonomi daerah. 
Yakni suatu sistem pemerintahan yang 
mengasumsikan, bahwa yang paling 
ta hu kondisi daerah adalah daerah itu 
sendiri. Karena itu keberadaan otonomi 
daerah sesunguhnya bukan karena di
berikan oleh pemerintah pusat tapi ka
rena memang demikian seharusnya.     

  
Sistem Otonomi Daerah   

Sistem otonomi daerah merupakan 
sa lah satu syarat penting bagi negara
negara besar yang penduduknya ba
nyak dan tersebar di seluruh wilayah. 
Tanpa otonomi daerah, pelayanan 
pu blik sulit dilakukan. Masalahnya, 
pe merintah pusat sulit untuk mengeta
hui kondisi dan kebutuhan rakyat di 
tempattempat yang jauh. Karena itu 
pe merintah pusat perlu untuk melim
pahkan wewenang kepada pemerintah
an daerah untuk mengurus sendiri 
urus an pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan 
per aturan perundangundangan yang 
berlaku. Wewenang penyelenggaraan 
urusan khusus itu di daerah ditangani 
oleh masingmasing kantor perwakilan. 
Urusanurusan tersebut menurut Pasal 
10 UU No.32 Tahun 2004  tersebut ada
lah:  

a) politik luar negeri
b) pertahanan 
c) keamanan
d) yustisi/peradilan
e) moneter dan fiscal nasional
f) agama

Ada dua alasan yang dipakai de
ngan  diterapkannya otonomi daerah.  
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Pertama alasan kemudahan dalam pe
layanan, kedua memungkinkan rak yat 
secara langsung pula mengawasi pe
lak sanaan urusan pemerintah termasuk 
pelayanan. Pengertian pengawasan di 
sini tidak hanya berarti dalam melihat 
dan memahami saja, tetapi juga untuk 
dapat berpartisipasi dalam perbaikan. 
Kelemahankelemahan yang ada di la
pangan segera dapat diperbaiki.  

Perlu dicatat bahwa dalam pelayan
an itu, terlebih dahulu perlu ada peng
katagorian penduduk daerah atas da sar 
perbedaan kekayaan dan tempat ting 
gal.  Mereka perlu dilihat dalam ke  lom 
 pok ekonomi dan daerah. Ada kelom
pok kaya dan ada kelompok miskin. 
Ada yang tinggal di kota besar, ada 
yang tinggal di kota kecil. Ada yang 
hi dup di desa kaya, ada yang hidup di 
desa miskin. Orang miskin yang hidup 
di kota besar berbeda dengan orang 
mis   kin yang tinggal di desa kaya, begitu 
juga antara orang kaya yang tinggal di 
kota kecil dengan orang kaya yang ting
gal di desa miskin. Secara umum kondi
si penyebaran penduduk digambarkan 
sebagaimana tabel di bawah.

 Dalam gambaran ini diperlihatkan 
bahwa kondisi penduduk itu berbeda
beda, yang hanya dapat dipahami oleh 
daerah itu sendiri. Sekali lagi, yang pa
ling tahu kondisi suatu daerah adalah 

daerah itu sendiri. 
Kesulitan yang sering dialami da

lam kaitan dengan korupsi di daerah
daerah adalah tentang bantuan. Sulit 
di bedakan antara bantuan dengan suap.
Rakyat disuap untuk memilih seseo
rang calon tertentu, tapi itu dikatakan 
bantu an. Penyuapan ini menjadi efektif 
ka rena rakyat di kantongkantong wi
la yah tertentu masih sangat miskin, 
bu tuh bantuan dan buta politik. Bentuk 
penyuapan itu disesuaikan dengan ke
adaan daerah dan kebutuhan. Money 
po  litic terhadap kelompok miskin yang 
tinggal di kota besar lebih banyak ter
ja   di dalam bentuk pemberian uang. 
Te   ta pi di desa miskin lebih banyak be
rupa bantuan sembako atau bantuan 
ba    han makanan. Sedangkan terhadap 
penduduk berpendapatan tinggi yang 
ada di kotakota kecil, lebih merupakan 
uang. Satusatunya gejala yang dapat 
di    lacak adanya indikasi korupsi, kalau 
bantuan itu diberikan kepada pejabat 
atau tokoh daerah untuk disalurkan 
ke pa da rakyat miskin, tetapi dalam ke
nyataan tidak disalurkan, atau prosedur 
penyaluran tidak melalui institusi yang  
relevan. 

Otonomi daerah di Indonesia yang 
sekarang lebih ditekankan di daerah 
ka bupaten/kota  mempunyai beberapa 
kelemahan. Pertama, wawasan nasional 

Penduduk, tempat tinggal dan kondisi ekonomi

Kelompok
pendapatan

 Kota besar 
(Kb)

Kota kecil 
(Kk)

 Desa Miskin 
(Dm)

Desa Kaya
(Dk)  

          
Tinggi (T)

Rendah (R)

TKb

RKb

TKk

RKk

TDm

RDm

Enj
mTDk

RDk
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di tingkat kabupaten/kota itu relatif 
ma sih rendah. Mereka belum mampu 
untuk merasakan penduduk dari kabu
paten lain apalagi provinsi lain sebagai 
saudara setanah air. “Peta dunia” mere
ka masih sangat sempit. Bagi mereka 
ka bupaten lain masih dipandang seba
gai dunia luar, tak berbeda dengan 
 negaranegara lain seperti Malaysia, 
Ame  rika, Inggeris dan Jepang. Mereka 
masih belum mengira bahwa masalah 
yang menimpa daerah tetangga mem
punyai pengaruh terhadap mereka.

Karena pandangannya yang demi
ki an, sulit dibangun jaringan hubungan  
ekonomi antardarerah. Karena itu pa
sar  domestik di wilayah pedalaman 
tidak menyatu (fragmented market). Arti
nya masingmasing daerah itu berdiri 
sendiri sendiri. Ini terutama dipenga
ruhi oleh kurangnya transportasi antara 
kota dan antardaerah. Akibatnya skala 
ekonomi atau besarnya investasi dilaku
kan secara kecilkecilan. Daerahdaerah 
itu lebih banyak berhubungan dengan 
kota besar yang jauh di daerah lain yang   
dilakukan oleh orangorang kaya dari 
daerah lain. Akibatnya, posisi peta ni 
dan pedagang lokal berada dalam ke
adaan tidak menguntungkan. Pada gi  
lirannya ini merupakan hambatan da
lam pembangunan daerah. Kedua, ke
mampuan aparatur pemerintah daerah 
di tingkat kabupaten/kota relatif masih 
rendah. Para sarjana lulusan perguruan 
tinggi yang baik tidak tertarik untuk be 
 kerja di daerahdaerah. Mereka lebih 
ingin mengembangkan karirnya di ibu 
kota. Ibu kota lebih menjanjikan masa 
depan yang lebih baik bagi mereka, ke
timbang didaerah. Ini merupakan akibat 
dari adanya sistem sentralisasi pada 
ma sa lampau. Dalam sistem sentralisasi, 
semua urusan diselesaikan di tingkat 

pusat. Artinya, biarpun kegiatan usaha 
swasta atau BUMN dilakukan di daerah 
tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta 
dan membayar pajak di Jakarta juga.  
Singkatnya kondisi daerah sampai seka
rang tertinggal hampir dalam segala 
bi dang. Keadaan ini pada gilirannya 
me rupakan lahan yang subur terjadinya 
penyalahgunaan wewenang dan money 
politics.   

Ketika wewenang yang tadinya ter
pusat di Jakarta itu disebarkan ke dae
rahdaerah kabupaten/kota dalam era 
reformasi, banyak aparat daerah yang 
belum siap menerimanya. Otonomi 
yang besar di tingkat kabupaten/kota 
dengan kesadaran politik rakyat yang 
masih rendah dan miskin, ditambah 
lagi dengan pejabat yang tidak dedikatif 
dan belum siap, menimbulkan berbagai  
penyimpangan. Penyimpangan ini tidak 
hanya terjadi di daerahdaerah terpen
cil di luar jawa, tetapi juga terjadi di 
daerahdaerah kabupaten/kota yang 
ter letak di pulau Jawa.  Sebagian dari 
pe jabat di tingkat kabupaten/kota itu 
masih ada yang merasakan bahwa uang 
negara yang dipercayakan kepadanya 
sebagai APBD boleh dipergunakan se
su kanya. Kewenangan otonomi dipan
dangnya sebagai kekuasaan mutlak. 
Ti dak perlu tunduk lagi pada gubernur 
atau bahkan kepada siapa saja. Akibat
nya, wewenang koordinasi  pada guber
nur hilang. Wewenang  pengayoman di 
tingkat pusat juga menjadi tidak jelas. 

Dengan jumlah kabupaten/kota 
yang mencapai 500an buah, tidak 
mung kin dapat diayomi oleh pemerin
tah pusat melalui Kementerian Dalam 
Negeri, tanpa ada wewenang koordinasi 
pada tingkat Provinsi. Inilah pangkal 
pertama terjadinya kerancuan adminis
trasi di Indonesia dalam era reformasi. 
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Bersamaan dengan penyimpangan yang 
menimbulkan kerugian keuangan nega
ra, akhirakhir ini berkembang kolusi 
dan nepotisme secara meluas. Sebagai 
contoh dapat disebutkan adanya bupati 
dan wakil bupati yang masingmasing 
digantikan oleh anak bupati dan anak 
wakil bupati. Ayah menjabat sebagai 
Ke tua Umum Partai, sementara anaknya 
menjabat sebagai Sekjen Partai. Ayah 
ter pilih sebagai gubernur, anaknya 
men jadi bupati. Perbuatan seperti itu 
ti  dak dirasakan lagi sebagai sebuah 
ne potisme. Apakah itu terjadi melalui 
pemilihan yang  fair atau tidak, tidak 
per nah menjadi persoalan. 

 Beberapa bupati dan walikota di 
beberapa daerah ada yang mampu me
nunjukkan kinerja yang sangat baik. Se
but saja kota Solo di bawah pimpin an
Walikota Joko Widodo dan Kabupa ten 
Solok dibawah pimpinan Bupati Gama
wan Fauzi. Tingkat kemimpinan mereka 
memang jauh diatas ratarata bupati/
wa likota lain. Keberhasilan seperti itu 
tidak dapat dipakai sebagai tolok ukur 
terhadap keberhasilan suatu sistem se
cara umum.

Dewasa`ini rakyat menghendaki 
pemimpin yang dekat dengan mereka, 
yaitu pemimpin yang mau mendengar
kan keluhan mereka. Mau memahami 
aspirasi dan masalah yang mereka ha
dapi seharihari. Sebagai contoh konkrit 
dapat ditunjukkan pada kemenangan 
yang diperoleh Jokowi dalam pemilihan 
Gubernur DKI di Jakarta. Jokowi adalah 
orang baru untuk rakyat Jakarta. Dia 
ti dak dikenal secara luas oleh masyara
kat Jakarta. Kelebihan yang dipunyai 
Jo kowi yang tak ada pada para kandi
dat lain adalah kebersahajaannya. Di 
ma ta rakyat, Jokowi adalah bagian dari 
mereka. Dia tampil tak berbeda dengan  

rakyat biasa dan berbicara sepolos rak
yat biasa pula. Sementara kandidat 
lain  tampil seperti layaknya pemimpin 
selama ini yang melihat rakyat lebih 
ren dah, yang harus tahu berterima ka
sih dan berbalas budi kalau menerima 
hadiah yang dianugerahkan berupa 
uang atau supermi dengan memberikan 
suara kepada kandidat itu. Karena itu 
di antara para kandidat yang demikian 
terjadi jorjoran hadiah berupa “money 
politic”. Mereka tidak tahu, dewasa ini 
rakyat melihat hadiahhadiah itu bagai 
buah  hanyut di sungai. Tak berkesan 
dan tak berbekas. Diambil dan dima
kannya, kemudian biji atau kulitnya 
di lemparkan kembali ke sungai dan ha
nyut ke muara.  

Pemimpin rakyat tidak banyak ber
janji, karena dia tidak punya sesuatu 
un tuk dibagi. Yang ditunjukkan adalah 
keikhlasan dan perhatian pada masalah 
rakyat. Bukan mendadak di saat pemilu, 
tapi dalam keseharian hidup seharihari.
Rakyat tahu itu semua. Bagi rakyat mis
kin, matanya tidak sekedar yang terle
tak di kepala, tapi juga yang tersimpan 
jauh di dalam hati. Rakyat tidak melihat 
hanya dengan mata kepala, tapi juga de
ngan mata hati. Mata hatinya jauh lebih 
terang dari pada mata kepala. Rakyat 
ti dak sanggup membaca koran, tidak 
mampu menonton TV, tapi mendengar 
dan memperhatikan dari apa yang dibi
carakan sesama mereka.

Sistem otonomi daerah diwujudkan 
dalam bentuk pemberian wewenang ke
pada daerah untuk mengelola urusan 
rakyat di daerah. Bukan untuk urusan 
pribadi walikota/bupati. Wewenang 
yang disertai dengan berbagai fasilitas 
ditujukan sebagai perlengkapan untuk  
melaksanakan tugas, bukan untuk di
nikmati. Dia harus bekerja untuk rakyat, 
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menjadi pelayan rakyat, bukan untuk 
menjadi daulat yang berkuasa terhadap 
rakyat. Rakyat sudah cukup menderita 
selama berabadabad. Kini dalam era 
kemerdekaan dan era reformasi rakyat 
ingin berdaulat. Dia membutuhkan 
pe layan yang mau bekerja secara sung
guhsungguh dan jujur. Anda adalah 
orangorang yang melamar dan berlom
ba untuk menjadi pelayan  mereka. Ka
rena itu pemimpin harus tahu diri seba
gai pelayan rakyat, bukan sebaliknya.

Bagi mereka yang tahu hakekat ke
pemimpinan dalam era kemerdekaan 
dan reformasi, mereka  akan berhasil 
dan akan dicintai rakyatnya. Ketidak
mampuan para pemimpin memahami 
hakekat kepemimpinan itulah yang 
men jadi sebab dari berbagai kegaduhan 
di daerahdaerah.  

Sistem Kepartaian, Pemilihan Umum
dan Keuangan Partai

1. Keberadaan Partai Politik
Hakekat keberadaan partai dalam 

satu negara adalah mempersiapkan 
orangorang yang  pantas menjadi wakil 
rakyat, yakni mereka mau dan mempu 
menjadi penyalur aspirasi dan kepenti
ngan rakyat dan ikut serta mengolahnya 
menjadi kebijakan negara. Partai poli
tik  juga mempersiapkan orangorang 
yang  amanah untuk merealisasikan 
kebijak ankebijakan tersebut menjadi 
kenyataan.  

Bagi negaranegara yang daerahnya 
relatif kecil dan penduduknya sedikit, 
keperluan adanya partai politik lebih 
kecil dibandingkan dengan keperluan 
itu dari negaranegara yang wilyahnya 
besar dan penduduknya banyak. Meski
pun klasifikasi resmi tentang perbedaan 
luas dan jumlah penduduk itu tidak 
ada, namun secara mudah dapat dibe

dakan antara negara yang wilayahnya 
besar dan penduduknya banyak seperti 
Indonesia dengan negara yang wilayah 
kecil dan penduduknya sedikit, seperti 
Singapore. 

Bagi negaranegara yang wilayah
nya kecil, aspirasi rakyat dan kondisi 
sosial ekonomi rakyat dengan mudah
dapat diamati secara langsung oleh 
pimpinan pemerintahan yang berkedu
dukan di Ibu kota negara itu. Sementara 
bagi negaranegara besar terlalu sulit 
untuk mengikuti perkembangan situasi 
dan aspirasi rakyat di tempattempat 
yang jauh dari ibukota negara. Untuk 
mengamatinya diperlukan adanya ber
bagai sarana, diantaranya adalah partai 
politik. Karena fungsinya sebagai pe
nyalur aspirasi rakyat itu, setiap partai 
politik dalam satu negara, selain memi
liki kantor pusat di ibu kota negara, ju
ga harus mempunyai cabangcabang di 
daerah. Karena itu terdapat ketentuan  
minimal jumlah kantor perwakilan di 
daerahdaerah di seluruh wilayah ne
gara. 

Selain sebagai penyalur aspirasi 
rak yat partai politik juga harus mampu 
menampung dan mendorong partisipsi 
rakyat dalam politik dan dalam pem
bangunan. Partisipasi rakyat secara 
politik antara lain ditunjukkan oleh par
tisipasinya dalam pemilihan umum un
tuk memilih wakilwakilnya dalam lem
baga legislatif dan memilih pimpinan 
pemerintahan secara periodik. Adalah 
suatu keharusan bagi partai politik un
tuk menyaring caloncalon yang baik 
yang akan diajukan kepada rakyat un
tuk dipilih. Rakyat yang sehariharinya 
tidak terlibat secara aktif dalam politik 
tentu tidak tahu siapa orangorang yang 
paling baik untuk dipilih. Penyaringan  
itu harus dilakukan melalui suatu me
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kanisme penyaringan yang objektif 
da lam partai politik. Untuk itu dalam 
partai harus ada suatu lembaga penya
ringan agar caloncalon yang diajukan 
kepada rakyat tidak asalasalan. Karena 
itu, jika ada wakil rakyat yang korup 
atau yang bertindak bertentangan de
ngan aspirasi dan kepentingan rakyat, 
pimpinan partai harus bertanggungja
wab atas penunjukan orang itu sebagai 
calon. Dialah yang terlebih dahulu ha
rus memeriksa dan bila perlu menge
luarkan dari partainya. Apakah harus 
diberhentikan atau pimpinan sendiri 
yang harus mengundurkan diri. 

Bersamaan dengan itu partai politik 
juga harus terus menerus melakukan 
pendidikan  dan penyadaran rakyat se
bagai warga negara,  meliputi kesadar
an politik rakyat, perekonomian dan 
hukum. Antara lain termasuk hak dan 
kewajiban rakyat sebagai warga negara 
dalam bidang politik, pemeliharaan 
ling kungan hidup, kegiatan ekonomi, 
ke rukunan hidup dan kewajiban bela 
ne gara. 

Partai politik berkewajiban menjaga 
kestabilan politik (political stability) dan 
kepastian kebijakan (policy certainty). 
Dalam suatu negara, kestabilan politik 
adalah perimbangan dari kebebasan 
berpolitik (political freedom). Artinya, 
kebebasan berpolitik dapat berlangsung 
sejauh dapat menjamin adanya kestabil
an politik. Kebebasan itu merupakan 
hak semua rakyat dan lembaga dalam 
masyarakat. Sebaliknya, kestabilan po
litik juga harus berjalan sejauh dapat 
menjamin adanya kebebasan berpolitik. 
Sebagai resultan dari  kedua aspek itu, 
kebebasan dan kestabilan politik, harus 
terwujud kepastian kebijakan. Maksud
nya setiap kebijakan yang dibuat harus 
terjamin pelaksanaannya sampai tuntas. 

Tidak terjadi pergantian  kebijakan di 
tengan jalan karena adanya pergantian 
menteri atau pergantian pemerintahan. 
Pergantian kebijakan hanya boleh terja
di dengan alasan yang sangat kuat kare
na kesalahan atau kelemahan kebijakan 
itu sendiri, yakni jika ditemukan indika
si yang jelas, bahwa jika diteruskan ke
bijakan itu dapat menimbulkan dampak 
yang merugikan rakyat.  

2. Keuangan Partai 
 Dalam UU No. 2 Tahun 2008 ten

tang Partai Politik sebagaimana diubah 
dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan UU No. 2 Tahun 2008, dise
butkan bahwa keuangan partai politik 
bersumber dari:

a) Iuran anggota;
b) Sumbangan yan sah menurut hu

kum. Ini dapat berupa uang, ba
rang dan/atau jasa.  Sumbangan 
yang berasal dari anggota diatur 
sendiri dalam AD dan ART. Kalau 
sumbangan tersebut berasal dari 
perseorangan bukan anggota, pa
ling besar hanya dapat diterima 
senilai Rp.1.000.000.000, (satu mil
liar rupiah) per orang dalam waktu 
satu tahun. Kalau berasal dari peru
sahaan dan/atau badan usaha, pa
ling banyak dapat diterima senilai 
Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima 
ratus juta rupiah) per perusahaan 
dan/atau badan usaha dalam wak
tu 1 (satu) tahun anggaran. 

c) Bantuan keuangan dari APBN/
AP BD diberikan secara proporsio
nal kepada partai politik yang 
men dapat kursi di DPR dan DPRD 
yang perhitungannya berdasarkan 
jumlah perolehan suara. Sistem 
ke uangan partai politik ini tidak 
sa ma pada berbagai negara. Satu 
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hal yang hampir serupa adalah 
ten tang iuran yang harus dibayar
kan anggota. Di beberapa negara 
maju, iuran ini dapat dikatakan 
berjalan baik. Tapi di banyak ne
ga ra berkembang termasuk di In
donesia,  iuran ini hampir boleh 
dikatakan mustahil. 

Umumnya, banyak dari mereka 
yang masuk menjadi anggota partai bu
kan karena kesadaran atau kecocokan 
dengan ideologi dari partai tersebut.  
Mereka masuk karena kebetulan ada 
hubungan dengan anggota partai yang 
bersangkutan atau karena diajak teman, 
atau karena kebetulan. Mereka tidak 
mungkin dimintakan sesuatu sumbang
an. Ratarata kelompok ini tidak terma
suk golongan berada. 

Mereka yang termasuk golongan 
kaya, biasanya masuk partai atas dasar 
kesadaran. Baik ideologi atau karena 
tujuan politik ekonomi. Mereka umum
nya menjadi penyumbang besar dengan 
harapan  mendapat kompensasi yang 
seimbang dari partai. Kalau harapan 
itu tidak dapat terpenuhi, baik karena 
kalah bersaing secara internal atau 
karena partai mengalami kemunduran 
sehingga tidak dapat diharapkan akan 
memperoleh sesuatu melalui partai 
tersebut, mereka tidak segansegan 
untuk meninggalkan partai, mencari 
partai baru yang punya potensi akan 
berkembang. Kecenderungan pindah 
partai yang demikian mengakibatkan, 
terjadi pengerusan terhadap partai yang 
sedang turun dan penambahan anggota 
pada partai yang menaik atau mempu
nyai harapan untuk naik. Dengan kata 
lain, partai yang sedang mengecil bertam
bah kecil, partai yang sedang membesar ber
tambah besar.

Cairnya kesetiaan terhadap partai 
menjadi lebih meningkat, ketika pim
pinan tidak memahami latar belakang 
atau ideologi partai sendiri dan bahkan  
menganggap ideologi itu tidak penting.  
Karena pimpinan partai ratarata terdiri 
dari kelompok yang berada, mereka 
ju  ga pada umumnya berpikir serupa 
de  ngan kelompok kaya lain, yakni 
avon  turir. Sikap itu seringkali mereka  
tunjukkan secara terangterangan kepa
da anggota dan masyarakat. Akibat nya,  
partai menjadi sekelompok massa yang 
tidak permanen. Mereka menjadi  se
kumpulan orangorang yang saling me
ngincar kesempatan untuk mendapat
kan untung. Sebab itu tidak heran kalau 
kumpulan orangorang ini satu persatu 
terlibat dalam kasus korupsi dalam ben
tuk suap. Bahkan sebagian dari mereka 
menganggap suap itu tidak berbeda de 
ngan sumbangan biasa seperti yang di
sebutkan dalam pasal 34 UU N0. 2  Ta
hun 2011.

Pendanaan politik memang berbeda  
di berbagai negara. Di beberapa negara 
maju seperti Perancis, Jerman dan Ame
rika sudah ada pengaturanpengaturan 
tentang sumbangan dan sistem penga
wasan terhadap pengeluaran partai. Ini 
ditujukan untuk mencegah terjadinya 
suap dan penyimpangan keuangan. 

Sampai sekarang, dalam sistem de
mokrasi jumlah uang yang dimiliki/
di peroleh masih sangat menentukan 
kemenangan seseorang atau sesuatu 
partai dalam pemilihan umum. Akibat
nya, biarpun calon yang diajukan terdiri 
dari orangorang yang brilian, tanpa 
me miliki dana yang cukup masih sulit 
untuk memperoleh kemenangan dalam 
pemilihan umum. Bahkan secara inter
nal sulit untuk mendapat restu dari 
pim pinan partai. Karena itu, sampai se
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karang sistem demokrasi masih belum 
mampu untuk menjamin terpilihnya 
orangorang terbaik untuk maju dan 
men duduki jabatan politik tertinggi. 

Salah satu cara yang mungkin perlu 
dipikirkan adalah peningkatan kontri
busi khusus untuk kampanye masing
masing partai dari sumber APBN atau 
APBD. Dalam hal ini, khusus biaya pen
calonan ditanggung negara dan tidak 
boleh dibiayai dengan biayai pribadi 
ataupun biayai partai. Dana yang di
tanggung negara memang cukup besar, 
tetapi dapat dihindarkan masuknya 
orangorang yang hanya bermodalkan 
kekayaan. Perkataan yang menyebut
kan, bahwa kalau urusan publik dise
rahkan kepada orangorang kaya,  akan 
terjadi pemanfaatan urusan publik un
tuk lebih memperkaya diri, barangkali 
ada benarnya. Sebuah pepatah Aceh 
menyebutkan nyang le meuret cit leumo 
teumbon =  lembu gemuk cenderung 
le bih banyak makan, dibandingkan de
ngan lembu kurus. Artinya kiraki ra:
orang kaya lebih tahu nikmatnya keka
yaan dibandingkan dengan orang mis
kin.

3. Pemilihan Umum
Korupsi yang terkait dengan pemi

lihan umum, umumnya terjadi pada 
saat proses pencalonan dalam partai, 
pada waktu kampanye dan pada saat 
penentuan pemenang. Proses penentu
an calon terjadi secara internal dapat 
me nimbulkan suap antara bakal calon 
dengan pengambil keputusan calon 
yang akan diajukan oleh partai. Di satu 
pihak suap, pemberian suap dilakukan 
oleh calon sendiri atau dilakukan pihak 
lain dari luar partai. Pemberian suap 
yang dilakukan oleh orang lain dari luar 
partai jelas bermotif memperalat partai 

tersebut melalui calon yang dimaksud. 
Bila ini terjadi maka partai telah menja
di alat politik dari orang kaya dan ini 
berarti pengkhianatan kepada pemilih. 

Pada saat kampanye, setiap partai 
membutuhkan pengeluaran yang sangat 
besar. Tidak sebuah partaipun mampu 
menanggung biaya kampanye tanpa 
ada sumbangan pihak lain, baik dari 
pe merintah maupun pihak lain di luar 
partai. Sumbangan pihak luar biasanya 
datang dari pihak yang bersimpati ke
pada partai itu secara ikhlas, atau kare
na ada kepentingan yang terkait dengan 
partai. Karena itu perlu ada wewenang 
pengawasan yang dilimpahkan kepada 
lembaga lembaga pengawasan untuk 
menilai proses pemasukan dan penge
luaran yang terjadi pada semua partai. 
Agar dalam pengawasan dana kampa
nye, di satu pihak tidak terjadi genera
lisasi bahwa semua dana sumbangan 
adalah suap, atau di lain pihak semua 
dana yang masuk ke partai dianggap 
se ba gai sumbangan sukarela. Maka itu 
diperlukan pengawasan yang sistematis 
dan terbuka. Beberapa hal yang biasa 
dilakukan di beberapa negara maju ada
lah:

a) Pembatasan jumlah maksimal 
penge luaran dengan pembatasan 
kampanye via tv dan radio. 

b) Publikasi secara terus menerus se
tiap penenerimaan sumbangan dan 
pengeluaran biaya melalui tv dan 
radio. Dengan demikian masyara
kat dapat mengikuti perkemba
ngannya. Sekedar sebagai contoh 
dapat disebutkan apa yang pernah 
dilakukan oleh Surya Paloh dalam 
pengumuman sumbangan/bantu
an untuk pendanaan pembangunan 
sekolah oleh Yayasan Sukma pasca 
tsunami di Aceh.
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c) Disamping pengumuman itu, se
tiap pihak terbuka untuk mengak
ses informasi keuangan dana kam
panye dari semua partai peserta 
pe milihan umum. Dengan cara 
de mikian, partisipasi publik dapat 
dikembangkan dan mereka dapat 
melakukan penilaian mana partai 
yang jujur dan mana partai yang 
curang. Bersamaan dengan itu ada 
ikatan tanggungjawab publik terha
dap pemilihan umum.

d) Tindakan tegas dan hukuman yang 
keras terhadap pelaku penyim
pangan keuangan dan tindakan
tindakan curang lainnya dalam pe
milihan umum. 

Yang perlu diingat adalah bahwa 
ke curangan pada saat pemilihan umum 
merupakan pangkal dari kecurangan 
lain yang akan terjadi berikutnya dalam 
ke seluruhan perpolitikan. Keracunan 
di hulu akan mengakibatkan keracunan 
sampai kemuara yang berdampak pada 
keseluruhan kehidupan berbangsa dan 
bernegara.  

Jenis Korupsi Dalam Sistem Demokrasi    
Meskipun sistem demokrasi dikenal 

sebagai penangkal terjadinya korupsi, 
tetapi sampai sekarang masih ada be
berapa jenis korupsi yang tetap dapat 
terjadi dalam sistem demokrasi. Antara 
lain dapat disebutkan: 

1. State Cuptured Corruption (korupsi 
dengan menguasai/membeli para 
politisi)

Korupsi jenis ini lebih cende
rung berupa suap yang dilakukan 
terhadap pimpinan partai untuk 
me nguasai atau membeli wewe
nang yang ada pada institusi pu

blik. Karena itu maka korupsi 
je nis ini terjadi dalam hubungan 
in teraksi antara pengusaha dengan 
penguasa. Pengusaha mengeluar
kan uang  untuk membeli pejabat 
negara terkait dengan:
a) Wewenang dalam perumusan 

kebijakan publik (policy making 
process);

b) Wewenang implementasi kebi
jakan (policy implementation);

c) Wewenang evaluasi kebijakan 
publik (policy evaluation).
Melalui penyuapan, wewenang

wewenang itu dibeli. Sehingga ke
bijakan yang dirumuskan dan yang 
dilaksanakan/dimplementasikan 
itu berubah arah dari yang berpi
hak pada kepentingan rakyat men
jadi berpihak pada kepentingan 
pembeli kebijakan. Selanjutnya, un
tuk mengamankan, diarahkan pula 
kebijakan evaluasi. Kalau ketiga 
ta hap kebijakan itu sudah dikuasai, 
negara sudah berada dalam kendali 
pengusaha curang (the state has been 
captured). 

Nilai kerugian negara yang di 
tim bulkan dengan korupsi kebijak
an itu sangat besar. Kerugian yang 
ditimbulkan tidak hanya sekali, ta
pi kerugian itu berkelanjutan setiap 
kebijakan itu diterapkan. Kerugian 
itu tidak saja berupa jumlah uang 
yang diberikan berupa suap kepa
da penguasa, tetapi juga arah kebi
jakan politik dan ekonomi tidak la
gi untuk kepentingan rakyat seba
gai pemegang kedaulatan negara. 

 Dalam konteks internasional, ko
rupsi jenis ini juga terlihat pada 
ter jadinya bermacam protes terha
dap globalisasi di berbagai belahan 
dunia (lihat Stiglitz, Globalizationitu  



453

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

l KORUPSI DALAM RANAH DEMOKRASI DI INDONESIA  l

and Its Discountent). Masalahnya 
ter ungkap ketika negaranegara 
ma ju dengan mudah mendikte 
negaranegara berkembang untuk 
melakukan deproteksi, sementara 
mereka sendiri melakukan proteksi.

 Wujud lain dari korupsi jenis ini 
ter lihat, ketika terjadi kelainan
kelainan tertentu dalam proses pe
nyelenggaraan pemerintahan atau 
dalam pembangunan. Pemerintah 
negaranegara berkembang mem
buat kebijakan, sementara pengusa
hapengusaha tertentu secara mu
dah melanggarnya. Pemerintah 
me larang ekspor bahan baku yang 
dipakai industri dalam negeri, teta
pi beberapa pengusaha  melanggar
nya dengan mudah. 

Beberapa indikasi menunjuk
kan adanya upaya membatasi 
ma suknya produk dalam negeri 
kepasaran dengan menimbun  atau 
dengan caracara lain, sehingga 
har ga naik. Kenaikan harga dari 
barangbarang tersebut dijadikan 
alasan untuk mendorong pemerin
tah membuka impor atau merevisi 
peraturanperaturan yang bersifat 
protektif terhadap produksi dalam 
negeri. Seterusnya, impor tersebut 
berkelanjutan terus menerus dan 
pro duksi dalam negeri menjadi 
ma ti. Inilah yang terjadi dengan ba
wang, kedele, garam, daging dan 
be ras di Indonesia. Importir mem
beli proses perumusan kebijakan 
impor dan implementasi kebijakan 
itu dari tangan pemerintah dan po
litisi melalui suap.

2. Influence Corruption atau Korupsi 
Beli Pengaruh

Seorang tokoh yang disegani 

ma syarakat atau Ketua Partai yang 
mempunyai pengaruh terhadap 
pi hak pengambil keputusan (men
teri, gubernur, bupati, walikota 
dan hakim) disuap untuk mereko
mendasikan atau membujuk untuk 
membuat keputusan yang mengun
tungkan si penyuap. Korupsi jenis 
ini antara lain dapat diikuti pada 
kasuskasus impor daging, impor 
hasil pertanian dan lainlain..  

Kasus dari korupsi ini berbeda  
dengan jenis korupsi yang di atas, 
karena pelaku bukan  pejabat pe
lak sana tugasnya sendiri, tetapi 
mem punyai pengaruh terhadap 
pelaksana tugas. Sifatnya tidak 
lang sung, sehingga lebih sulit di
ban dingkan dengan yang pertama. 
Yang dijual di sini adalah penga
ruhnya kepada importir. Karena 
itu, korupsi seperti ini sulit didetek
si, kecuali oleh lembaga yang seca
ra khusus hanya bertugas untuk 
pemberantasan korupsi (KPK) dan 
diberi wewenang penyadapan. 
Oleh sebab itu, para koruptor mela
lui para politisi di parlemen selalu 
berusaha untuk mengamputasi we
wenangwewenang tertentu dari 
lem baga pemberantasan korupsi 
ter sebut.

3. Administrative Corruption (Ko-
rupsi Administrasi) 

Korupsi ini biasanya tidak be
sar, tetapi terjadi dalam jumlah 
yang banyak dan tersebar mulai 
dari pusat ibukota negara sampai 
ke pelosokpelosok desa. Contoh
nya tips atau uang terima kasih, 
pem bayaran parkir tidak resmi dan 
sebagainya.

Korupsi administratif terjadi 
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karena kemiskinan yang bersumber  
dari rendahnya tingkat upah dan 
adanya sifat ingin mudah dan ce
pat. Upah dan gaji yang dibayar ti
dak pernah cukup untuk menutupi 
biaya hidup. Dengan perkataan lain 
gaji atau upah yang dibayarkan ti 
dak mungkin dapat menjamin 
orang jujur hidup layak.       

Hal lain yang melatarbelaka
nginya juga karena pelayanan pu 
blik secara umum tidak jelas, pan
jang (lama), mahal dan  tidak per
nah tuntas. Untuk mempercepat 
pelayanan timbul upaya men  do
rong melalui pemberian tips yang 
relatif besar. Hal ini pada giliran
nya merusak mental pelayanan 
yang baik dari pegawai atau petu
gas lapangan.  

C. PENUTUP 
 Untuk memperbaiki kondisikondi

si di atas di masa depan, harus diupaya
kan halhal sebagai berikut: 

1. Proses penyelenggaraan pemerin
tahan secara demokratis, dilaksana
kan dengan kedaulatan negara di 
tangan rakyat, dipergunakan un tuk 
kesejahteraan rakyat dan dila kukan
oleh atau atas nama rakyat. Dalam 
negara demokrasi terdapat kebe
basan berpolitik. Rakyat berpartisi
pasi secara aktif dalam seluruh pro
ses penyelenggaraan pemerintahan, 
mulai dari pemberian wewenang 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pengawasan dan evaluasi kegiatan 
dan kinerja yang dilaksanakan se
cara terbuka melalui pemilihan 
umum untuk memilih pimpinan 
pemerintahan dan wakilwakil rak
yat dalam parlemen/Dewan Per
wakilan Rakyat.

2. Dalam sistem demokrasi terdapat 
keterbukaan dan adanya penga
wasan dari rakyat, maka itu sistem 
ini  dipandang sebagai salah satu 
sistem pemerintahan paling ampuh 
untuk mencegah timbulnya korup
si. Namun dalam kenyataan di ne
garanegara berkembang (seperti 
Indonesia), menunjukkan bahwa 
sistem demokrasi tidak mampu 
me ngurangi jumlah dan besaran 
korupsi. Malah korupsi itu justru 
dilakukan oleh para penyelenggara 
negara yang dipilih rakyat dan oleh 
anggotaanggota DPR yang notabe
ne berfungsi mengawasi pemerin
tahan atas nama rakyat. 

3. Adanya keterbukaan dan kesempa
tan pengawasan dari rakyat nam
paknya belum cukup. Masih diper
lukan adanya kematangan politik 
dari rakyat, kompetensi aparatur 
pe merintahan yang mumpuni, pe
limpahan wewenang dan prasarana 
dan sarana yang lebih baik bagi 
lem baga pemberantasan korupsi 
(KPK), penyaringan pejabat berda
sarkan integritas, pemihakan kepa
da rakyat dan kompetensi yang 
tinggi. 

4. Perbaikan aparatur penyelenggara  
negara juga harus disertai dengan 
pemberian gaji yang dapat menja
min orang jujur hidup layak. Artin
ya, setiap pejabat negara tidak per 
lu mencari pendapatan tam bahan 
di luar pekerjaannya untuk menja
min kehidupan keluarga yang layak 
serta pendidikan anakanaknya. 
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ABSTRAK
Organisasi merupakan wadah atau proses pemenuhan kebutuhan individu dan or
ganisasi. Organisasi harus memiliki kultur yang dijadikan ciri atau karakteristik pola 
pe rilaku dari anggota organisasi yang berfungsi sebagai pembeda dari organisasi 
lain, identitas suatu organisasi, pemicu  komitmen anggota organisasi. Kultur orga
nisasi harus bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan internal dan eksternal orga ni
sasi. Dalam pengembangan kultur organisasi perlu melaksanakan manajemen stra
te jik. Manajemen stratejik berorientasi pada kondisi internal dan eksternal dalam pe
ng ambilan keputusan. 
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ABSTRACT  
Organizationisplaceorprocessinfulfillingtheneedsofindividualandorganization.Organi
zation must own cultur that is made characteristic behavior pattern of member the organiza
tions which aims as differentiator from other organizations, the indentity of organization, and  
trigger organizational members commitment. Organizational culture must be dynamic, ac
cording to the needs of internal and external organizations. Within the organizational culture 
needs to implement strategic management. Management strategy oriented to internal and ex
ternal decision making..  
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A. PENDAHULUAN

Untuk memanifestasikan 
ha kikat kemanusiaannya, 
setiap individu harus ber
usaha memenuhi berbagai 
kebutuhannya, yang akan 

lebih mudah  diwujudkan jika dilaku
kan secara bersamasama.  Sehubungan  
dengan itu bagi sejumlah manusia yang 
memiliki kebutuhan yang sama, cende
rung membentuk organisasi sebagai 
usa ha kerjasama untuk memenuhi ke
butuhan tersebut sebagai kepentingan  
bersama. Berdasarkan uraian singkat
tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
(a) manusia membutuhkan organisasi
 dan organisasi membutuhkan manu
sia, (b) manusia adalah penggerak orga
nisasi, sehingga berarti juga organisasi  
tidak akan berfungsi tanpa manusia, 
(c) organisasi merupakan wadah untuk  
memenuhi kebutuhan manusia, sebalik
nya kebutuhan manusia merupakan ob 
yek kegiatan organisasi (Nawawi, 2000: 
5).  Dengan asumsi tersebut, sepertinya  
sulit untuk mengingkari bahwa antara  
manusia dan organisasi tidak terjadi hu
bungan yang bersifat mutualbenefit. Jus
tru fenomena yang terjadi di dalam ke
hidupan menunjukkan bahwa manusia 
menjadikan organisasi sebagai wadah 
atau lembaga yang dapat mengembang
kan hakikat kemanusiaannya, apakah ia 
sebagai makhluk individu, makhluk so
sial dan sekaligus makhluk Tuhan. 

Kehadiran manusia dalam organisa
si  dan perlunya organisasi ditangani se
cara proporsional oleh manusia, meng
akibatkan perlunya suatu tatanan yang 
bersifat permanen agar dalam menanga
ni organisasi, manusia menitikberatkan 
aktivitasnya dengan menempatkan as
pek manusia sebagai sentral aktivitas. 
Hal ini perlu dilakukan mengingat ma

nusia memiliki karakter yang unik anta
ra satu manusia dengan manusia lain
nya. Keunikan ini mengakibatkan tidak 
samanya setiap manusia dalam meman
dang atau menterjemahkan objek yang 
sama walaupun  pada tempat dan ruang 
yang sama. Untuk itu organisasi perlu 
memperhatikan unsurunsur yang ha
rus ada dalam kultur organisasi. 

Gaplin (Rampersad, 2006:357) mem
bagi unsurunsur budaya organisasi me
liputi: (a) aturan dan kebijakan; (b) tu
juan dan pengukuran; (c) kebiasaan dan
norma; (d) pelatihan; (e) upacara dan 
peristiwa; (f) perilaku manajemen, dan 
(g) penghargaan dan pengakuan. Ketu
juh unsur budaya tersebut membutuh
kan suatu keputusan dan tindakan dari 
setiap pimpinan organisasi dan menso
sialisasikannya kepada seluruh anggota 
organisasi, sehingga menjadi suatu pola 
kebiasaan yang menetap dalam organi
sasi. Keputusan yang dilakukan pim
pinan organisasi merupakan esensi dari 
manajemen stratejik. Manajemen strate
jik dalam suatu organisasi merupakan 
suatu kegiatan yang dalam ruang ling
kup yang luas, sehingga memungkin
kan organisasi mampu eksis dalam me
lahirkan berbagai produk maupun jasa 
untuk memenuhi kebutuhan organisa
si baik secara internal maupun eksternal 
(Murniati, 2008:74).

Ketika organisasi berupaya melak
sanakan fungsi utamanya, berbagai si
kap atau perilaku manusia yang ada da
lam organisasi tersebut akan menentu
kan corak organisasi. Sebab karakter 
yang tercermin dari sikap atau perilaku  
yang ditampilkan manusia didalamnya
akan terefleksi ketika organisasi itu me
nentukan strategi, taktis dan teknik ope
rasionalnya. Itulah sebabnya dalam 
mempelajari organisasi sebagai bagian  
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fungsi manajemen dikenal Perilaku Or
ganisasi atau Organizational Behavior, 
yai tu “suatu bidang studi yang menyeli
diki dampak perorangan, kelompok dan 
struktur pada perilaku dalam organisa
si dengan maksud menerapkan penge
tahuan semacam itu untuk memper
baiki keefektifan organisasi” (Robbins, 
1996:9). 

Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa 
perilaku organisasi dapat dianalisis dari 
individu, kelompok, dan organisasi. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Rivai dan 
Mulyadi (2011:172173) bahwa: 

Dalam mempelajari perilaku orga
nisasi dapat dilakukan dengan tiga 
tingkat analisis, yaitu tingkat indivi
du, kelompok, dan organisasi. Per
masalahan yang terjadi dalam or
ganisasi dapat dianalisis dari tiga 
tingkatan tersebut. Pada tingkat in
dividu, kejadiankejadian yang ada
dalam organisasi dianalisis dalam
hubungannya dengan perilaku se
seorang dan interaksi kepribadian 
dalam suatu situasi dimana setiap 
individu dalam organisasi memba
wa sikap, nilai, dan pengalaman 
ma sa lalu yang berbeda. Pada ting
kat kelompok, perilaku kelompok 
di pengaruhi oleh dinamika kelom
pok, aturan dan nilainilai yang di
anut oleh kelompok. Pada analisis  
tingkat organisasi struktur dan po
sisi seseorang dalam organisasi 
membawa pengaruh setiap interak
si sosial dalam organisasi. Dalam 
mempelajari perilaku organisasi di
pusatkan pada tiga karakter, yaitu: 
perilaku, struktur, dan proses. 

Sebagai bidang studi, perilaku orga
nisasi atau organizational behavior memi
liki berbagai subyek yang menjadi to
piknya, seperti kepemimpinan, komu
nikasi antar pribadi, kultur organisasi, 

stress dan konflik, kreativitas, motiva
si, moral dan etik, kepuasan kerja, orga
nisasi pembelajaran, pengambilan ke
putusan, kekuasaan dan wewenang, ko
mitmen, dan lain sebagainya. Berbagai 
subyek ini memang masih diperdebat
kan, artinya tidak hanya ini saja yang 
menjadi bahasan dalam perilaku orga
nisasi, masih ada yang lainnya lagi. Na
mun dengan kehadiran berbagai sub
yek ini, terasakan sekali manfaatnya 
bagi manajemen sebagai sebuah ilmu 
yang telah diimplementasikan dalam 
mengelola organisasi. Dengan berbagai  
subyek tersebut, organisasi mampu me
ningkatkan kinerjanya karena dapat me
ngantisipasi berbagai keunikan dari si
kap maupun perilaku yang ditampilkan 
anggota dalam organisasi tersebut.

Salah satu subyek perilaku organi
sasi yang dianggap mampu meningkat
kan kinerja organisasi agar organisasi 
tersebut dapat dikatakan sebagai orga
nisasi yang  efektif adalah budaya atau 
kultur organisasi. Walau bagaimanapun
setiap organisasi ingin berada pada po
sisi sebagai organisasi efektif, sebab 
yang dikatakan organisasi efektif itu 
adalah ”sejauhmana sebuah organisasi 
mewujudkan tujuantujuannya” (Etzio(Etzio
ni dalam Robbins, 1994:53). Kultur orga Kultur orga
nisasi memiliki peran dalam meningkat
kan citra diri organisasi bahkan mampu  
menjadi pendorong atau sebagai motor 
penggerak, sebab kultur organisasi itu 
merupakan “The amalgam of beliefs, ide
ology, language, ritual, and myth”. (Petti
grew, 1991:572). Dengan berbagai ele
men seperti itu maka kultur organisasi  
diyakini dapat membantu organisasi 
mencapai tujuantujuan yang telah dite
tapkannya. Berbagai bukti secara empi
ris telah menunjukkan bahwa kultur or
ganisasi merupakan faktor determinan 
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meningkatkan kinerja organisasi, oleh 
karena itu kultur organisasi memiliki 
kedudukan strategis dan sifatnya men
jadi krusial dalam organisasi.  Atas da
sar uraian dimuka, tulisan ini mencoba 
menelaah tentang pengertian organisasi, 
kultur organisasi dan manajemen strate
jik dalam pengembangan kultur orga
nisasi. 

B. PEMBAHASAN
Hakikat Organisasi 

Perkataan organisasi sering kita hu
bungkan dengan departemen pemerin
tahan, pemerintah daerah, perusahaan 
negara, perusahaan swasta, rukun war
ga, rukun tetangga, partai politik, Golo
ngan Karya, dan sebagainya. Organisa
si adalah setiap bentuk kerjasama anta
ra manusia yang terikat oleh suatu ke
tentuan yang bermaksud untuk menca
pai tujuan bersama. Secara umum orga
nisasi  merupakan proses kerjasama dua 
orang atau lebih untuk mencapai tujuan 
organisasi secara efektif dan efisien (Us
man, 2009:147). Dari pernyataan ini da 
pat disimpulkan bahwa kelompok 
orang yang bekerjasama itu terjadi de
ngan adanya dorongan dan kesadaran 
sebagai manusia bahwa kebutuhan in
dividu akan mudah terpenuhi apabila  
dilakukan secara bersama. Organisasi 
akan dapat mencapai tujuan organisasi  
dan memenuhi kebutuhan individu, 
me nurut Djatmiko (2004:3) ada bebera
pa azas poko yang dapat dijadikan pe
doman, antara lain: (1) perumusan tuju
an; (2) pembagian tugas pekerjaan; 
(3) pendelegasian kekuasaan; (4) ren
tang pengawasan; (5) tingkat pengawas
an; dan (6) kesatuan perintah dan tang
gung jawab.

Menurut Sagala (2009:81) unsur
unsur dinamis dalam organisasi yaitu: 

(1) Adanya struktur yang menggambar
kan garis komando (hirarki kekuasaan) 
dan gari staf sebagai garis advisory atau 
otoritas gagasangagasan; (b) adanya 
pembagian kerja yang berkaitan de
ngan kedudukan dan fungsi; (c) Ada
nya koordinasi untuk menyingkronkan
tindakantindakan dalam pencapaian
tujuan; (d) Adanya skala yang meng
gam barkan hirarki hubungan antara 
atasan dengan bawahan; dan (e) Ada
nya fungsional yaitu perbedaan tugas 
dan tanggung jawab pada setiap indivi
du dalam hirarki organisasi.

Dari  pendapat para ahli dapat di
simpulkan bahwa organisasi dapat dili
hat dari suatu himpunan interaksi ma
nusia yang bekerjasama untuk menca
pai tujuan bersama yang terikat dalam 
suatu ketentuan yang telah disetujui 
bersama. Dalam mencapai tujuan bersa
ma tersebut, ada seseorang atau bebera
pa orang yang bertanggung jawab un
tuk mengkoordinasikan sejumlah orang 
yang memikili kepentingan yang berbe
da, dan berbagai kegiatan  dengan se
gala aktivitas dan fasilitas yang tersedia 
di dalam suatu organisasi. Organisasi 
da pat dilihat sebagai wadah tempat pe
nyelenggaraan berbagai kegiatan dari 
persekutuan orangorang dalam men
capai tujuan dengan berbagai hirarkhi 
kedudukan dan wewenang serta tang
gung jawab masingmasing anggota
nya, dan dapat  dikatakan sebagai suatu 
sistem organik yang dinamis, hal ini di
lihat dari dinamika perilaku anggota or
ganisasi tersebut. Organisasi merupakan  
profil misi dari suatu tujuan yang ingin 
dicapai. 

Organisasi dapat dilihat dari berba
gai sudut pandang, diantaranya organi
sasi sebagai kumpulan orangorang, dan 
organisasi sebagai sistem kerjasama, 
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atau sistem sosial. Organisasi sebagai 
kumpulan orangorang yang melaksa
nakan fungsifungsi yang berbeda teta
pi saling berhubungan dan dikoordina
sikan agar sebuah tugas atau lebih da
pat diselesaikan. Organisasi adalah alat 
saling hubungan antara satuansatuan 
kerja orangorang dalam suatu struktur 
wewenang, sehingga pekerjaan dapat 
dikoordinasikan oleh perintah para 
atasan kepada bawahan dalam satu ba
dan usaha. Sedangkan organisasi seba
gai sistem kerjasama atau sistem social 
adalah organisasi formal yang terdiri 
dari sistem kerjasama yang kompleks 
dari unsur fisik, biologis, pribadi, dan 
sosial yang ada dalam hubungan tera
tur, khusus, dan beralasan dari kerjasa
ma dua orang tersebut.

 
Kultur Organisasi 

Mengapa kultur organisasi  diang
gap penting? Sulit untuk diingkari bah
wa telah menjadi kenyataan, kultur or
ganisasi merupakan kebanggaan bagi 
organisasi dan anggota organisasi. Kul
tur tersebut yang akan mendinginkan  
ketika terjadi “kegerahan” sekaligus 
akan memanaskan jika terjadi “kedi
nginan”, sebab berbagai hal selalu ter
jadi yang mengakibatkan organisasi me
ngalami stagnasi dalam kurun waktu 
tertentu. Stagnasi tersebut bisa saja kare
na kesalahan dalam mengambil kepu
tusan oleh jajaran top manajemen, juga 
bisa karena intervensi pihak luar organi
sasi yang memiliki kemampuan men
dikte kebijakan yang telah ditetapkan.

Kultur organisasi dalam situasi
yang bagaimanapun selalu dijadikan 
acuan untuk mengambil tindakan, apa
lagi dalam situasi genting seperti ketika 
organisasi berhadapan dengan berbagai 
pilihan sulit. Itulah sebabnya kultur or

ganisasi memiliki kedudukan tersendi
ri dalam organisasi, ia dianggap penting  
menurut Robbins (Wibowo, 2010:51) ka
rena beberapa hal, seperti : (1) Mempu
nyai boudararydifiningroles yaitu men
ciptakan perbedaan antara organisasi 
yang satu dengan lainnya, (2) menyam
paikan rasa identitas untuk anggota or
ganisasi; (3) Budaya memfasilitasi bang
kitnya komitmen pada sesuatu yang le
bih besar dari pada kepentingan diri in
dividual; (4) Meningkatkan stabilitas 
system social. Budaya adalah perekat 
sosial yang membantu menghimpun or
ganisasi bersama dengan memberikan 
standar yang cocok atas apa yang dika
takan dan dilakukan pekerja; (5) Budaya 
melayani sebagai sensemaking dan me
kanisme kontrol yang membimbing dan 
membentuk sikap dan perilaku pekerja.  

 Dengan berbagai alasan yang di
anggap penting tersebut maka kultur 
or ganisasi mampu menjadi acuan untuk  
mencari jalan keluar agar organisasi da
pat lepas dari permasalahan yang se
dang dihadapi. Setiap organisasi tidak 
pernah bisa lepas dari masalah, baik 
masalah yang datang dari dalam organi
sasi itu sendiri maupun yang datangnya 
dari luar organisasi tersebut.

Permasalahan yang datang dari da
lam organisasi biasanya berkaitan de
ngan persoalan anggota atau personil  
organisasi, dimana selalu ditemukan 
anggota bermasalah sehingga anggota 
tersebut dianggap sebagai anggota yang 
“tidak dikehendaki”, seperti : “keingin
an untuk dipimpin, agresif, kritis, den
dam, gelisah, tidak yakin, tidak tertarik,  
produktivitas rendah, pemberontak, an
ti ketertiban, rentan kecelakaan, ber
orientasi kepada penyebab, riwayat ker
ja buruk, berusia dibawah 18 tahun tan
pa pengalaman kerja, keras kepala, 
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mem butuhkan dukungan emosional, ti
dak gigih, latar beakang keluarga buru, 
lingkungan masyarakat buruk, bujang
an, satu orang tua, masalah kekeluiarga
an, cerai” (Rohan dalam Timpe, 1993: 
164165). Menghadapi persoalan
persoalan seperti ini bukanlah sesuatu 
yang aneh atau asing dalam organisasi, 
dan ini selalu menyita perhatian pim
pinan organisasi. Mereka ini secara 
umum mengganggu kinerja organisasi,
namun jika dilihat kehadiran mereka 
ini merupakan bagian dari dinamika or
ganisasi dan menjadi bagian kerja dari 
unit manajemen sumber daya manusia. 
Itulah sebabnya bagian sumber daya 
manusia memiliki peran yang penting 
daalam mengurangi  jumlah anggota 
yang tidak dikehendaki.

Kehadiran orangorang yang tidak 
dikehendaki ini pada dasarnya dapat 
diperkecil, karena untuk dieleminir bu
kanlah pekerjaan yang mudah. Muncul
nya anggota yang berada pada posisi
tidak dikehendaki tersebut dimungkin
kan karena adanya : (1) kekeliruan da
lam seleksi atau rekrutmen, (2) tidak bi
sa menghadapi perubahan dan penye
suaian dalam organisasi, (3) penempat
an personil yang tidak sesuai, dan (4) ti
dak jelas implementasi punishment dan 
reward. Jika beberapa faktor ini terjadi 
dalam suatu organisasi tidak mustahil 
akan muncul personil organisasi yang 
berada pada posisi tidak dikehendaki.

Keberhasilan organisasi memba
ngun sebuah kultur yang dapat menja
dikannya sebagai perekat bagi anggota 
organisasi akan melahirkan orangorang 
yang berada pada posisi yang dikehen
daki. Kehadiran sebanyak mungkin per
sonil organisasi berada pada posisi yang 
dikehendaki akan menentukan kinerja 
organisasi, dan kinerja ini akan mening

katkan produktivitas organisasi. Orang
orang yang dikehendaki dalam organi
sasi tersebut adalah mereka yang : “ber
orientasi kepada pencapaian, berorien
tasi kepada keberhasilan, berorientasi 
kepada tim kerja, kebanggaan, berorien
tasi kepada prestasi, bersedia kompro
mi, kurang kritis/dendam, kurang ke
butuhan terhadap simpati, lebih sedikit 
kebutuhan emosional, memerlukan le
bih sedikit perhatian, kurang gelisah, 
ulet, tegas, kreatif, tidak bergantung, la
tar belakang agamis, fleksibel, terlibat, 
patuh, manerima, berpikiran terbuka, 
empatis, latar belakang keluarga baik, 
etika kerja kuat, seorang pemimpin” 
(Rohan dalam Timpe, 1993:164165).

Orangorang atau personil organisa
si yang berada pada poisisi yang dike
hendaki tersebut  mengindikasikan ter
jadinya kepuasan kerja dikalangan ang
gota. Kepuasan kerja merupakan bagi
an penting dalam perilaku organisasi 
dan memiliki keterkaitan dengan kul
tur organisasi. Kedua variabel ini (kul
tur organisasi dan kepuasan kerja) me
miliki peran dalam meningkatkan ki
nerja personil atau anggota organisasi.  
“Walaupun kultur organisasi merupa
kan variabel intervening dalam mencip
takan kepuasan kerja” (Robbins, 1996: 
621), namun kedudukan tersebut mem
berikan sumbangan yang cukup signifi
kan terhadap kinerja organisasi. 

Dengan kedudukan yang cukup sig
nifikan terhadap organisasi, perlu diper
hatikan lima aspek kehidupan organisa
sional agar kultur organisasi tetap ber
peran sebagai penguat, yaitu “aspek 
ker jasama, pengambilan keputusan, pe 
ngawasan, komunikasi dan komitmen”
(Siagian,2001:250). Kelima aspek ini me
rupakan perekat agar organisasi mam
pu berperan sebagai organisasi efektif  
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sekaligus ia mampu meningkatkan efi
siensi organisasi. Mengapa kelima aspek  
ini perlu menjadi perhatian? Hal ini 
men jadi perhatian karena setiap saat or
ganisasi harus siap menghadapi peru
bahan, baik perubahan sebagai tuntutan  
pengembangan organisasi maupun per
ubahan karena tuntutan lingkungan 
atau zaman yang memang memaksa un
tuk berubah. 

Kerjasama adalah kata kunci dalam 
manajemen, sebab untuk mencapai se
suatu dalam organisasi baik besar atau 
kecil, kerjasama merupakan kekuatan 
yang dapat menghadapi berbagai kesu
litan atau kendala. Justru berkumpulnya 
beberapa dalam organisasi adalah un
tuk bekerjasama dalam mencapai suatu 
tujuan bersama sebagaimana yang telah 
diikrarkan. Pengambilan Keputusan 
me rupakan inti dalam organisasi, tan
pa adanya keputusan berarti organisa
si tidak memiliki perencanaan dan ti
dak memiliki kemampuan untuk men
capai tujuan. Terlalu naif jika organisa
si tidak memiliki standar dalam meng
ambil keputusan. Dan keputusan terse
but diambil oleh top manajemen setelah 
melihat berbagai kemungkinan yang 
da pat memberikan keuntungan kepa
da organisasi. Pengawasan dilakukan  
oleh organisasi sebagai bagian dari sis
tem penyelenggaraan rencana operasio
nal. Pengawasan dilakukan untuk me
yakinkan apakah rencana yang telah di
tetapkan berlangsung sesuai dengan 
rencana tersebut. Pengawasan memberi
kan kesempatan kepada organisasi un
tuk dapat eksis sehingga yang dilaksa
nakan tidak keluar dari rel yang seha
rusnya. Komunikasi merupakan instru
men yang sifatnya sangat penting dalam 
organisasi, komunikasi yang dibangun  
dengan landasan yang kuat akan mem

berikan kesempatan kepada seluruh 
per sonil memahami apa yang menjadi 
kebijakan pimpinan organisasi serta da
pat memberikan dasar yang kuat bagi 
personil organisasi untuk mengembang
kan tugas yang menjadi bagiannya. Jus
tru kekeliruan dalam komunikasi kerap  
mengakibatkan munculnya kendala  se
hingga tugas yang diberikan tidak efek
tif untuk dilaksanakan. Komitmen me
rupakan penjaga organisasi, itulah se
babnya jika membicarakan perilaku or
ganisasi salah satu topik inti yang diba
has adalah komitmen organisasional, 
yaitu “derajat sejauhmana seorang kar
yawan memihak pada suatu organisa
si tertentu dan tujuannya, dan berniat 
memelihara keanggotaan dalam orga
nisasi itu” (Robbins, 1996:171). Kelima 
aspek diatas memberikan peluang yang 
besar bagi organisasi untuk dapat mem
pertahankan kulturnya sekaligus dapat 
membangun berbagai kemungkinan ba
gi pengembangan organisasi. Hanya sa
ja persoalannya memang tidak semua 
organisasi mampu melaksanakan semua 
aspek tersebut secara benar, hal ini ter
jadi karena : (1) kepemimpinan yang ti
dak kuat, (2) visi dan misi belum tersu
sun secara jelas, (3) organisasi tidak me
nyadari berada pada posisi persaingan, 
dan (4) organisasi dibangun tidak ber
dasarkan untuk mencari suatu jawaban 
atau menemukan solusi.

Manajemen Stratejik dalam Pengembangan 
Kultur Organisasi 

Manajemen Stratejik adalah peren
canaan berskala besar (disebut perenca
naan stratejik) yang berorientasi pada 
jangkauan masa depan yang jauh (dise
but VISI), dan ditetapkan sebagai kepu
tusan manajemen puncak (keputusan  
yang bersifat mendasar dan prinsipil),  
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agar memungkinkan organisasi ber
interaksi secara efektif (disebut MISI), 
dalam usaha menghasilkan sesuatu 
(Perencanaan Operasional untuk meng
hasilkan barang dan/atau jasa serta pe
layanan) yang berkualitas, dengan di
arahkan pada optimalisasi pencapaian 
tujuan (disebut Tujuan Stratejik) dan 
berbagai sasaran (Tujuan Operasional) 
organisasi (Nawawi, 2000:149). Kehadir
an manajemen stratejik sebagai sebuah 
straegi dalam mengoperasikan organisa
si telah berkembang sedemikian rupa 
sehingga ia menjadi bagian dalam sis
tem organisasi. Kehadirannya merupa
kan upaya pemberdayaan manusia di
dalam organisasi dan “dalam rangka 
memanusiakan manusia di tempat pe
kerjaan” (Siagian, 2001:11) jika ditelaah 
dalam konteks manajemen sumber daya 
manusia.  

Manajemen stratejik merupakan  
tanggung jawab manajemen puncak  
atau pimpinan organisasi. Inti dari ma
najemen adalah kepemimpinan dan inti 
kepemimpinan adalah pengambilan ke
putusan. Tanggung jawab manajemen 
puncak terhadap perkembangan dan 
pengembangan organisasi tidak harus  
bersifat reaktif, tetapi harus aspiratif, 
proaktif dan kreatif. Manajemen strate
jik menggambarkan peran apa yang ha
rus dilakukan manajemen puncak, yaitu 
“serangkaian keputusan dan tindakan 
mendasar yang dibuat oleh manajemen 
puncak dan diimplementasikan oleh se
luruh jajaran suatu organisasi dalam 
rangka pencapaian tujuan organisasi  
tersebut” (Siagian, 2001:15). Dengan me
ngambil berbagai keputusan yang di
anggap dapat melakukan respon terha
dap berbagai hal yang dihadapi oleh or
ganisasi tersebut maka manajemen pun
cak harus memiliki kemampuan untuk 

mensinerjikan organisasi dengan ling
kungannya. Sebab organisasi merupa
kan sistem yang memiliki berbagai sub
sistem, namun pada saat yang bersama
an sebuah organisasi akan menjadi sib
sistem dari sebuah sistem yang besar di 
lingkungannya.

Sebagai sistem dalam teori organisa
si dan dalam rangka untuk memaksi
malkan perannya tersebut seorang ma
najer atau top manajemen harus menya
dari betul bahwa organisasi juga meru
pakan sebuah sistem yang memiliki
subsistem. Subsistem organisasi ter
sebut dapat dilihat secara filosofis, ma
najemen dan analisis. Ketiga subsistem 
ini memiliki cara pandang, metode, pe
nempatan organisasi sebagai subsistem 
dan apa tugas organisasi secara filosofis, 
manajerial maupun teknikal.

Keterkaitan organisasi dengan ling
kungan merupakan fakta yang harus  
dipahami oleh setiap manajer puncak  
sehingga dapat menentukan langkah
langkah selanjutnya. Dari tiga subsis
tem diatas (filosofis, manajemen dan 
analisis), dapat dilihat bahwa tugas ke
tiganya cenderung menuju kepada ke
mampuan organisasi untuk dapat me
ngintegrasikan diri serta kemampuan 
untuk menggunakan sumber daya 
yang dimiliki organisasi. Tugas sub
sis tem filosofis  adalah mengintegrasi
kan organisasi dengan lingkungan, tu
gas subsistem manajemen adalah me
ngintegraskan sistem operasional mela
lui suatu desain dan penekanannya ba
gaimana agar terjadi hubungan yang 
sinerjis di dalam organisasi, sedangkan  
tugas subsistem analisis adalah bagai
mana mencapai tujuan yang telah dite
tapkan secara efisien dengan menggu
nakan berbagai sumbersumber yang 
tersedia dalam oreganisasi. 
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Melalui apa semua ini akan terjadi  
atau akan tercapai ? Sebagaimana dike
tahui bahwa tanggung jawab untuk 
men capai tujuan berada ditangan mana
jer puncak atau top manajemen. Manaje
men stratejis telah menawarkan solusi  
dan telah terbukti secara empiris keber
hasilannya. Namun kemampuan top 
ma najemen membangun situasi yang 
kondusif di seluruh jajaran organisasi 
merupakan tuntutan yang tidak dapat 
ditawartawar lagi. 

Dengan menggunakan pendekatan 
sistem diatas, sebenarnya tidaklah sulit 
menciptakan situasi kondusif agar ter
cipta kultur organisasi yang dapat me
ningkatkan kinerja seluruh anggota or
ganaisasi tersebut. “Pandangan sistem 
melihat dunia dalam pengertian hubu
ngan dan integrasi. Sistem adalah kese
luruhan yang terintegrasi yang sifat 
sifatnya tidak dapat direduksi menjadi  
sifatsifat unait yang lebih kecil. Pende
katan sistem tidak memusatkan pada 
balokbalok bangunan dasar atau zat
zat dasar melainkan lebih menekankan 
pada prinsipprinsip organisasi dasar” 
(Capra, 1999: 371). 

Bagaimanapun kultur organisasi  
da pat dijadikan senjata ampuh untuk 
membangun kinerja organisasi. Oleh ka
rena itu sebelum manajemen stratejik 
di laksanakan, kultur organisasi harus 
divalidasi oleh pimpinan organisasi me
lalui kebersamaan dengan seluruh ang
gota organisasi.

Manajemen stratejik tidak dapat 
me ngabaikan kultur organisasi, sebab
ia merupakan fenomena yang include
dalam setiap organisasi dan ia merupa
kan  bagian lingkungan internal dari 
variabelvariabel lingkungan. Oleh ka
rena itu sulit untuk membantah kenya
taan bahwa : “Budaya adalah pola keya

kin an, pengharapan, dan nilai nilai yang
dibagikan oleh anggota organisasi. Nor
manorma organisasi secara khusus
me munculkan dan mendefinisikan pe
rilaku yang dapat diterima anggota dari 
manajemen puncak sampai karyawan 
operatif” (Hunger & Wheelen, 2001:11
12). Justru budayalah yang akan men
jadi perekat bagi seluruh jajaran organi
sasi, ia menjadi kebanggan yang dapat 
meningkatkan kinerja organisasi. Se
buah penelitian yang dilakukan oleh 
Bu diwintarta, L.W (1995), seorang Vice 
President Manhattan Bank di Jakarta, 
menemukan bahwa terdapat korelasi 
positif antara budaya organisasi dengan 
kinerja perusahaan, dengan Koefisien 
Korelasi masingmasing sebagai berikut: 
(1) antara budaya organisasi dengan sa
han : rxy  = 0,97, (2) antara budaya orga
nisasi dengan laba bersih : rxy  = 0,89, dan 
(3) antara budaya organisasi dengan 
ROA : rxy = 0,89. 

Berdasarkan kutipan diatas, jelaslah 
bahwa kultur organisasi dapat membe
rikan kontribusi penentuan jati diri se
bagai karakteristik atau identitas organi
sasi. Oleh karena itu berbagai kegiatan
organisasi yang dirumuskan harus me
ngacu pada karakteristik tersebut. Se
tiap personil  hendaknya secara proaktif 
memiliki komitmen untuk menjalankan 
berbagai kegiatan organisasi secara ber
kesinambungan dan terbentuknya stabi
litas kegiatan organisasi.

C. PENUTUP
Kultur organisasi merupakan faktor  

yang mempengaruhi tujuan organisasi.  
Organisasi pendidikan sebagaimana or
ganisasi lainnya, memiliki karakteristik  
tertentu, hal ini disebabkan karena 
fung si pendidikan yang memiliki tang
gung jawab yang besar terhadap kehi
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dupan manusia. Oleh karena itu, lemba
ga pendidikan harus memiliki kemam
puan untuk menciptakan nilai atau ka
rakteristik yang dijadikan acuan dalam 
perilaku setiap anggota organisasi yang 
merupakan ciri khas dari organisasi  da
lam pengambilan keputusan. Untuk itu 
setiap pimpinan perlu melaksanakan 
ma najemen stratejik. Manajemen strateManajemen strate
jik merupakan keputusan pimpinan 
pun cak bersama personil yang didasar
kan pada faktor internal dan eksternal  
pendidikan. Faktor internal dilihat dari 
kekuatan dan kelemahan yang ada da
lam organisasi. Sedangkan peluang dan 
tantangan dilihat dari eksternal organi
sasi.
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ABSTRAK
Kinerja organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tu
ju  an  orgnisasi. Peningkatan kinerja  organisasi dipengaruhi oleh strategi yang dija
di k an prosedur, pendekatan, metode, maupun cara pimpinan dan anggota organisa
si   dalam menentukan keputusan dan mekanisme hubungan antar unit yang ada da
lam   organisasi. Salah satu strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja or
ga nisasi adalah melalui balance scorecard. Balance scorecard berorientasi pada pe ng
ukuran kinerja yang dilihat perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, 
pem  belajaran dan pertumbuhan. 
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ABSTRACT  
Performance of organization is one of the factors that affect the achivement  of organizational  
goals. The Improvement of organizational performance is affected by the strategy which is ma
de as a procedure approach, method and ways of leadership and members of organizational in 
determining desicion and mechanism of the existing relationships among units within the or
ganization. One of the strategies which are used in improving organizational performance is 
through balance scorecard. Balance scorecard oriented on work measurement which is seen by 
financialperspective,costumer,internalbusinessprocesses,learningandgrowth.  
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A. PENDAHULUAN

Organisasi sebagai wadah  
dan proses kerjasama da 
lam pencapaian tujuan
perlu menyesuaikan de
ngan perkembangan tek 

nologi dan tuntutan masyarakat. Per
kembangan yang terjadi merupakan 
proses perubahan yang dijadikan kebu
tuhan dari setiap organisasi dan dijadi
kan sebagai tujuan dari pengembangan 
organisasi. Menurut Sagala (2008:196) 
tujuan pengembangan organisasi adalah 
mengadakan perubahan dalam organi
sasi dengan memusatkan perhatian pa
da integrasi individu dengan organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah  
bahwa perubahan dalam organisasi me
rupakan salah satu faktor yang harus di
hadapi dalam memenuhi kebutuhan or
ganisasi individu dan masyarakat peng
guna. Untuk mewujudkan perubahan
yang efektif perlu adanya kinerja orga
nisasi. Kinerja organisasi merupakan 
yang mempengaruhi pencapaian tujuan
organisasi. Menurut  Usman (2012 : 64)  
bahwa “Kinerja organisasi berkaitan 
dengan daya unjuk kerja mencapai tu
juan dan hasil yang digunakan”. Daya 
unjuk kerja organisasi dipengaruhi oleh 
kinerja personil.  Sutermeister dalam 
Usman (2012 : 64) menyatakan kinerja
personil merupakan kontribusi personil
terhadap produktivitas lembaga
lembaga. Kontribusi personil terhadap 
produktivitas organisasi membutuhkan 
keputusan dari pimpinan dalam meru
muskan prosedur atau strategi untuk 
menghadapi setiap perubahan dalam 
organisasi, baik perubahan internal 
maupun eksternal. Dalam kenyataannya
manajemen sebagai suatu kekuatan nya
ta dalam sistem tatanan organisasi. Di
mana pengembangan manajemen secara 

langsung sangat terkait dengan kebu
tuhan manusia agar menemukan ke
sempurnaan untuk memenuhi kebutuh
an hidupnya.

Secara umum perubahan pendekat
an manajemen dari satu pola ke pola 
pen dekatan lainnya memiliki fokus atau 
strategi yang berbeda. Menurut Kaplan 
dan Norton dalam Sagala (2009:141) 
salah satu model strategi yang telah 
mampu meningkatkan kualitas yang di
implementasikan pada perusahaan bis
nis adalah model balance scorecard 
yang mengembangkan seperangkat tu
juan unit bisnis melampaui rangkuman 
ukuran financial kinerja masa lalu de
ngan ukuran pendorong (drivers) kiner
ja masa depan. 

Sebagai sebuah konsep yang sifat
nya  aplikabel dan telah terbukti secara 
signifikan terhadap kinerja organisasi,  
balance scorecard menitikberatkan aktivi
tasnya mencakup empat perspektif 
yang mendasar, yaitu (1) keuangan, 
(2) costumer, (3) proses bisnis/internal, 
dan (4) pembelajaran dan pertumbuhan 
(Gunawan, 2000). 

Berdasarkan kutipan diatas jelaslah  
bahwa untuk  melihat bagaimana kiner
ja organisasi masa depan, diperlukan 
strategi untuk menentukan standar 
yang jelas dalam melakukan pengukur
an kinerja secara komprehensif. Seperti 
telah diungkapkan diatas, bahwa untuk 
melakukan pengukuran tersebut maka 
perspektif keuangan, customer, proses 
bisnis/intern,  pembelajaran dan  per
tumbuhan, merupakan indikator untuk 
melihat keberhasilan kinerja organisasi.

Perlunya strategi melakukan peng
ukuran untuk melihat kinerja organisa
si merupakan suatu keharusan yang ti
dak dapat ditawartawar lagi jika orga
nisasi ingin berkembang dalam rangka  
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menjalankan visi dan misinya. Tang
gung jawab semua pihak dalam organi
sasi merupakan prasyarat untuk me
ningkatkan kinerja organisasi, sehingga 
produktivitas akan meningkat, namun 
tanggung jawab manajer puncak dalam 
menentukan visi dan melaksanakan mi
si merupakan tanggung jawab strategis. 
Oleh karena itu strategi meningkatkan 
kinerja organisasi merupakan aktivitas  
manajemen strategik dan yang menja
di pemikir serta pelaksananya adalah 
 unsurunsur top manajemen.

Kehadiran balanced scorecard telah 
menjadi salah satu fenomena yang tidak 
dapat disangkal dalam memajukan ki
nerja organisasi. Keberhasilan balanced  
scorecard  tersebut karena indikator yang 
ditetapkan memiliki itemitem yang 
men dasar dan menyeluruh sehingga da
pat menemukan celahcelah yang yang 
harus dianalisis. Perlunya melakukan 
analisis yang bersifat holistik terhadap 
kekuatan, kelemahan, peluang dan tan
tangan (SWOT) yang akan dihadapi, di
dasarkan kepada situasi yang berkem
bang saat ini, yaitu karena adanya kebu
tuhan terhadap suatu produk yang me
miliki advantage competitive dan advan
tage comparative. Berdasarkan uraian di 
atas, tulisan ini menelaah secara teoretis 
tentang balance scorecard mengapa dibu
tuhkan,  balance scorecard dan strategi  
organisasi,  balance scorecad meningkat
kan kinerja organisasi. 

B. PEMBAHASAN
Balanced Scorecard, Mengapa Dibutuhkan ?

Keberhasilan yang telah dicapai 
oleh berbagai organisasi yang menggu
nakan balanced scorecard, kita dapat me
ngambil suatu kesimpulan bahwa balan
ced scorecard memberikan pengaruh dan 
kontribusi yang nyata. Hal ini dapat di

lihat dari berbagai keberhasilan mereka
dalam meningkatkan kinerja perusaha
annya, dan keberhasilan ini karena pa 
ra eksekutif atau top manajemen dalam 
pe rusahaan secara komprehensif mam
pu  menerjemahkan visi dan strategi ke 
da lam seperangkat ukuran kinerja yang 
ter padu. Hal ini senada dengan apa 
yang dikemukakan Sagala (2009:141) 
bahwa: “Tujuan dan ukuran meman
dang kinerja perusahaan dari empat 
per spektif yaitu financial, pelanggan, 
pro ses bisnis internal, dan pembelajaran 
serta pertumbuhan”.

Dari uraian diatas dapat disimpul
kan bahwa keempat tujuan dan kinerja  
organisasi dipengaruhi oleh financial,  
pelanggan, proses bisnis internal, dan 
pembelajaran serta pertumbuhan. Oleh 
karena itu, top manajemen harus me
mahami keempat aspek tersbut, dan  
mengkomunikasikan kepada seluruh  
personil sehingga memahami misi dan 
strategi untuk mewujudkan sinerji da
lam organisasi. Dengan terjadinya siner
ji dalam organisasi maka dapat diyakini 
kinerja akan meningkat yang akhirnya 
dengan peningkatan kinerja tersebut 
produktivitas juga akan meningkat.

Tujuan dan  kinerja organisasi dari  
balanced scorecard yang menitik beratkan
pada keempat aspek tersebut (financial,   
pelanggan, proses bisnis internal dan 
pembelajaran serta pertumbuhan), akan 
menjadikan organisasi  mampu menja
ga keseimbangan tujuan dan sasaran 
baik jangka pendek, menengah dan 
pan jang.  Dalam perspektif finansial ba
lanced scorecard mampu memberikan se
buah petunjuk strategi apa yang akan 
di lakukan organisasi dalam mengopera
sikan manajemennya agar tercapai sa
saran sehingga keuntungan dapat dipe
roleh. Tujuan finansial ini berkaitan erat 
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dengan profitabilitas laba operasi, yang 
dalam istilah baru disebut dengan re
turn on capital employed (ROCE) maupun 
nilai tambah ekonomis (economic value 
added).

Pelanggan sebagai sasaran untuk  
menggunakan atau memanfaatkan pro
duk yang dihasilkan perusahaan, karak
ternya harus dikenali secara mendasar.  
Dalam hal ini perkembangan kebutuhan  
pelanggan setiap saat harus menjadi 
per hatian bagian pengendalian mutu 
or ganisasi. Sebab bagian pengendalian 
mutu harus mampu mengendus apa 
yang menjadi harapan dan juga kebu
tuhan pelanggan. Oleh karena itu per
hatian harus dititik beratkan kepada ke
puasan pelanggan, retensi pelanggan, 
akuisisi pelanggan baru, profitabilitas 
pelanggan, dan pangsa pasar di segmen 
sasaran.

Proses bisnis internal, peran yang 
dimainkan para top manajemen adalah 
berupaya mengidentifikasi berbagai 
pro ses internal penting, hal ini diperlu
kan untuk : (1) memberikan proporsi  ni
lai yang akan menarik perhatian dan 
mempertahankan pelanggan dalam 
segmnen pasar, dan (2) memenuhi ha
rapan keuntungan finansial yang tinggi 
para pemegang saham. Dengan ada nya 
kedua unsur ini maka proses pengorga
nisasian dengan pelanggan dapat terca
pai. Kemampuan organisasi mencipta
kan pertumbuhan dan peningkatan ki
nerja jangka panjang adalah agar orga
nisasi dan pelanggan tidak memiliki ja
rak. Sebab jika jarak antara organisasi 
dengan pelanggan tercipta, maka dapat 
dikatakan bahwa organisasi tidak mam
pu mengontrol operasi organisasi de
ngan sasaran organisasi.

Persaingan yang begitu ketat antara  
satu organisasi dengan organisasi lain

nya, terutama dalam hal persaingan 
global akan menentukan bagaimana or
ganisasi itu berjalan kedepan nantinya.  
Balanced scorecard memberikan kesem
patan kepada top manajemen untuk me
nentukan pembelajaran apa yang dila
kukan organisasi untuk meningkatkan 
kinerjanya. Namun yang tidak boleh di
lupakan adalah bahwa dalam pembela
jaran dan pertumbuhan organisasi ter
dapat tiga sumber utama yang datang 
dari:  (1) manusia, (2) sistem, dan  
(3) prosedur organisasi. Memang terjadi 
kesenjangan tujuan finansial, pelanggan  
dan proses bisnis internal, namun hal 
itu dapat ditutupi dengan melakukan 
pe latihan ulang terhadap pekerja, me
ningkatkan teknologi dan sistem infor
masi serta menyelaraskan berbagai pro
sedur dan kegiatan seharihari organisa
si. 

Berbagai uraian yang dikemukakan  
diatas menunjukkan bahwa balanced sco
recard merupakan sebuah mekanisme 
untuk melaksanakan sebuah strategi 
yang telah ditetapkan melalui studi ke
layakan yang telah dilakukan, sehingga  
balanced scorecard dapat dikatakan bu
kan dalam tataran untuk merumuskan  
strategi. Dengan demikian balanced sco
recard pada dasarnya mampu menyedia
kan sebuah mekanisme untuk menerje
mahkan strategi ke dalam sebuah tuju
an, ukuran, dan sasaran tertentu untuk 
memantau pelaksanaan strategi selama 
periode selanjutnya.

Bagaimanapun setiap orgnanisasi  
pada dasarnya berusaha untuk menca
ri keuntungan yang sebesarbesarnya, 
itulah sebabnya tujuan finansial atau 
keuangan merupakan tujuan utama 
dalam balanced scorecard disamping tiga 
tujuan lainnya. Dalam mengoperasi
kan sistem organisasi untuk mencapai 
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tuju an agar organisasi tetap eksis, dapat 
dilihat bahwa ada beberapa tahapan
tahap an untuk konsolidasi organsasi, 
yaitu (1) bertumbuh (growth), (2) berta
han (sustain), (3) menuai (harvest). 

Pertumbuhan organisasi merupakan 
awal dari siklus hidup organisasi. Awal 
pergerakan setiap perusahaan memiliki 
keunikan dan karakteristik tersendiri se
hingga pertumbuhannya juga sangat di
tentukan bagaimana ia menyesuaikan  
diri dengan lingkungan atau konsti
tuennya. Bagaimana pola pertumbuhan  
yang terjadi dalam organisasi tersebut 
akan menentukan bagaimana organi
sasi atau perusahaan itu mampu sus
tain dalam perjalanan awalnya sehingga 
menjadi organisasi seperti sekarang ini. 
Ketika ia dapat bertumbuh dan berta
han dengan baik, maka saat selanjutnya 
ia tinggal menuai keuntungan (harvest) 
dari berbagai investasi yang telah dila
kukannya baik dari aspek materi mau
pun nonmateri. 

Berdasarkan  uraian diatas dapat di
katakan bahwa keberhasilan organisa
si  bertumbuh, bertahan dan menuai pa
da dasarnya berakhir ketika organisa
si memperoleh keuntungan yang besar 
secara finansial, karena keuntungan fi
nansial mengindikasikan bahwa peru
sahaan mampu mengembalikan mo
dal investasi yang tinggi dari setiap unit 
kerja dalam bisnis yang dijalankan pe
rusahaan. Keuntungan finansial dalam 
balanced scorecard, seperti : peningkatan 
pendapatan, penghematan biaya dan 
peningkatan produktivitas, peningkatan 
pemanfaatan aktiva, serta pengurangan 
risiko akan memungkinkan secara nyata 
terjadinya keterkaitan di antara keempat 
perspektif balanced scorecard (keuangan, 
customer, proses bisnis/intern, pembela
jaran dan pertumbuhan).

Balanced Scorecard dan Strategi 
Organisasi 

Menurut  Dally (2010:41) perusaha
an yang menggunakan focus pengu kur
an untuk menghasilkan proses  manaje
men penting antara lain: (1) Memper je
las dan menerjemahkan visi dan strate
gi; (2) Mengkomunikasikan dan me
ngaitkan berbagai tujuan dan ukurang 
strategis; (3) Merencanakan, menetap
kan sasaran, dan menyelaraskan berba
gai inisiatif strategis; dan (4) Meningkat
kan umpan balik dan pembelajaran stra
tegis.

Dengan peran yang dimainkan oleh 
balance scorecard tersebut sepertinya ki
nerja orgnisasi akan bertambah secara 
signifikan, karena keterkaitan strategi 
yang dimainkannya akan meningkatkan  
sinerji diseluruh unsurunsur terkait di  
dalam sebuah orgnisasi. Faktor inilah  
yang menyebabkan mengapa balanced 
scorecard dapat dikembangkan untuk 
berbagai unit bisnis lainnya.  seperti : 
or ganisasi nirlaba dan organisasi peme
rintah.

Dari berbagai penjelasan diatas, se
benarnya bukan tidak ada kelemahan 
dalam melaksanakan konsep balanced 
scorecard. Menurut Kaplan dan Nor
ton (1996:192193), Kelemahan ini terja
di karena adanya ketidakterkaitan anta
ra perumusan dengan pelaksanaan stra
tegi, seperti : (1) visi dan strategi ti
dak “actionable”, (2) strategi tidak ter
kait dengan tujuan departemen, tim, 
dan perorangan, (3) strategi tidak ter
kait dengan alokasi sumber daya jang
ka panjang dan jangka pendek, (4) um
pan balik yang taktis, bukan strategis. 
Untuk  melihat empat hambatan pelak
sanaan strategi tersebut dapat dilihat 
pada gambar 1 berikut ini :
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Bagaimana agar hambatan itu dapat 
di atasi dengan sebaikbaiknya? Lebih  
lanjut Kaplan dan Norton (1996:197) 
menjelaskan konsep balanced scorecard 
adalah dengan mengaitkan berbagai hal 
seperti terlihat pada gambar 2.

 Berdasarkan gambar 2 dapat dije
las kan bahwa peran komunikasi meru

yang mengkomunikasikan strategi  
dan mengijinkan setiap partisipan 
un tuk melihat bagaimana aktivitas 
yang dilakukan memberi kontribusi 
terhadap pencapaian strategi secara 
ke seluruhan.

2. Sebuah proses umpan balik yang me
ngumpulkan data kinerja strategi  

pakan aspek yang fital dalam menyebar
kan berbagai ide yang berkaitan dengan  
sistem atau strategi apa yang harus di
laksanakan. Dalam hal ini beberapa as
pek penting pandangan tentang strate
gi  memang selalu baru dan dapat ber
kembang, sehingga dapat dikatakan: 
(1) stra tegi itu inkremental dan selalu 
berkembang, (2) strategi dapat diganti, 
(3) perumusan dan pelaksanaan strate
gi itu saling terkait, (4) gagasan strategis 
dapat timbul dari seluruh perusahaan, 
(5) strategi adalah sebuah proses. 

Hal inilah yang menyebabkan salah 
satu perspektif balance scorecard, yaitu  
pembelajaran strategis yang efektif 
mempunyai tiga unsur penting: 
1. Kerangka kerja strategis bersama 

Gambar 1. Hambatan Pelaksanaan Strategi ( Kaplan dan Norton, 1996:192)

dan memberi kesempatan dila kukan
nya pengujian hipotesis tentang ke
ter kaitan yang ada antara tujuan dan 
inisiatif, dan

3. Sebuah proses pemecahan masalah 
tim yang menganalisa dan belajar da
ri data kinerja dan kemudian menye
suaikan strategi terhadap berbagai 
kondisi dan hal baru yang berkem
bang.

Dengan berbagai penjelasan diatas  
dapat dikemukakan bahwa kehadiran 
balanced scorecard mempengaruhi seca
ra luas terhadap operasional organisasi  
atau perusahaan, hal inilah yang me
nyebabkan salah satu perspektif balanced 
scorecard yaitu pembelajaran, merupa
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kan aspek penting bagi top manajemen 
dalam melakukan inovatif di perusaha
an. Disamping itu balance scorecard me
mungkinkan setiap orang yang terlibat 
dalam organisasi secara mendasar me
mahami bagaimana untuk dapat berga
bung menjadi suatu kesatuan yang ti
dak terpisahkan, bagaimana setiap 
orang dapat bergabung secara kokoh, 
dan bgaimana setiap orang mampu me
mainkan perannya sehingga tercipta si
nerji di setiap unit kerja dalam organisa
si.

Jika semua ini dapat dilaksanakan 
dengan baik sesuai dengan rencana or
ganisasi, maka konsep yang ditawarkan  
oleh balanced scorecard akan berhasil de
ngan baik. Setidaktidaknya dengan 
menggunakan balanced scorecard sebagai 
kerangka kerja dalam rangka melaku
kan tindakan, akan meningkatkan upa
ya organisasi untuk mencapai produk
tivitas yang tinggi. Bagaimana menggu
nakan balanced scorecard sebagai kerang
ka kerja strategis untuk melakukan tin
dakan. 

Balanced Scorecard  Meningkatkan Kinerja 
Organisasi

Strategi penentuan keputusan yang 
dapat mensinerjikan berbagai hal agar 
organisasi dapat bertahan dalam melak
sanakan visi dan misinya dapat dilaku
kan melalui balance scorecard. Balanced 
scorecard sebagai sebuah pendekatan 
atau strategi baru telah menjadi sebuah 
kerangka kerja tindakan strategis bagi 
organisasi. 

Untuk jelasnya bagaimana balanced  
scorecard menjadi sebuah sistem strate
gis untuk mengelola strategi jangka  
pan jang bagi organisasi. Kaplan dan 
Nor  ton dalam Gaspert (2003:292) me
nge mukakan  keterkaitannya seperti ter
tera pada gambar 3 berikut: 

Sebagai sebuah kerangka kerja tin
dakan strategis, balanced scorecard beru
paya mensinerjikan secara operasional  
setiap unit kerja dalam organisasi. Hal 
ini perlu dilakukan agar setiap unit 
ker ja dapat menciptakan kinerja yang 
tinggi sesuai dengan tuntutan organisa
si tersebut,  sehingga dapat dilakukan 

Gambar 2. Konsep Balance Scorcard (Kaplan dan Norton, 1996:197)
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 Memperjelas dan 

Menerjemahkan  

Visi dan Strategi 

• Memperjelas	visi 
• Menghasilkan	
konsensus 

Mengkomunikasikan dan 

Menghubungkan 

• Mengkomunikasikan	
dan	mendidik 

• Menetapkan	tujuan 
• Mengaitkan	imbalan	

dengan ukuran kinerja
tonggak 

Merencanakan dan Menetapkan 

sasaran 

• Menetapkan	sasaran 
• Memadukan	inisiatif	

strategis 
• Mengalokasikan	
sumberdaya 

• Menetapkan	tonggak	
tonggak	penting 

Umpan Balik dan 

Pembelajaran Strategis 

• Mengartikulasikan	visi	
bersama 

• Memberikan	umpan	
balik strategis 

• Memfasilitasi	tinjauan	
ulang dan 
pembelajaran	strategi 

Balanced 
Scorecard 

penilaian kinerjanya. Menurut Mulyadi 
dalam Gunawan (2000 : 37) Penilaian 
kinerja bermanfaat bagi perusahaan 
maupun bagi personil atau karyawan 
dalam perusahaan adalah :

1. Mengelola operasi organisasi de
ngan efektif dan efisien melalui pe
motivasian karyawan secara maksi
mum

2. Membantu pengambilan keputus
an dalam halhal yang berkaitan 
de ngan karyawan, seperti promosi, 

Gambar 3. Balance Scorecard  Strategi Pengembangan Kinerja Organisasi  
(Kaplan dan Norton dalam Gaspert (2003:292)

transfer dan pemberhentian
3. Mengidentifikasi kebutuhan pela

tihan dan pengembangan karya
wan, serta menyediakan kriteria se
leksi dan evaluasi program pelatih
an karyawan

4. Menyediakan umpan balik bagi 
kar yawan mengenai bagaimana 
atasan menilai kinerja mereka

5. Menyediakan suatu dasar bagi dis
tribusi penghargaan
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Penilaian kinerja di atas memang 
akan bermanfaat bagi  organisasi atau 
pe rusahaan, setidaktidaknya adalah 
un tuk mengatasi kesenjangan kinerja  
yang kerap terjadi dalam organisasi 
atau perusahaan, “kesenjangan kinerja  
adalah ketika kinerja perusahaan ti
dak memenuhi harapan” (Hunger & 
Wheleen, 2001:8).  Balanced scorecard 
me nawarkan empat perspektif secara 
strategis dengan menyediakan kerang
ka komprehensif yang menerjemahkan 
tujuan strategik perusahaan ke situasi 
pengukuran kinerja menyeluruh.

Menurut Yuwono dalam  Dally  
(2010 : 5860) aspekaspek yang diukur  
dalam manajemen kinerja dengan pen
dekatan balance scorecard yaitu: perspek
tif financial, perspektif pelanggan, per
spektif bisnis internal, dan perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan. Secara 
lebih rinci diuraikan sebagai berikut:
1. Perspektif finansial, mengukur ki

nerja organisasi sebab kinerja finan
cial  lebih mudah diukur, dan juga 
karena keuangan merupakan indika
tor seberapa jauh sebuah perusaha
an telah menghasilkan laba untuk 
kelangsungan hidup perusahaan 
tersebut. Keuangan merupakan tuju
an utama agar perusahaan tetap da
pat mempertahankan operasinya se
bagai organisasi profit. Tanpa adanya 
keuangan atau laba dari hasil peng
gunaan produknya oleh para pelang
gan tetap maupun pelanggan tidak 
tetapnya, sulit bagi organisasi untuk 
dapat bertahan.

2. Perspektif pelanggan adalah melihat  
pelanggan sebagai faktor penting da
lam menentukan kemampuan orga
nisasi dalam menjaring pangsa pasar  
potensial bagi produknya. Pelanggan  
akan menentukan apakah perusaha

an memahami apa yang mereka 
inginkan dari perusahaan tersebut. 
Oleh karena itu harapan dan kepuas
an pelanggan menjadi bagian penting 
dalam balanced scorecard. Pelanggan 
ada lah uang, uang adalah pelanggan, 
menjadi dasar bagi setiap perusahaan  
untuk melakukan berbagai inovasi  
agar produk yang dihasilkannya te
tap aktual dan dibutuhkan

3. Perspektif bisnis internal yang dija
lankan sebagai bagian dari kinerja in
ternal  orgnisasi, menentukan sebera
pa jauh perusahaan mampu mencip
takan sinerji disetiap unitunit kerja 
perusahaan tersebut. Perlunya men
ciptakan sinerji dalam setiap unit 
kerja dalam perusahaan, berperan se
bagai soko guru dalam menyokong 
pemberdayaan perusahaan memper
tahankan eksistensnya. Proses bisnis 
internal memberikan kekuatan kepa
da perusahaan untuk melakukan 
eva luasi diri setiap saat. Tujuannya 
agar perusahaan mampu memfokus
kan pengukuran kepada proses yang 
akan mendorong tercapainya tuju
an yang ditetapkan untuk pelanggan  
dan juga para pemegang saham pe
rusahaan. Oleh karena itu proses bis
nis internal tetap memperhatikan 
perkembangan keuangan sebagai la
ba operasional produk perusahaan 
dan juga memperhatikan bagaimana 
laba perusahaan itu diperoleh  kare
na pelanggan benarbenar memerlu
kan produk yang dihasilkan organi
sasi.

4. Perspektif pembelajaran dan pertum
buhan merupakan bagian terpenting 
dalam memajukan perusahaan setiap 
saat. Pembelajaran dan pertumbuhan 
akan memberikan kesempatan yang 
luas bagi organisasi tumbuh atau 
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berkembang sesuai dengan visi dan 
misinya. Perusahaan sebagai organi
sasi yang dinamis karena berhubung
an dengan pemasok dan pengguna 
jasa, memerlukan pembelajaran dan 
pertumbuhan, karena melalui pem
belajaran dan pertumbuhan tersebut 
perusahaan mampu menyediakan in
frastruktur yang memungkinkan tu
juan dari tiga perspektif lainnya akan 
tercapai. Jika perspektif pembelajaran  
dan pertumbuhan tidak dilakukan 
oleh perusahaan, biasanya kinerja  
keuangan hanya dapat dievaluasi pa
da jangka pendek, sedangkan peru
sahaan memerlukan jangka panjang, 
karena evaluasi jangka panjang se
cara strategis akan memberi petunjuk 
kepada perusahaan atau top manaje
men melakukan atau memutuskan 
apa yang akan dilakukan selanjut
nya. Balanced scorecard melihat pers
pektif pembelajaran dan pertumbuh
an memiliki kedudukan strategis un
tuk pengembangan perusahaan, in
vestasi kini dan akan datang biasa
nya dilakukan setelah melakukan 
evaluasi terhadap analisis pembela
jaran dan pertumbuhan, dengan de
mikian perspektif ini merupakan per
spektik mutakhir dalam mengem
bangkan ambisi perusahaan secara 
luas.

Dari keempat perspektif diatas terli
hat bahwa elemenelemen balanced score
card terdiri dari keuangan (finacialperfor
mance) dan non keuangan (customer sa
tisfaction, internal bussiness processess dan 
learning and growth). Dengan demikian 
balanced scorecard berarti bahwa dalam 
pengukuran kinerja ada keseimbangan 
(balance) antara ukuran finansial dan 
ukuran nonfinansial. Keempat perpek

tif yang ada dalam balanced scorecard ter
sebut jika dioperasionalkan mencakup  
semua aspek yang diaggap penting da
lam melakukan pengukuran agar dike
tahui bagaimana keadaan sebuah orga
nisasi atau perusahaan. Oleh karena itu 
balanced scorecard memiliki kemampuan 
menjaring sedemikian rupa berbagai hal 
yang berkaitan dengan rencana strate
gis perusahaan. Pengukuran dalam pe
rusahaan  diperlukan untuk melakukan  
evaluasi terhadap apa yang telah dila
kukan sekaligus akan menentukan 
langkahlangkah selanjutnya. Dengan 
demikian balanced scorecard ini dapat di
katakan sebagai proses pemahaman diri 
dan juga sebagai pembelajaran untuk 
perjalanan ke depan setiap organisasi.

C. PENUTUP
Sebagai alat ukur untuk melihat ba

gaimana organisasi berupaya mening
katkan kinerjanya, urutanurutan peng
ukuran yang dikemukakan balanced sco
recard tersebut (keuangan, customer,  pro
ses bisnis/intern, pembelajaran dan per
tumbuhan) memperjelas perlunya me
nemukan sistem yang tepat untuk meli
hat bagaimana organisasi meningkatkan 
produktivitas,  mampu menciptakan si
nergi disetiap unit kerja. Hal ini diperlu
kan karena meningkantkan produktivi
tas dan terciptanya sinergi dalam orga
nisasi merupakan sasaran dan tujuan 
dalam mengimplementasikan visi dan 
misi yang telah ditetapkan dan yang 
akan dicapai.

Balanced scorecard berhasil dilaksa
nakan jika keempat perspektifnya (ke
uangan, pelanggan, proses bisnis/in
tern, pembelajaran dan pertumbuhan) 
dilaksanakan secara seimbang, keseim
bangan ini diperlukan agar tidak terjadi 
kepincangan dalam melaksanakan visi 
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dan misi yang telah ditetapkan organi
sasi. Keempat perspektif yang dijadikan  
pembelajaran dalam  balanced scorecard 
akan berhasil dilaksanakan jika berbagai 
proses yang mendukungnya dilakukan 
secara sistematis dan memerlukan kon
sensus secara bersama bagaimana misi 
yang menjadi sasaran perusahaan dapat 
diterjemahkan secara operasional. Per
lunya misi diterjemahkan secara opera
sional agar setiap personil organisasi 
da lam organisasi dapat melaksanakan 
dan memahami apa yang harus dan 
akan dikerjakannya. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

info kebijakan

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan UndangUndang 
Dasar 1945 mengamanatkan  
negara berkewajiban meme
nuhi kebutuhan setiap warga 
negara melalui suatu sistem 

pemerintahan yang mendukung tercip
tanya penyelenggaraan pelayanan pu
blik yang prima dalam rangka meme
nuhi kebutuhan dasar dan hak sipil se
tiap warga negara atas barang publik, 
jasa publik, dan pelayanan administra
tif.

Seiring dengan dinamika penye
lenggaraan pemerintahan, kebutuhan 
op timlasisasi pelayanan publik ke ma
syarakat, serta tantangan global yang 
dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu 
pengetahuan, informasi, komunikasi,  
transportasi, investasi, dan perdagang
an. Telah menuntut, akan perlunya kon
sepsi sistem pelayanan publik yang ber
isi nilai, persepsi, dan acuan perilaku 
yang mampu mewujudkan hak asasi  
manusia. Menyikapi pergeseran dan 
tun tutan tersebut, sebagai langkah kon

kritnya pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakankebijakan,diantaranya yaitu 
ditetapkan UU No. 25 Tahun 2009 Ten
tang Pelayanan Publik (UU Pelayanan 
Publik). 

Salah satu substansi yang diatur da
lam UU tersebut adalah diamanatkan
nya kepada setiap Penyelenggara Pela
yanan Publik wajib untuk menyusun, 
menetapkan, dan menerapkan Standar 
Pelayanan dengan mengikutsertakan 
Masyarakat dan Pihak Terkait.

Kemudian dalam optimalisasi kuali
tas pelayan publik, maka peran serta  
Masyarakat dalam penyelenggaraan  
Pelayanan Publik diperlukan untuk  
men jamin Pelayanan Publik dilaksana
kan secara transparan dan akuntabel  
serta sesuai dengan kebutuhan dan ha
rapan Masyarakat. Peran serta Masyara
kat secara aktif mulai dalam penyusun
an Standar Pelayanan, sampai dengan 
pengawasan dan evaluasi penerapan 
standar, evaluasi kinerja dan pemberian 
penghargaan, serta penyusunan kebijak
an Pelayanan Publik.



480

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

l INFO KEBIJAKAN l

Sebagai wujud implementasi dari 
Pasal  5  ayat  (6),  Pasal  9 ayat (2), Pa
sal  20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan
Pasal 39 ayat (4) UU Pelayanan Pu
blik tersebut mengamanatkan kepada  
pemerintah untuk menerbitkan peratur
an pelaksanaan atas ketentuan  tersebut 
dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah 
(selanjutnya disingkat PP). Mengingat 
materi yang terkandung dalam ke5 PP 
tersebut diatas secara substansial me
miliki keterkaitan, maka untuk memu
dahkan pemahaman secara utuh bagi 
semua pihak, ke5 PP tersebut digabung 
menjadi 1 (satu) PP, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Ten
tang Pelaksanaan UndangUndang No
mor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik. 

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan  
pada tanggal 29 Oktober 2012, dan di
undangkan  pada tanggal 30 Oktober 
2012. PP ini memuat 9 Bab terdiri dari 
51 Pasal.  

B. MUATAN PP
Materi muatan PP 96 Tahun 2012 ini 

mencakup babbab; 
1. Ketentuan Umum; 
2. Ruang Lingkup Penyelenggara 

 Pe layanan Publik; 
3. Sistem Pela yanan Terpadu; 
4. Pedoman Penyu sunan Standar 

 Pe layanan; 
5. Proporsi Akses dan Katego

ri  Kelompok Masyarakat Dalam 
 Pela yanan Berjenjang dan; 

6. Pengikutsertaan Masyarakat 
 Dalam Penyelenggaraan Pela
yanan Publik; 

7. Pembinaan dan Pengawasan; dan 
8. Sanksi.

Ruang Lingkup Penyelenggara Pelayanan 
Publik

Ruang lingkup Penyelenggara Pela
yanan Publik merupakan salah satu as
pek penting yang perlu dijabarkan agar 
tidak menimbulkan kerancuan dalam 
penerapannya, terutama berkaitan de
ngan Penyelenggaraan Pelayanan Pu
blik oleh badan hukum lain yang melak
sanakan Misi Negara. Adapun yang di
maksud dengan Misi Negara adalah ke
bijakan untuk mengatasi permasalahan 
tertentu, kegiatan tertentu, atau menca
pai tujuan tertentu yang berkenaan de
ngan kepentingan dan manfaat orang 
banyak.

Penyelenggara pelayanan publik 
ada lah setiap institusi penyelenggara 
ne gara, korporasi berupa BUMN dan/
atau BUMD, lembaga independen, dan 
badan hukum lain yang dibentuk sema
tamata untuk pelayanan publik.

Badan hukum lain yang dimaksud  
meliputi: badan hukum yang menye
lenggarakan Pelayanan Publik berdasar
kan subsidi dan/atau bantuan sejenis
nya; atau badan hukum yang menye
lenggarakan Pelayanan Publik berdasar
kan norma, standar, prosedur, dan kri
teria atau berdasarkan izin sesuai bi
dang pelayanan bersangkutan.

Badan hukum yang memberikan 
pe layanan berdasarkan subsidi dan/
atau bantuan sejenisnya dari pemerin
tah, karena dari pelayanan tersebut se
luruh atau sebagian anggaran yang di
gunakan ditagihkan kepada pemerin
tah, misalnya rumah sakit yang ditugasi  
pemerintah melayani pasien yang da
tang dengan membawa surat keterang
an miskin dari kelurahan, biaya yang se
harusnya dibayar oleh pasien lalu di
gratiskan karena akan ditagihkan kepa
da instansi  pemerintah yang menugas
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inya. Contoh lain adalah sekolah atau 
per guruan swasta yang dalam menja
lankan aktivitasnya memperoleh bantu
an dana atau bantuan tenaga pendidik 
yang berstatus pegawai negeri sipil.

Badan hukum sebagaimana dimak
sud dapat dikategorikan sebagai Penye
lenggara apabila memiliki: besaran ni
lai aktiva paling sedikit 50 (lima puluh) 
kali besaran pendapatan per kapita per 
tahun di wilayah administrasi pemerin
tahan Penyelenggara pada tahun berja
lan; dan jaringan pelayanan yang peng
guna pelayanannya tidak dibatasi oleh 
wilayah administrasi pemerintahan.

Disamping itu juga terdapat Pelak
sana Pelayanan Publik yang selanjutnya 
disebut Pelaksana adalah pejabat, pega
wai, petugas, dan setiap orang yang be
kerja di dalam organisasi penyelengga
ra yang bertugas melaksanakan tindak
an atau serangkaian tindakan pelayan
an publik. 

Kemudian terdapat juga Masyara
kat yaitu seluruh pihak, baik warga  
ne gara maupun penduduk sebagai 
orang perseorangan, kelompok, mau
pun  badan  hukum yang berkeduduk
an sebagai penerima manfaat pelayanan 
publik, baik secara langsung maupun ti
dak langsung. 

Sedangkan jenis ruang lingkup 
pe  layanan publik (Pasal 5 ayat 6 UU 
Pelayan Publik) yang diatur dalam PP 
ini meliputi:

a. (i) Pelayanan barang publik  meli
puti pengadaan/penyediaan (pro
viding) dan penyaluran barang pu
blik; dan ii) Pelayanan Jasa Publik  
meliputi: penyediaan jasa publik.  
Kedua jenis Pelayanan tersebut  da
pat dilakukan oleh instansi peme
rintah atau oleh suatu badan usaha 
yang sebagian atau seluruh dana

nya bersumber dari APNB dan/
atau APBD; atau pembiayaannya 
ti dak bersumber dari APBN dan/
atau APBD;  atau  badan usaha 
yang  modal pendiriannya sebagian 
atau seluruhnya bersumber dari ke
kayaan negara dan/atau kekaya an 
daerah yang dipisahkan, tetapi ke
tersediaannya menjadi Misi Nega
ra;

b. Pelayanan administratif merupakan  
pelayanan yang menghasilkan ber
bagai bentuk dokumen resmi yang 
dibutuhkan oleh Masyarakat, yang 
meliputi: (i) tindakan  administra tif 
oleh pemerintah (keputusan admi
nistrasi pemerintahan yang meru
pakan keputusan penyelenggara  
yang bersifat penetapan, yang 
meng ha silkan dokumen berupa pe
r  i zinan maupun non perizinan; dan 
(ii) tindakan administratif oleh non
pemerintah yang menghasilkan do
kumen berupa non perizinan.

Sistem Pelayanan Terpadu (SPT)
Dalam rangka mempermudah dan 

mempercepat pelayanan kepada Masya
rakat dibentuk sistem pelayanan terpa
du (SPT). SPT pada hakikatnya adalah 
menyederhanakan mekanisme pelayan
an sehingga kemanfaatannya benar
benar dirasakan oleh Masyarakat. SPT 
dapat diselenggarakan baik lingkungan  
kementerian/lembaga, pemerintah pro
vinsi, pemerintah kabupaten/kota, 
dan/ atau kecamatan. SPT didalam per
aturan pemerintah ini sebagai pelaksa
naan dari amanat Pasal 9 ayat 2 UU No 
25 Tahun 2009 diselenggarakan dengan 
tujuan:

a) memberikan perlindungan dan ke
pastian hukum kepada Masyarakat;

b) mendekatkan pelayanan kepada 
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masyarakat;
c) memperpendek proses pelayanan;
d) mewujudkan proses pelayanan  

yang cepat, mudah, murah, trans
pa ran, pasti, dan terjangkau; dan

e) memberikan akses yang lebih luas  
kepada masyarakat untuk mempe
roleh pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu dilaksa
nakan dengan prinsip:

a) keterpaduan; pengintegrasian pro
ses penyelesaian berbagai jenis pe
layanan dalam satu system.

b) ekonomis; tidak menimbulkan eko
nomi biaya tinggi bagi Masyarakat.

c) koordinasi;  jenisjenis pelayanan  
yang dipadukan tidak berjalan sen
dirisendiri, tetapi harus berjalan  
dalam 1 (satu) tim kerja yang  
benarbenar terpadu dan terkoordi
nasi dengan misi yang sama untuk 
memberikan pelayanan yang ter
baik bagi Masyarakat

d) pendelegasian atau pelimpahan  
we wenang; penyelenggaraan sis
tem pelayanan terpadu dilaksana
kan berdasarkan pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang atau 
penugasan dari instansi induk se
suai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan

e) akuntabilitas; pelayanan yang di
berikan melalui sistem pelayanan 
terpadu harus benarbenar dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai per
aturan perundangundangan

f) aksesibilitas; Masyarakat memiliki  
akses yang mudah untuk menda
pat kan pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu merupa
kan satu kesatuan proses pengelolaan  
pelayanan terhadap beberapa jenis pe
layanan yang dilakukan secara terinte

grasi dalam satu tempat baik secara fisik 
maupun virtual (elektronik) sesuai de
ngan Standar Pelayanan (SP). Dalam hal 
ini mekanisme pengelolaan pelayan
an   dilakukan dalam satu sistem kontrol  
atau dalam satu kesatuan sistem pe
ngendalian manajemen terhadap berba
gai jenis pelayanan yang diintegrasikan  
agar memenuhi tujuan dan prinsip pela
yanan terpadu. 

Sistem pelayanan terpadu secara fi
sik sebagaimana dimaksud dapat dilak
sanakan melalui;
1) Sistem Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (SPTSP); 
Peraturan pemerintah ini meng

haruskan pimpinan Kementerian, 
pimpinan lembaga pemerintah non
kementerian, gubernur, bupati dan 
walikota mendelegasikan seluruh ke
wenangan pemberian persetujuan 
dan penandatanganan dokumen per
izinan dan/atau nonperizinan bi
dang penanaman modal. Artinya Pe
nyelenggaraan SPTSP wajib dilaksa
nakan untuk jenis pelayanan perizin
an dan nonperizinan bidang pena
naman modal. Apabila hal ini tidak 
dilaksanakan maka Pembina yang 
me langgar ketentuan tersebut dike
nai sanksi teguran peringatan dan di
lakukan pembinaan secara khusus 
terhadap Pembina.

Sistem pelayanan terpadu satu 
pintu (SPTSP) dilakukan dengan cara 
memadukan beberapa jenis pelayan
an untuk menyelenggarakan pela
yanan secara terintegrasi dalam satu 
kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap 
penyelesaian produk pelayanan me
lalui satu pintu.

Penyelenggaraan SPTSP dilaksa
nakan berdasarkan pendelegasian 
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atau pelimpahan wewenang dari 
pim pinan lembaga negara, Kementri
an, korporasi, kepala daerah, yang 
me liputi :

a) penerimaan dan pemrosesan per
mohonan pelayanan yang diaju
kan sesuai dengan Standar Pela
yanan dan menerbitkan produk 
pelayanan sesuai dengan ke
tentuan peraturan perundang 
undangan;

b) penolakan permohonan pelayan
an yang tidak memenuhi persya
ratan Standar Pelayanan;

c) pemberian persetujuan dan/atau 
penandatanganan dokumen per
izinan dan/atau nonperizinan 
atas nama pemberi delegasi we
wenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan;

d) pemberian persetujuan dan/atau 
penandatanganan dokumen per
izinan dan nonperizinan oleh pe
nerima wewenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang 
undangan;

a. penerimaan dan pengadmi
nistrasian biaya jasa pela
yanan sesuai dengan keten
tuan peraturan perundang
undangan; dan

b. penetapan Standar Pelayan
an dan Maklumat Pelayan
an.

2) Sistem pelayanan terpadu satu atap.
Penyelenggaraan sistem pelayan

an terpadu satu atap (SPTSA) dilaku
kan dengan cara memadukan bebera
pa jenis pelayanan dan/atau bebera
pa organisasi Penyelenggara untuk 
menyelenggarakan pelayanan seca
ra bersama pada satu tempat mulai  
dari tahap permohonan sampai de

ngan tahap penyelesaian produk pe
layanan melalui satu atap. Dimana 
hal tersebut dilaksanakan berdasar
kan penugasan dari pimpinan Satu
an Kerja Penyelenggara pelayanan  
kepada Pelaksana dilingkungannya  
untuk menyelenggarakan pelayanan  
pada lokasi penyelenggaraan sistem 
pelayanan terpadu sesuai dengan pe
nugasan dimaksud. Pelaksana yang 
mendapat penugasan mempunyai 
kewenangan:

a. penerimaan dan pemrosesan pe
layanan yang diajukan sesuai de
ngan Standar Pelayanan;

b. penolakan permohonan pelayan
an yang  tidak memenuhi Stan
dar Pelayanan;

a. persetujuan permohonan pela
yanan yang telah memenuhi 
Stan dar Pelayanan;

b. pengajuan penandatanganan do
kumen perizinan dan nonperi
zinan kepada pimpinan instansi 
pemberi penugasan sesuai Stan
dar Pelayanan;

c. penyampaian produk pelayanan 
berupa perizinan dan/atau non
perizinan kepada pemohon; dan

d. penerimaan dan pengadministra
sian biaya jasa pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan per
undangundangan.

Dalam pelaksanaannya penyeleng
gara sistem pelayanan terpadu wajib 
me lakukan koordinasi dan konsultasi 
dengan instansi/satuan kerja yang men
delegasikan wewenang atau yang me
limpahkan wewenang, terutama me
nyangkut aspek teknis dalam penye
lenggaraan pelayanan. Terhadap kewa
jiban ini apabila tidak dilaksanakan, ma
ka penyelenggara atau pelaksana pela
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yanan akan dikenakan sanksi berupa te
guran tertulis.  

Disamping itu penyelenggara pela
yanan juga berkewajiban untuk mela
porkan perkembangan penyelenggara
an pelayanan dengan instansi/satuan 
kerja yang mendelegasikan wewenang 
atau yang melimpahkan wewenang, ter
utama  menyangkut aspek teknis dalam 
penyelenggaraan pelayanan. Apabila 
hal ini tidak dilaksanakan maka terha
dap penyelenggara dijatuhi sanksi beru
pa penurunan gaji sebesar satu kali ke
naikan gaji berkala untuk paling lama 1 
(satu) tahun.

Adapun pembentukan kelembagaan 
sistem pelayanan terpadu dilaksanakan 
dengan mengacu kepada: UU No. 39 Ta
hun 2008 tentang Kementerian Nega ra, 
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organi
sa si Perangkat Daerah, dan Perpres No.  
27   Tahun 2009 tentang Pelayanan Ter
padu Satu Pintu  di Bidang Penanaman 
Modal.

Standar Pelayanan
Standar Pelayanan adalah tolok 

ukur  yang dipergunakan sebagai pedo
man penyelenggaraan pelayanan publik 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyeleng
gara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mu
dah, terjangkau, dan terukur untuk se
tiap jenis pelayanan. 

Peraturan Pemerintah ini mewajib
kan kepada setiap penyelenggara untuk 
menyusun, menetapkan, dan menerap
kan Standar Pelayanan untuk setiap je
nis pelayanan yang diberikan (Pasal 20 
ayat 1 UU Pelayanan Publik). Apabila 
ketentuan ini tidak dipenuhi maka pe
nyelenggara pelayanan dikenai sanksi  
pemberhentian dengan hormat tidak 

atas permintaan sendiri, sedangkan ter
hadap badan usaha yang melakukan 
pengadaan barang dan/atau jasa publik  
apabila tidak melaksanakan ketentuan  
ini maka dikenai sanksi pembekuan mi
si dan/atau izin yang diterbitkan oleh 
instansi pemerintah, dan apabila apa
bila dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan tidak melakukan perbai
kan kinerja dikenai sanksi pencabut an  
izin yang diterbitkan oleh instansi pe
merintah.

Dalam menyusun Standar Pelayan
an penyelenggara wajib mengikutserta
kan Masyarakat dan Pihak Terkait pihak  
yang dianggap kompeten dalam mem
berikan masukan terhadap penyusunan 
standar pelayanan publik. Apabila peli
batan masyarakat dan pihak terkait ini 
tidak dilaksanakan maka penyelenggara 
pelayanan dijatuhi sanksi berupa pem
bebasan dari jabatan.

Representrasi masyarakat dan pihak  
terkait yang dimaksud yaitu semua pi
hak yang  berkedudukan  sebagai pene
rima manfaat Pelayanan Publik baik se
cara langsung maupun tidak langsung 
dan/atau tokoh Masyarakat, akademisi,  
dunia usaha, organisasi profesi, dan/
atau lembaga swadaya Masyarakat. Di
mana dalam penetapan unsur tersebut  
beserta dengan jumlahnya, ditentukan  
oleh penyelenggara dengan memperha
tikan  integritas,  kompetensi, dan ke
pedulian di bidang pelayanan yang ber
sangkutan.

Adapun ajuan untuk menyusun 
standar pelayanan publik mengaju pa
da Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Biro
krasi No. 36 Tahun 2012 tentang petun
juk teknis penyusunan, penetapan dan 
penerapan standar pelayanan publik. 

Penyusunan Standar Pelayanan di



485

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

l PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 l

dahului dengan penyiapan Rancangan 
Standar Pelayanan (RSP) oleh Penye
lenggara yang harus berorientasi pada 
peningkatan kualitas pelayanan dengan 
tidak memberatkan Penyelenggara. RSP 
paling sedikit memuat 14 komponen 
yaitu: 1). Dasar hukum; 2). Persyaratan; 
3). Sistem, mekanisme, dan prosedur; 
4). Jangka waktu penyelesaian; 5). Bia
ya/tarif;  6). Produk pelayanan; 7). Sa
rana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
8). Kompetensi Pelaksana; 9). Pengawas
an internal; 10). Penanganan pengadu
an, saran, dan masukan; 11). Jumlah 
Pe laksana; 12). Jaminan pelayanan yang 
memberikan kepastian pelayanan  di
laksanakan sesuai dengan Standar Pela
yanan; 13). Jaminan keamanan dan ke
selamatan pelayanan dalam bentuk ko
mitmen untuk memberikan rasa aman, 
bebas dari bahaya, dan risiko keragu 
raguan; dan 14). Evaluasi kinerja Pelak
sana.

Rancangan  Standar Pelayanan  ter
sebut wajib dibahas oleh Penyelenggara 
dengan mengikutsertakan Masyarakat 
dan Pihak Terkait untuk menyelaras kan 
kemampuan Penyelenggara dengan ke
butuhan Masyarakat dan kondisi ling
kungan. Kemampuan Penyelenggara  
terutama menyangkut kemampuan 
sumber daya yang dimiliki, meliputi: 
du kungan pendanaan yang dialokasi
kan untuk penyelenggaraan pelayanan; 
pelaksana yang bertugas menyelengga
rakan pelayanan dari segi kualitas mau
pun kuantitas; dan sarana, prasarana, 
dan/atau fasilitas yang digunakan un
tuk menyelenggarakan pelayanan.

Hasil pembahasan RSP kemudian  
harus dituangkan dalam berita acara pe
nyusunan Standar Pelayanan dengan 
dilampiri daftar hadir peserta rapat. Ke
mudian wajib dipublikasikan secara

luas oleh  Penyelenggara melalui diin
formasikan melalui berbagai media an
tara lain melalui papan pengumuman, 
brosur, leaflet, dan media informasi 
lainnya sehingga mudah diketahui, dili
hat, dibaca, dan diakses oleh Masyara
kat. Publikasi kepada Masyarakat terse
but paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
ditandatangani berita acara penyusunan 
Standar Pelayanan untuk mendapatkan  
tanggapan atau masukan. Apabila pu
blikasi ini tidak dilaksanakan maka ter
hadap penyelenggara atau pelaksana 
pe layanan dikenakan sanksi teguran 
tertulis.

Kemudian masyarakat atau p ihak  
terkait dapat mengajukan tanggapan 
atau masukan terhadap rancangan Stan
dar Pelayanan paling lama 7 (tujuh) ha
ri kerja sejak dipublikasikan. Penyeleng
gara wajib memperbaiki rancangan 
Standar Pelayanan berdasarkan tang
gapan atau masukan masyarakat atau 
pihat terkait paling  lama 14 (empat be
las) hari sejak batas akhir pengajuan 
tanggapan atau masukan dari Masyara
kat atau Pihak Terkait. Kemudian Ran
cangan Standar Pelayanan yang telah 
di perbaiki selanjutnya ditetapkan oleh 
Penyelenggara menjadi Standar Pela
ya nan. Apabila perbaikan tidak dilaku
kan maka terhadap penyelenggara atau 
pelaksana pelayanan dikenakan sanksi 
te guran tertulis.

Dalam hal Masyarakat atau Pihak 
Terkait yang mengajukan tanggapan 
atau masukan tidak puas terhadap per
baikanyang telah dilakukan oleh Penye
lenggara dapat melaporkan kepada Om
budsman. Kemudian Ombudsman me
nyelesaikan pengaduan keberatan terse
but sesuai dengan ketentuan berlaku (li
hat UU No. 37 Tahun 2008 tentang Om
budsman).
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Dalam penentuan biaya/tarif yang 
dituangkan  dalam Standar Pelayanan 
ditetapkan setelah mendapatkan perse
tujuan DPR, DPRD, DPRK berdasarkan  
peruuan berlaku antara lain biaya/ta 
rif Penerimaan Negara Bukan Pajak, re
tribusi daerah, dan pemanfaatan barang 
milik negara. Sedangkan untuk biaya/
ta rif pelayanan yang penetapannya ber
pedoman pada peruu an tersendiri, 
dan biaya/tarif pelayanan oleh badan 
usaha swasta, tidak mesti mendapatkan 
persetujuan DPR,DPRD, DPRK.

Dalam hal pemberlakuan biaya/
ta rif pelayanan belum mendapatkan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rak
yat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Kabupaten/Kota, dapat   
menggunakan biaya/tarif pelayanan   
yang masih berlaku.

Kemudian setelah RSP ditetapkan 
maka harus dibuat Maklumat Pelayan
an. Maklumat Pelayanan adalah per
nyataan tertulis yang berisi keseluruhan 
rincian kewajiban dan janji yang terda
pat dalam standar pelayanan. Maklu
mat pelayanan ini wajib disusun seba
gai bagian dari Penerapkan Standar Pe
layanan. Pada hakikatnya Maklumat  
Pe layanan adalah pernyataan kesang
gupan dan kewajiban Penyelenggara 
untuk melaksanakan pelayanan sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
di tetapkan. Maklumat Pelayanan wajib   
dipublikasikan secara jelas dan luas pa
ling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Stan
dar Pelayanan ditetapkan. Apabila pu
blikasi ini tidak dilaksanakan maka ter
hadap penyelenggara atau pelaksana 
pe layanan dikenakan sanksi teguran 
tertulis.

Dalam rangka optimalisasi pelayan
an, Penyelenggara wajib melakukan 

eva luasi penerapan Standar Pelayanan 
secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Ha
sil evaluasi tersebut sekaligus dapat di
jadikan dasar oleh Penyelenggara untuk 
meninjau dan menyempurnakan Stan
dar Pelayanan. Apabila evaluasi pene
rapan Standar Pelayanan ini tidak dilak
sanakan maka terhadap penyelenggara  
atau pelaksana pelayanan dikenakan 
sanksi teguran tertulis.

Disamping itu penyelenggara pela
yanan juga berkewajiban untuk melaku
kan peninjuan ulang terhadap Standar 
Pelayanan yang telah dilaksanakan se
tiap jangka waktu 3 (tiga) tahun. Hasil 
peninjauan ulang tersebut dapat dijadi
kan dasar oleh Penyelenggara untuk 
me lakukan perubahan Standar Pelayan
an. Adapun perubahan Standar Pela
yanan tersebut tetap dilakukan dengan 
mengikuti tahapanpantahapan sewaktu 
perancangan dan penetapan sebelum
nya.

Proporsi Akses dan Katagori Kelompok 
Masyarakat Dalam Pelayanan Berjenjang

Penyelenggara dapat menyediakan 
pelayanan berjenjang atau pelayanan se
cara bertingkat untuk jenis pelayanan 
jasa publik berdasarkan kelas pelayanan 
sesuai dengan ketentuan perUUan.

Pelayanan berjenjang adalah penye
lenggaraan pelayanan yang dilaksana
kan secara bertingkat dengan menye
diakan kelaskelas pelayanan yang dise
suaikan dengan kebutuhan masyarakat, 
misalnya pembagian kelas pada ruang 
perawatan rumah sakit, pembagian ke
las atau tempat duduk pada ruang pe
numpang angkutan darat, udara, dan 
laut. Pengaturan tentang pelayanan ber
jenjang ini diamanatkan oleh Pasal 30 
ayat 3 UU Pelayanan Publik.

Penyediaan pelayanan berjenjang 
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tersebut bertujuan untuk memberikan 
pilihan kepada masyarakat pengguna  
pelayanan dengan tetap memperhati
kan; prinsip keadilan agar menjamin 
pengaturan kelas pelayanan berjenjang 
oleh Penyelenggara harus benarbenar 
dilakukan secara adil tanpa ada priori
tas untuk kelompok tertentu, prinsip 
proporsionalitas guna menjamin penye
diaan kapasitas kelaskelas Pelayanan 
Berjenjang benarbenar dilakukan secara  
proporsional tanpa mengurangi kapasi
tas yang seharusnya disediakan bagi 
Ma syarakat umum, dan  tidak diskrimi
natif dengan kata lain menjamin kuali
tas pelayanan harus sama antara kelas 
berjenjang dengan yang tidak berjen
jang. Yang membedakan hanya penye
diaan fasilitas pelayanan.

Adapun penerapan pelayanan ber
jenjang wajib didahului dengan kajian 
secara seksama untuk mengetahui de
ngan jelas dan pasti proporsi akses dan 
kategori kelompok Masyarakat yang 
akan menggunakan Pelayanan Berjen
jang. Kategori kelompok Masyarakat 
yang memanfaatkan proporsi akses me
liputi kelompok Masyarakat yang mem
butuhkan pelayanan lebih nyaman, me
miliki kemampuan ekonomi lebih, dan 
sanggup membayar biaya pelayanan 
lebih mahal dibandingkan dengan biaya 
pelayanan yang berlaku umum.

Disamping itu penyelenggara juga 
wajib mempertimbangkan antara lain:

a. kemampuan sumber daya manusia 
yang dimiliki, baik dari segi jumlah 
maupun kualitas atau kompetensi;

b. ketersediaan sarana, prasarana,  
dan/atau fasilitas penunjang;

a. kesiapan biaya atau anggaran pen
dukung; dan

b. kemampuan menata dan mengelola  
untuk mengamankan prinsip ke

adilan, proporsionalitas, dan tidak 
diskriminatif.

Apabila pertimbangan tersebut ti
dak dilaksanakan maka terhadap maka 
penyelenggara atau pelaksana pelayan
an dikenakan sanksi teguran tertulis.

Proporsi akses dalam penyediaan  
kelas Pelayanan Berjenjang ditetapkan  
paling banyak 25% (dua puluh lima 
persen) dari seluruh kapasitas pelayan
an yang tersedia dengan tidak mengu
rangi kapasitas yang seharusnya dise
diakan untuk masyarakat umum. Di
samping itu penetapan persentase kelas 
pelayanan berjenjang tersebut dilaku
kan berdasarkan hasil kajian dan kese
pakatan dengan Masyarakat pada saat  
pembahasan Standar Pelayanan.

Dalam menetapkan besaran persen
tase tersebut penyenggara wajib mem
perhatikan asas keadilan dalam penye
diaan kelas pelayanan untuk menjamin  
penyediaan kelas pelayanan tetap pro
porsional. Apabila ketentuan ini tidak 
dipenuhi maka penyelenggara akan di
kenai sanksi pembekuan misi dan/
atau izin yang diterbitkan oleh instansi 
pemerintah, dan apabila apabila  dalam  
jangka  waktu  paling  lama 6 (enam) 
bu lan tidak melakukan perbaikan kiner
ja dikenai sanksi pencabutan izin yang 
diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Adapun Kategori kelompok masya
rakat yang menggunakan Pelayanan 
Berjenjang didasarkan pada:

a. tingkat kemampuan ekonomi;
b. kebutuhan; dan
a. keanggotaan dalam suatu komuni

tas.

Pengikutsertaan Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggara wajib mengikutser
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takan Masyarakat dalam penyelengg
araan Pelayanan Publik sebagai upaya 
membangun sistem penyelenggaraan 
Pelayanan Publik yang adil, transpar
an, dan akuntabel. Pengikutsertaan Ma
syarakat dalam penyelenggaraan pelay
anan publik mencakup keseluruhan 
proses penyelenggaraan Pelayanan Pub
lik yang meliputi:

a. penyusunan kebijakan Pelayanan 
Publik;

a. penyusunan Standar Pelayanan;
b. pengawasan dan evaluasi penye

lenggaraan Pelayanan
c. Publik; dan
d. pemberian penghargaan.

Pengikutsertaan Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pelayanan Publik di
sampaikan dalam bentuk masukan, 
tang gapan, laporan, dan/atau pengadu
an kepada Penyelenggara dan atasan 
langsung Penyelenggara serta Pihak 
Ter kait sesuai dengan ketentuan per
aturan perundangundangan atau me
lalui media massa. Penyelenggara wa
jib memberikan informasi kepada Ma
syarakat mengenai tindak lanjut penye
lesaian masukan, tanggapan, laporan, 
dan/atau pengaduan. Apabila informa
si tersebut tidak diberikan kepada ma
syarakat maka terhadap penyelenggara  
atau pelaksana pelayanan dikenakan 
sanksi teguran tertulis.

Pengikutsertaan Masyarakat dalam 
pengawasan dan evaluasi penyelengga
raan Pelayanan Publik sebaga imana 
d iamanatkan  da lam Pasal 39 ayat 
4 UU Pelayanan Publik ini diwujudkan 
da lam bentuk:

a. pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Standar Pelayanan;

b. pengawasan terhadap penerapan 
kebijakan; 

c. pengawasan terhadap pengenaan 
sanksi.

Pengikutsertaan Masyarakat dalam 
pemberian penghargaan diwujudkan 
da lam bentuk pemantauan, evaluasi,  
dan penilaian kinerja Penyelenggara. 
Adapun penilaian kinjerja pelayanan se
bagaimana diamanatkan oleh Pasal 38 
UU Pelayanan Publik mewajibkan pe
nyelenggara pelayanan publik untuk 
me lakukan penilaian kinerja pelayanan 
secara berkala (minimal satu kali dalam 
setahun) dengan menggunakan Instru
men Survey Indek Kepuasan Masyara
kat (IKM), sebagaimana diatur dalam 
Permenpan No. 20 Tahun 2004, dan di
pertegas dengan Surat Edaran Menpan 
RB No. 4/M.PANRB/03/2012 tentang 
Pelaksanaan Survey Indek Kepuasan 
Ma syarakat (IKM) pada semua unit pe
nyelenggara pelayanan publik.

Pengikutsertaan Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pelayanan Publik 
mengacu pada prinsip sebagai berikut:

a. terkait langsung dengan Masyara
kat pengguna pelayanan;

b. memiliki kompetensi sesuai de ngan 
jenis pelayanan yang bersangkutan;  
dan

c. mengedepankan musyawarah, mu
fakat, dan keberagaman Masyara
kat.

Pengikutsertaan Masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pelayanan Publik da
pat dilakukan secara perorangan, per
wakilan kelompok pengguna pelayan
an, perwakilan kelompok pemerhati 
maupun perwakilan badan hukum yang 
mempunyai kepedulian terhadap Pela
yanan Publik.

Disamping itu, masyarakat juga da
pat secara swadaya memberikan peng
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hargaan kepada Penyelenggara atau Pe
laksana yang memiliki kinerja pelayan
an yang baik sesuai kemampuan atau 
kompetensinya.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik

Pembinaan  dan  pengawasan  Pela
yanan  Publik dilakukan sesuai dengan  
peraturan perundang undangan. Pem
binaan dan pengawasan Pelayanan Pu
blik di kementerian dan lembaga dila
kukan oleh pimpinan lembaga negara,  
pimpinan kementerian, pimpinan lem
baga pemerintah nonkementerian, pim
pinan lembaga komisi negara atau yang 
sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya.

Pembinaan dan pengawasan umum 
Pelayanan Publik di daerah (pengawas
an dalam rangka efektifitas penyeleng
garaan Pelayanan Publik di daerah) di
lakukan oleh menteri yang menyeleng
garakan urusan pemerintahan di bidang 
dalam negeri. 

Sedangkan pembinaan dan penga
wasan teknis Pelayanan Publik di dae
rah (pembinaan dan pengawasan sesu
ai dengan tugas dan fungsi masing 
masing  kementerian dan lembaga pe
me rintahNonkementerian) dilakukan 
oleh masingmasing kementerian dan 
lembaga pemerintah nonkementerian.

C. PENUTUP
Peraturan Pemerintah ini mulai 

ber laku saat di Undangkan pada tang
gal 30 Oktober 2012. Maka semua Pe
nyelenggara yang belum memiliki Stan
dar Pelayanan, wajib menyusun, mene
tapkan, dan menerapkan Standar Pela
yanan paling lama 6 (enam) bulan sejak  
berlakunya Peraturan Pemerintah ini; 
dan bagi yang telah memiliki Standar
Pe layanan, wajib menyesuaikan dengan  

Standar Pelayanan sebagaimana dimak
sud dalam Peraturan Pemerintah ini 
dan memberlakukan paling lama 6 
(enam) bulan sejak berlakunya Peratur
an Pemerintah ini.

Sedangkan penyelenggara yang di
bentuk setelah berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini wajib menyusun, mene
tapkan, dan menerapkan Standar Pela
yanan paling lama 6 (enam) bulan sejak  
terbentuknya Satuan Kerja Penyeleng
gara.
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ABSTRAK
Pembangunan antar kabupaten dan kota di Aceh belum terjadi secara merata.  Demi
kian lah kesimpulan dari kajian tim PKP2A LAN. Melalui analisis data ter tulis dari 
BPS, dan telaahan data hasil wawancara dan FGD dari study lapa ngan di 10 (sepuluh)  
kabupaten/kota, ditemukan bahwa ketimpangan pembangunan di Aceh dapat dili
hat dari pertumbuhan nilai PDRB perkapita dan la ju pertumbuhan ekonomi antar 
daerah yang tidak merata dan berimbang. Pe nyebabnya karena perbedaan potensi 
sumberdaya alam masingmasing dae rah, produksi daerah tidak fokus dan sesuai 
de ngan potensi SDA daerah,  kon sentrasi tenaga kerja produkti fpada daerah yang 
re latif lebih maju. Kajian  ini merekomendasikan perlunya pemerintah daerah untuk 
membuat kebijak ankebijakan pengeluaran daerah yang fokus pada sektor potensi 
eko nomi yang dimiliki, dan kerjasama pembangunan yang terintegrasi antar daerah. 

KATA KUNCI 
Keseimbangan, Pembangunan, Ekonomi, Daerah Kab/Kota.

ABSTRACT  
The development between districts and cities in Aceh has not spread evenly. Thus is the con
clusion of Research Team of PKP2A IV LAN. Through written data analysis from Central 
Sta tistic Board (BPS) of Aceh Province, interviewbased research paper, and Focus Group 
Discussion(FGD)duringfieldstudyinten areas, foundthatunbalanceddevelopmentof
Aceh can be seen from the growth of PDRB value per capita and the growth of economy bet
ween unbalanced and unequal areas. It is caused by disparity of natural resources in each 
area, the production level in each area is not focus and irrelevant with local natural resources, 
and the concentration of labours are more relatively in developed areas. This research recom
mends that the Government need to formulate policies towards local expense that focus on lo
cal economy sources and integrated development cooperation between areas.  

KEY WORDS
Balance, Development, Economy, District/City Area

Keseimbangan
Pembangunan Aceh1

The Balance of Aceh Development 

BIDANG KAJIAN APARATUR 
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LAN2

  1 Naskah diterima 18 Maret. Revisi 8 April 2013.
  2 Naskah ini ditulis ulang oleh Edy Saputra (Bidang Kajian Aparatur 
PKP2A IVLAN) dari hasil Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh. 
Email: edysaputra.lan@gmail.com
.
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A. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi merupa
kan peluang bagi daerah 
untuk mengaktualisasi ke
wenangan dan kemandiri
annya dalam menyeleng

garakan pembangunan di daerah seca
ra optimal untuk kesejahteraan pendu
duknya, namun demikian adanya pe
maknaan dan penerapan konsep otono
mi daerah sebagai sebuah kebebasan 
dan kewenangan yang luas bagi daerah  
dalam mengekploistasi potensipotensi 
daerah yang dimiliki, secara tidak lang
sung telah menciptakan kesenjangan 
pembangunan antar daerah, bagi dae
rah yang kaya dan memiliki struktur 
yang lebih seimbang biasanya cende
rung akan melaju lebih cepat dibanding
kan dengan daerah yang miskin potensi.

Kesenjangan pembangunan antar  
daerah dialami oleh sejumlah daerah 
di Indonesia termasuk di Aceh. Kesen
jangan pembangunan di Aceh, ditandai  
dengan belum optimalnya hasilhasil 
pembangunan kepada peningkatan ke
sejahteraan penduduk. Indikasi kesen
jangan pembangunan antar daerah di 
Aceh antara lain terlihat dari perbedaan 
perkembangan nilai PDRB antar kabunilai PDRB antar kabu
paten/kota di Provinsi Aceh pada ta
hun 2010. Berdasarkan ratarata pertum
buhan PDRB perkapita kabupaten dan 
kota di Aceh dari 2005 hingga 2010 yang 
tertinggi adalah Kota Banda Aceh sebe
sar 13,71 persen setiap tahunnya. Kabu
paten Aceh Singkil merupakan kabupa
ten yang mengalami pertumbuhan 
PDRB perkapita terendah yaitu ratarata 
hanya tumbuh sebesar 2,68 persen se
tiap tahunnya (PKP2A IV LAN, 2010)

Kemudian ketidakseimbangan pem
bangunan juga dapat ditelaah dari as
pek tingkat kemiskinan antar kabupaten 

menunjukkan bahwa wilayahwilayah 
yang tingkat kemiskinannya tinggi me
rupakan daerah yang berada di kabu
patenkabupaten yang lebih terpencil, 
sementara wilayahwilayah sekitar Ban
da Aceh memiliki tingkat kemiskinan 
paling rendah (Bank Dunia. 2008). 

Dari uraian diatas bahwa perkem
bangan pembangunan antar daerah ka
bupaten/kota di Aceh belum terjadi se
cara merata. Lebih lanjut dalam tulisan 
ini menguraikan kesenjangan pemba
ngunan Aceh dari aspek pertumbuhan 
ekonomi kabupaten dan kota di Aceh, 
dan menganalisi tingkat keseimbangan 
pembangunan antar daerah di Aceh. 
Kemudian tulisan ini mencoba mereko
mendasikan kebijakan pembangunan 
Aceh. Diharapkan tulisan ini menjadi 
referensi bagi pemerintah Aceh dalam 
menyusun pola pembangunan Aceh ke 
depan secara merata, seimbang dan ter
integrasi, dan bagi Pemerintah Kab/Ko
ta diharapkan dapat menjadi salah satu 
pertimbangan dalam pembangunan 
yang saling terintergrasi antar daerah.

B. LANDASAN TEORI
Pembangunan Daerah 

Pembangunan harus dilihat secara  
dinamis, bukan dilihat sebagai konsep  
statis. Pembangunan pada dasarnya 
ada  lah suatu orientasi dan kegiatan usa
ha yang tanpa akhir. ” Development is not 
a static concept. It is continuously chang
ing“, artinya juga bisa dikatakan bahwa 
pembangunan itu sebagai “ne ver ending 
goal”. (Rahmaddin MY. 2009).  Pemba
ngunan terjadi pada skala na sio nal dan 
daerah. Untuk konteks pemba ngunan di 
daerah, Lincolin Arsyad (1997) mende
feniskan pembangunan daerah sebagai 
sebuah proses dimana pemerintah dae
rah dan masyarakat dalam mengelola  
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sumbersumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan anta
ra pemerintah daerah dengan sektor 
swasta untuk meransang perkembangan  
ekonomi di wilayah. Masih menurut  Ar
syad (1997) bahwa keadaan sosial eko
nomi yang berbeda disetiap daerah 
akan membawa implikasi bahwa ca
kupan campur tangan pemerintah un
tuk tiap daerah berbeda pula. Dengan 
demikian perbedaan tingkat pemba
ngunan antar daerah akan mengakibat
kan perbedaan tingkat kesejahteraan 
daerah.

Berkembang dan tidak berkembang
nya pembangunan di suatu daerah sa
ngat terkait dengan adanya pengelolaan 
sumber daya dan potensi ekonomi yang 
ada disuatu daerah. Bagi daerah yang 
mempunyai sumber daya yang mema
dai dan didukung dengan pengelolaan 
yang baik, serta pemusatan ekspansi 
ekonomi di daerah tersebut, sangat me
mungkinkan akan cepat lebih maju de
ngan daerah yang potensi ekonomi dan 
sumber daya alamnya kurang memadai. 

Dalam pengembangan ekonomi 
(eco nomic development), ada tiga pa
rameter yang dapat dilihat untuk me
nilai kinerja pemerintah daerah, yakni:  
pertumbuhan ekonomi, pemerataan  
ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi  
lokal. Artinya, mengukur kinerja peme
rintah daerah dalam mengupayakan 
pertumbuhan ekonomi di daerah. Juga 
dilihat bagaimana upaya pemerintah 
daerah memeratakan distribusi ekono
mi hingga ke pelosokpelosok. Dengan  
demikian, pembangunan tidak terhen
ti di pusat kabupatenkota saja. Terkait 
pemberdayaan ekonomi, berkaitan de
ngan program/kebijakan pemerintah 
daerah untuk memanfaatkan potensi 
dan menyiasati keterbatasan ekonomi 

lokal. Semakin terintegrasi upaya me
macu pertumbuhan ekonomi, pemerata
an ekonomi, dan pemberdayaan ekono
mi lokal, nilai daerah semakin tinggi.

Salah satu komponen yang penting  
diperhatikan dan diarahkan memperce
pat pembangunan daerah adalah de
ngan mengembangkan Ekonomi Lokal.  
Pengembangan ekonomi lokal (local  eco
nomic development), yaitu dengan me
ngembangan kapasitas dan kegiatan 
eko nomi masyarakat di daerah untuk 
meningkatkan derajat kemajuan ekono
mi daerah secara keseluruhan. Dengan  
demikian, strategi mengembangkan 
eko nomi masyarakat diharapkan tepat 
dan mampu menemukenali dan meng
gali potensi ekonomi produktif yang 
berdaya saing (knowledge based econo
my) sekaligus berbasis sumberdaya lo
kal (resource based economy) baik melalui 
pemerintah daerah, sektor swasta dan 
kelembagaan/organisasi yang berbasis 
masyarakat setempat.

Keseimbangan Pembangunan
Istilah pembangunan seimbang mu

lai populer pada zaman industrialisasi  
di eropa selatan dan tenggara (1953). 
Konsep pembangunan melalui indus
trialisasi secara besarbesaran di daerah  
yang kurang berkembang merupakan  
cara yang tepat untuk menciptakan 
pembagian pendapatan yang lebih  me  
 rata di dunia dan untuk mening katkan 
pendapatan daerah agar lebih  cepat 
da  ripada di daerah yang lebih kaya 
(Rosenstein–Rodan. 1953). Namun de
mikian konsep pembangunan seimbang 
yang menepatkan upaya industria lisa
si secara besarbesaran, disatu sisi telah 
melemahkan perkembangan pada sek
tor yang lain yaitu pertanian (lewis). 
Oleh karena itu teori pembangunan 
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seimbang ala industrialisasi harus di
perluas sehingga meliputi juga usaha 
pembangunan secara besarbesaran di 
sektor pertanian. Dengan demikian ke
naikan produktivitas dan produksi sek
tor pertanian akan dapat memenuhi ke
naikan permintaan sektor industri. 

Lebih lanjut Lewis mangatakan 
pen tingnya upaya pembangunan yang 
menjamin adanya keseimbangan anta
ra sektor industri dan sektor pertanian,  
dalam hal ini dia mencontohkan hubu
ngkan dua sektor ekonomi yang saling 
terkait dalam menciptakan pembangun
an yang seimbang yaitu dengan asumsi  
bahwa jika sektor industri mengalami 
perkembangan yang pesat, maka sektor  
tersebut akan dapat menyerap kelebih
an produksi bahan pangan maupun ke
lebihan kerja, begitu juga sebaliknya ji
ka pembangunan ekonomi ditekankan  
pada industrialisasi dan mengabaikan 
sektor pertanian juga akan menimbul
kan masalah yang pada akhirnya akan 
menghambat proses pembangunan eko
nomi, akhirnya jika sektor pertanian ti
dak berkembang maka sektor industri
pun tidak akan berkembang, dan ke
untungan sektor industri juga kecil. 
Pendapat senada tentang pertumbuhan  
ekonomi harus berlangsung secara se
rentak di semua sektor, yang berarti ter
jadi pembangunan berimbang antara in
dustri manufaktur dan pertanian di ke
mukan oleh CP Kindleberger, dalam 
ML. Jhingan.(1993)

Dengan demikian dalam lingkup 
yang lebih luas Pembangunan seimbang 
juga diartikan sebagai keseimbangan 
pembangunan pembangunan di berba
gai sektor. Singkatnya. teori pemba
ngunan seimbang mengharuskan ada
nya pembangunan yang serentak dan 
harmonis di berbagai sektor ekonomi 

sehingga semua sektor tumbuh bersa
ma, dengan pertimbangan akan tim
bul banyak masalah jika usaha pemba
ngunan dipusatkan pada satu sektor in
dustri saja. Ketiadaan keseimbangan 
pembangunan antara berbagai sektor 
akan menimbulkan adanya ketidak sta
bilan dan gangguan terhadap kelancar
an kegiatan ekonomi sehingga proses 
pembangunan terlambat.

Pendapat yang berbeda terhadap 
pembangunan seimbang adalah pem
bangunan tak seimbang yang diperke
nalkan oleh  Hirschman. Dasar analisis  
yang digunakan adalah tidak relevan 
bila pembangunan seimbang dan mera
ta untuk semua sektor ekonomi, hal ini 
sangat terkait dengan kemampuan dan 
potensi sumber daya yang dimiliki dae
rah daerah  adalah berbeda. Oleh kare
na itu konswekwensinya adalah harus 
ada skala prioritas sektor apa yang ha
rus didahulukan di kembangkan, yang 
disesuaikan dengan modal dan sumber  
daya yang tersedia dan signifikan dike
lola. Dia memusatkan perhatiannya 
bahwa dalam pembangunan tak seim
bang tersebut penting diarahkan kepada 
sektor prasana dan sektor produktif, di
mana dapat mendorong pengembangan 
proyekproyek pembangunan yang lain
nya di masa mendatang. 

Kedua konsep teori dimuka jika di
analisis lebih jauh, walaupun memiliki  
pendekatan yang berbeda, namun akan 
ditemukan bahwa intinya adalah penye
lenggaraan pembangunan baik yang se
imbang maupun tidak seimbang adalah 
mempunyai goal yang sama yaitu beru
paya mengali dan memaksimalkan po
tensi sumber daya yang dimiliki setiap 
daerah untuk memajukan pembangun
an ekonomi daerahdaerah tersebut, 
yang muara akhirnya adalah terjadinya  
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kesejahteraan bagi rakyat di daerah
daerah tersebut.

Untuk menganalis kesimbangan 
pembangunan antar daerah, dapat di
lakukan analisis terhadap ketimpang
an ekonomi antar daerah. Ketimpang
an tersebut diantaranya dalam hal keti
dakmerataan distribusi pendapatan. 
Dalam hal ini Thee Kian Wie (1982) me
nyatakan bahwa ketidakmerataan distri
busi pendapatan dari sudut pandangan 
ekonomi dibagi menjadi :

1. Ketimpangan pembagian pendapa
tan antar golongan penerima pen
dapatan (size distribution oncome);

2. Ketimpangan pembagian pendapa
tan antar daerah perkotaan dan 
daerah pedesaan (urbanrural inco
me disparities);

3. Ketimpangan pembagian penda
patan antar daerah (regional income 
disparities); 

Ketimpangan pembangunan antar  
daerah dengan pusat dan antar daerah  
dengan daerah lain adalah merupakan  
hal yang wajar, karena adanya perbeda
an dalam sumber daya dan awal pelak
sanaan pembangunan daerah (William
son,1956).

Ketimpangan pendapatan antar 
daerah, tergantung dari besarnya jum
lah pendapatan yang diterima oleh se
tiap penerima pendapatan dalam dae
rah tersebut, baik itu golongan masya
rakat maupun wilayah tertentu dalam 
daerah tersebut, dimana terlihat pada 
nilai PDRBnya. Perbedaan jumlah pen
dapatan yang diterima akan menimbul
kan suatu distribusi pendapatan yang 
berbeda, sedangkan besar kecilnya per
bedaan tersebut akan menentukan 
tingkat pemerataan pendapatan (ketim
pangan pendapatan) daerah tersebut 

(Todaro.1981). Todaro mengatakan ke
timpangan pendapatan lebih besar ter
jadi di negaranegara (baca. daerah) 
yang baru memulai pembangunan, di
bandingkan dengan daerahdaerah ma
ju. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto  

(PDRB) adalah jumlah nilai tambah (va
lue added) yang dihasilkan seluruh unit 
usaha, baik berupa barang maupun  jasa, 
dalam suatu wilayah tertentu. PDRB 
atas dasar harga berlaku menggambar
kan nilai tambah barang dan jasa yang 
dihitung berdasarkan harga pada saat 
penghitungan (current price), sedang
kan PDRB atas dasar harga konstan me
rupakan nilai tambah barang dan jasa 
yang dihitung berdasarkan harga tahun  
dasar (constant price). Tahun dasar 
yang ditetapkan dalam penghitungan 
PDRB saat ini adalah tahun 2000. 

Data PDRB merupakan data statis
tik yang dapat digunakan untuk menilai 
kinerja ekonomi secara makro di suatu 
wilayah dalam periode waktu terten
tu. Dua kriteria kinerja ekonomi mak
ro yang terkait dengan PDRB ialah laju 
pertumbuhan ekonomi dan kontribusi  
sektorsektor ekonomi. Untuk melihat  
pergeseran kontribusi sektor ekonomi  
dapat dilakukan dengan mengkaji 
PDRB atas dasar harga berlaku. Sedang
kan untuk mengetahui laju pertumbuh
an ekonomi dalam periode waktu ter
tentu menggunakan analisis terhadap 
PDRB atas dasar harga konstan. 

Salah satu cara untuk melihat keber
hasilan kebijakan ekonomi kabupaten/
ko ta yaitu dengan melihat nilai dan per
tumbuhan PDRB. Nilai PDRB menun
jukkan jumlah barang dan jasa yang di
hasilkan dalam perekonomian, sedang
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kan pertumbuhan PDRB menunjukkan  
kemampuan daerah dalam meningkat
kan ekonomi daerah. Peningkatan 
PDRB tergantung oleh 3 aktor yang ber
peran dalam perekonomian yaitu pe me
rintah, swasta, dan rumahtangga. Oleh 
sebab itu, keberhasilan ketiga aktor ini 
dapat dilihat dari nilai PDRB.

Nilai PDRB setiap kabupaten/kota 
pasti berbeda. Perbedaan ini disebabkan  
perbedaan kinerja yang dilakukan oleh 
ketiga aktor ekonomi. Perbedaan PDRB 
juga disebabkan adanya perbedaan 
sek tor unggulan dalam pembentukan 
PDRB. Setiap daerah biasanya memiliki 
satu sektor unggulan dalam pembentuk 
nilai PDRB. 

C. METODE KAJIAN
Kajian keseimbangan pembangunan 

Aceh adalah sebuah kajian diskriftip 
kua litatif yang menganalisis keseimba
ngan pembangunan daerah di Aceh dili
hat dari aspek kesenjangan pendapatan, 
dan laju pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan terhitung pe
riode 5 tahun yaitu 2006–2010. Jenis dan  
sumber data yang digunakan meliputi  
data primer berupa informasi dan pe
nyataan dari narasumber di 6 daerah  
kab/kota, dan data skunder berupa 
PDRB kab/kota di Aceh yang diperoleh 
dari BPS dan Bappeda serta hasil penel
itian. Pengumpulan data dilakukan wa
wancara, FGD, dan telaahan literatur 
dan dokumen terkait. Data dalam ben
tuk pernyataan diinterpretasi yang ke
mudian disajikan dalam uraian naratif.  
Sedangkan data tertulis dianalisis meng
gunakan Indeks Williamson yaitu me
nganalisis seberapa besarnya kesenjang
an pendapatan antar wilayah/daerah di 
Provinsi Aceh. Dasar perhitungannya 
adalah dengan menggunakan PDRB per 

kapita dalam kaitannya dengan jumlah 
penduduk per daerah. Rumus dari In
deks Williamson adalah sebagai berikut:

Keterangan 

 = Indeks Williamson
 = Jumlah penduduk kabu

paten/kota kei (jiwa)
  = Jumlah penduduk Aceh 

(jiwa)
  = PDRB per kapita kabupa

ten/kota kei  (Rupiah)
 = PDRB per kapita ratarata  

Provinsi Aceh (Rupiah)

D. PEMBAHASAN KESEIMBANGAN 
PEMBANGUNAN ACEH

Bagian ini menguaraikan keseimba
ngan pembangunan Aceh dari aspek 
pertumbuhan PDRB pendapatan perka
pita, laju pertumbuhan ekonomi, anali
sis Tipelogi klasen, serta analisis Indeks 
Williamson.

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota 
di Provinsi Aceh

Peningkatan ekonomi Kabupaten 
dan Kota di Aceh dapat ditelaaah dari 
perkembangan Nilai PDRB Kab/Kota di 
Aceh dalam Tabel 1. 

Tingkat perkembangan nilai PDRB 
antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh 
berdasarkan harga konstan berbeda 
beda,  namun secara umum perolehan 
nilai PDRB mengalami peningkatan un
tuk setiap kab/kota di Aceh.  Nilai pe
ningkatan PDRB terutama terjadi pada 
daerahdaerah yang memiliki potensi 
sumber daya alam yang lebih memadai, 
kecuali Kota banda Aceh yang menga
lami peningkatan sangat signifikan se
jak tahun 2007 s/d 2010, hal ini antara 
lain disebabkan konsentrasi tenaga kerja 
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dan perputaran ekonomi terjadi di pu
sat ibukota provinsi Aceh ini pada masa 
rehab rekon musibah gempa dan tsuna
mi (2006). 

Perolehan nila tertinggi diantara  
kab/ kota sejak 2005 s/d 2006 adalah 
Kab. Aceh Utara, sedangkan terendah 
adalah Kota Sabang pada 2005. Untuk 
ta hun 2006, kota sabang kembali dan 
ber samasama kabupaten Simeulu me
ng alami laju pertumbuhan PDRB yang 
terendah diantara 23 kab/kota di Aceh 

Tabel. 1 
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No. Kabupaten/
Kota

PDRB 
2005 

PDRB 
2006

PDRB 
2007

PDRB 
2008

PDRB 
2009

PDRB 
2010

1 Simeulue 167 201 225 232 243 255
2  Aceh Singkil 659 402 421 441 462 485
3 Subulussalam 0 217 226 237 248 261
4 Aceh Selatan 1.092 1.130 1.161 1.203 1.249 1.302
5 Aceh Tenggara 407 612 655 692 728 767
6 Aceh Timur 1.381 1.425 1.491 1.529 1.576 1.635
7 Aceh Tengah 862 987 1.044 1.091 1.138 1.187
8 Bener Meriah 551 644 660 686 717 750
9 Aceh Barat 879 966 1.082 1.141 1.203 1.265
10 Aceh Besar 1.732 1.875 2.130 2.262 2.385 2.520
11 Pidie 1.577 1.462 1.502 1.570 1.637 1.709
12 Pidie Jaya 0 531 558 588 619 652
13 Bireuen 1.794 2.063 2.259 2.386 2.512 2.655
14 Aceh Utara 2.152 2.453 2.544 2.637 2.739 2.852

15 Aceh Barat 
Daya 529 556 582 608 635 667

16 Gayo Lues 287 359 582 391 410 431
17 Aceh Tamiang 1.045 1.050 1.075 1.096 1.126 1.161
18 Nagan Raya 788 822 867 898 930 968
19 Aceh Jaya 212 236 243 253 264 276
20 Banda Aceh 1.504 2.172 2.585 2.731 2.886 3.056
21 Sabang 133 201 216 225 236 248
22 Langsa 717 750 781 811 845 885
23 Lhokseumawe 1.491 1.652 1.852 2.065 2.081 2.204

yaitu sebesar Rp.201 Miliar.  Pada tahun 
2007 s.d 2010 laju pertumbuhan PDRB 
kota Banda Aceh mengalami peningkat
an sangat signifikan, meninggalkan 
domi nasi laju pertumbuhan yang per
nah dialami oleh kab Aceh Utara dari 
tahun 2005 s/d 2006.

Laju Pertumbuhan ekonomi 
Terjadinya perkembangan nilai PD

RB yang besar belum tentu menunjuk
kan perbaikan laju pertumbuhan ekono
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mi. Laju pertumbuhan ekonomi kab/
Ko ta di Aceh setiap tahunnya dapat di
lihat pada tabel 2 sbb:  

Tabel. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Periode 20052010

di Provinsi Aceh berdasarkan Nilai PDRB Harga Konstan 2000

No Kabupaten/
Kota

Laju Pertumbuhan Ekonomi  (%) Rata-rata
2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Simeulue 0,60 20,36 11,94 3,11 4,74 4,94 7,62

2. Aceh Singkil 3,78 39,00 4,82 4,59 4,75 4,97 2,68
3. Aceh Selatan 6,05 3,42 2,73 3,63 3,81 4,27 3,99
4. Aceh Tenggara 8,53 50,37 7,03 5,60 5,24 5,36 13,69
5. Aceh Timur 4,86 3,19 4,63 2,56 3,09 3,71 3,67
6. Aceh Tengah 10,37 14,45 5,82 4,55 4,27 4,32 7,30
7. Bener Meriah 2,61 16,88 2,48 3,94 4,52 4,60 5,84
8. Aceh Barat 9,90 11,98 5,46 5,43 5,21 4,14
9. Aceh Besar 1,58 8,26 13,61 6,21 5,42 5,68 6,79
10. Pidie 3,07 7,29 2,71 4,52 4,27 4,42 1,95
11. Pidie Jaya 0,00 0,00 5,08 5,38 5,27 5,33 5,27

12. Bireuen 2,51 14,99 9,49 5,63 5,27 5,69 7,27

13. Aceh Utara 5,41 13,99 3,71 3,66 3,87 4,13 3,99
14. Aceh Barat Daya 2,72 5,10 4,68 4,47 4,44 5,07 4,41
15. Gayo Lues 4,36 25,09 62,04 4,77 5,19 11,45
16. Aceh Tamiang 5,98 0,48 2,38 1,95 2,74 3,11 2,77
17. Nagan Raya 3,87 4,27 5,49 3,63 3,46 4,12 2,85
18. Aceh Jaya 11,32 2,97 4,12 4,35 4,55 1,11
19. Subulussalam 0,00 0,00 4,23 4,86 4,60 5,29 4,75
20. Banda Aceh 1,62 44,41 19,01 5,64 5,67 5,91 13,71
21. Sabang 4,72 51,13 7,46 4,17 4,89 5,08 12,91
22. Langsa 3,91 4,60 4,10 3,93 4,20 4,70 4,24
23. Lhokseumawe 5,45 10,80 12,08 11,53 0,78 5,93 7,76

Sumber: dianalisis dari data BPS  

Secara umum, nilai ratarata 
persentase laju pertumbuhan ekono
mi diselu ruh kabupaten/kota selama 
periode 20052010 berbedabeda. Kara
kteristik tren pertumbuhannya berf
luktuasi, de ngan sifatmya cenderung 
meningkat dan menurun setiap tahun

nya untuk setiap kabupaten/kota.  
Tren laju pertumbuhan ekonomi ke 23 
kab/kota tersebut diuraikan sebagai 

berikut:
a) Periode dari 2005 ke 2006 

persenta se laju pertumbuhan eko
nomi yang berfluktuasi cendrung 
menurun, di alami oleh 5 (lima) 
daerah yaitu Aceh Singkil, Aceh 
Selatan, Aceh Timur, Pidie dan 
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Berdasarkan ratarata pertumbuhan 
ekonomi dari tahun 2005 hingga 2010, 
maka ratarata persentase laju pertum
buhan ekonomi yang tertinggi adalah 
Kota Banda Aceh sebesar 13,71 persen  
setiap tahunnya, kemudian Aceh Te
ngah sebesar 13,69, setiap tahunnya, se
dangkan Singkil merupakan kabupaten 
yang mengalami pertumbuhan PDRB 
perkapita terendah yaitu ratarata hanya 
tumbuh sebesar 2,68 persen setiap ta
hunnya. 

Uji Tipologi Klassen 
Laju pertumbuhan PDRB perkapita 

tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh 
tahun 20052010 yang berbedabeda, 
me nyebabkan munculnya perbedaan 
pola dan struktur ekonomi. Untuk me
ngetahui pola dan struktur ekonomi se
tiap kabuten/kota tersebut, dilakukan 
uji Klassen (Tipologi Klassen). Tipologi 
Klassen pada dasarnya membagi daerah 
berdasarkan dua indikator utama, yaitu  
pertumbuhan ekonomi daerah dan pen
dapatan per kapita daerah. Melalui ana
lisis ini diperoleh empat karateristik po
la dan struktur pertumbuhan ekonomi  
yang berbeda, yaitu: daerah cepatmaju  
dan cepattumbuh (high growth and high 
income), daerah maju tapi tertekan  (high 
income but low growth), daerah berkem
bang cepat (high growth but low income), 
dan daerah relatif tertinggal atau low 
growth and low income (gambar 1). Berda
sarkan hasil uji Tipology Klassen, selan
jutnya laju pertumbuhan ekonomi kab/
kota di Aceh, dijabarkan dalam tabel 3 
klasifikasi. 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa 
per tumbuhan ekonomi dan pendapatan 
per kapita yang berbedabeda antar ka
bupaten/kota di Aceh. Dengan klasifi
kasinya bahwa terdapat beberapa kabu

Aceh Tamiang, selebihnya 16 dae
rah Kab/Kota me ngalami fluak
tuasi meningkat (minus 2 daerah 
pemekaran Subussalam dan Pidie 
Jaya);

b) Periode dari 2006 ke 2007 fluktuasi 
cendrung menurun dialami oleh 10 
(sepuluh) daerah yaitu Aceh Teng
gara, Aceh Tengah, Bener Meriah, 
Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, 
Langsa, Aceh Jaya, Sabang, dan 
Ban da Aceh;

c) Periode dari tahun 2007 ke 2008 
fluk tuasi yang cendrung meningkat 
hanya dialami oleh 5 (lima) daerah 
yaitu Aceh Selatan, Bener Meriah, 
Pidie Jaya, Aceh Jaya dan Subussa
lam, selebihnya 18 daerah mengala
mi persentase fluktuasi yang menu
run;

d) Periode dari tahun 2008 ke 2009 
Jum lah daerah yang mengalami  
per   sentase peningkatan dan menu
run relatif berimbang, dengan per
bandingan 11 kab/kota mengala mi 
persentase laju pertumbuhan me 
nu run, sedangkan 12 kab/kota me
ngalami peningkatan persentase la
ju pertumbuhan ekonomi daerah
nya. 12 daerah yang mengalami 
per  sentase laju pertumbuhan eko
nomi meningkat yaitu; Simeulue, 
Aceh Selatan, Aceh Timur, Bener 
Meriah, Bireuen, Aceh Utara, Gayo 
Lues, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, 
Su  bulussalam, Sabang, dan Langsa; 

e) Untuk periode dari 2009 ke 2010, 
hanya satu daerah yang mengalami 
fluktuasi persentase laju pertumbu
han ekonomi menurun yaitu kabu
paten Aceh Barat, selebihnya 22 
kab/Kota mengalami tren persen
tase laju pertumbuhan ekonomi 
me ningkat.
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paten masuk ke dalam daerah berkem
bang, daerah cepat maju dan cepat tum
buh, daerah maju tapi tertekan, daerah 
cepat berkembang serta daerah relatif 
tertinggal. Uraian dapat dilihat sebagai 
berikut:

a) Untuk klasifikasi pertama, terdapat 
7 (tujuh) daerah yang mengalami 
kondisi ekonomi Maju dan Cepat 
Tumbuh yaitu yaitu Kab. Aceh Te
ngah, Bener Meriah, Aceh Besar,  
dan Kota Banda Aceh, Sabang, 
Lhokseumawe. Ke7 Daerah terse
but memiliki kondisi ekonomi yang 
sangat baik, karena memiliki  rata
rata pertumbuhan nilai PDRB per
kapita tinggi, kemudian didukung 
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Gambar 1 Hasil Analisis Klasen

juga dengan laju pertumbuhan eko
nomi yang baik juga;

b)  Untuk klasifikasi kedua, terdapat 5 
(lima) daerah yang tergolong cepat 
tumbuh (berkembang) yaitu Kab. 
Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Pidie 
Jaya, Gayo Lues, dan Kota Subulus
salam. Ke 5 daerah tersebut memi
liki kondisi laju pertumbuhan eko
nomi tinggi, akan tetapi pertumbu
han nilai PDRB pendapatan perka
pita rendah;

c) Untuk klasifikasi ketiga, terdapat 3 
(tiga) daerah yang tergolong maju 
tapi tertekan yaitu Kab. Aceh Sela
tan, Aceh Barat, dan Nagan Raya. 
Ke3 daerah ini memiliki rataarat  
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pertumbuhan PDRB pendapatan 
perkapita yang tinggi, akan tetapi 
mengalami laju pertumbuhan ekono
mi yang rendah. Karena pertumbu
han yang rendah dan tertekan, akan 
berpotensi daerah ini menjadi  ter
tinggal dalam jangka panjang. De
ngan kata lain bahwa PDRB yang 
tinggi tanpa dibarengi pertumbuhan 
yang tinggi akan menyebabkan eko
nomi berjalan lambat yang pada ak
hirnya menurunkan kinerja ekonomi 
di daerah tersebut;

Tabel. 3 
Klasifikasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota

di Provinsi Aceh periode 2005-2010

       PDRB per 
           Kapita (y)

Laju 
Pertumbuhan (r)

yi > y yi < y

ri > r

Daerah Maju dan 
Cepat Tumbuh:
Kab. Aceh Tengah
Kab. Bener Meriah
Kab. Aceh Besar
Kab. Bireuen
Kota Banda Aceh
Kota Sabang
Kota Lhokseumawe

Daerah Berkembang 
Cepat:
Kab. Simeulue
Kota Subulussalam
Kab. Aceh Tenggara
Kab. Pidie Jaya
Kab. Gayo Lues

ri < r

Daerah Maju Tapi 
Tertekan:
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh Barat
Kab. Nagan Raya

Daerah Relatif Tertinggal:
Kab. Aceh Singkil
Kab. Aceh Timur
Kab. Pidie
Kab. Aceh Utara
Kab. Aceh Barat Daya
Kab. Aceh Tamiang
Kab. Aceh Jaya
Kota Langsa

 

d) Untuk klasifi kasi yang keemlasifikasi yang keem
pat, ter dapat 8 (delapan) daerah 
yang relatif tertinggal adalah 
kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, 
Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat 
Daya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, 
dan Kota Langsa. Ke 8 daerah 
ini memiliki pendapatan perka
pita yang lebih rendah dari da
erah lainnya, kemudian juga 
mengalami laju pertumbuhan 
ekonomi yang lebih lambat dari 
daerah lainnya.
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Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh
Ketimpangan pendapatan antar ka

bupaten/kota di Aceh dilihat dari ke
senjangan pendapatan antar wilayah/
daerah di Provinsi Aceh. Dasar perhitu
ngannya adalah dengan menggunakan 
pertumbuhan PDRB perkapita dalam 
kaitannya dengan jumlah penduduk per 
daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk  
yang lebih tinggi dari pertumbuhan 
PDRB akan menyebabkan nilai PDRB 
perkapita menurun. Hal ini berarti se
makin sedikit pendapatan yang dipero
leh masyarakat sehingga kejahteraan 
masyarakat juga turun.

Untuk mengetahui ketimpangan 
pen dapatan antar kabupaten/kota di 
Provinsi Aceh dilakukan perhitungan 
statistik dengan menggunakan pende
katan Indeks Williamson. Dapat diper
hatikan pada tabel 4.

Dari tabel indeks williamson diatas,  
didapati bahwa ketimpangan pembanetimpangan pemban
gunan antar kabupaten/kota di Provin
si Aceh selama periode 20052009 terus  
mengalami peningkatan, kemudian me
nurun pada tahun 2010. Nilai indeks 
ketimpangan tertinggi terjadi pada ta
hun 2009 yaitu 0,41, kemudian menurun  
pada tahun 2010 yaitu 0,40. Kondisi dari 
tahun 2005 s/d 2009 menunjukkan bah
wa ketimpangan yang terjadi di Provin
si Aceh terus memburuk, kecuali tahun  
2010. Ketimpangan ini terjadi akibat 
ada nya perbedaan yang besar antar ke
mampuan ekonomi kabupaten/kota 
yang diukur dari nilai PDRB. 

Faktor Penyebab keseimbangan pembangunan 
ekomnomi antar Kab/Kota di Aceh

Terdapat beberapa faktor yang ber
pengaruh dalam menciptakan kesenjan
gan pembanguna pada daerah kab/kota 
di Aceh, yaitu:

1) Perbedaan Sumber daya alam, dan 
keterbatasan Sumber Daya Manu
sia dalam mengelola SDA tersebut; 

2) Realisasi investasi yang rendah dan  
terkosentrasi pada dae rah tertentu. 
Investasi cenderung berlaku di dae
rah kota yg telah berkembang kare
na adanya kepastian pasar;

3) Perbedaan kebijakan pemerintah 
dalam hal mengatur dan menga
rahkan serta fokus pengeluaran be
lanja daerah. Pengeluaran yang ku
rang sesuai dengan kemampuan 
dan potensi daerah ternyata tidak  
memberikan dorongan bagi pro
duksi daerah. Sebagai contoh, da
erah yang memiliki potensi perta
nian tapi pengeluaran lebih diarah
kan kepada sektor pariwisata, jus
tru tidak menentukan stimulus 
eko nomi yang lebih baik;

4) Migrasi dan konstrasi tenaga kerja 
yang memiliki skill ratarat ter
di dik dan produktif ke daerah
daerah  yang perkotaan berkem
bang, seba gai contoh, migrasi 
penduduk ke Kota Banda Aceh 
menyebabkan ketersedian SDM 
di Banda Aceh lebih mampu me
ngelola sumber daya yang ada un
tuk menjalankan perekonomian. 
Kondisi ini menyebakan produksi 
ekonomi Kota Banda Aceh ting
gi dan cenderung meningkat ta
jam. Kondisi inilah yang membuat 
Kota Banda Aceh masuk  dalam 
kategori maju dan cepat tum buh 
dalam pengujian Klassen.

Mengurangi Ketimpangan Pembangunan 
di Provinsi Aceh

Kondisi ketimpangan pembangun
an yang dihadapi kabuapten/kota di 
Provinsi Aceh memiliki potensi perma
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salah yang cukup besar khususnya da
lam jangka panjang. Ketimpangan yang 
terus terjadi dan semakin besar akan 
menimbulkan kecemburuan antar dae
rah. Permasalahan ini yang dikhawatirPermasalahan ini yang dikhawatir
kan menjadi pemicu keinginan adanya 
pemekaran provinsi. Dalam jangka pan
jang, permasalah migrasi penduduk ke 
wilayah yang maju akan menyebabkan 
munculnya daerah yang memiliki kepa
datan penduduk yang cukup tinggi se
hingga dikhawatirkan muncul permasa
lahpermasalah sosial. 

Dengan demikian, maka diperlukan 
perbaikan kebijakan ekonomi dan ke
pendudukan. Kebijakan sektor ekonomi 
dapat ditempuh melalui; 

1) Peningkatan nilai PDRB masing
masing daerah diarahkan mela
lui spesialisasi dan fokus pada sek
torsektor ekonomi tertentu yang 
terbukti telah berkontribusi pada 
pembentukan nilai PDRB dan laju 
pertumbuhan ekonomi. Upaya ini 
didasarkan pada potensipotensi 
sumber daya yang dimiliki daerah. 
Kebijakankebijakan pemerintah 
daerah yang diambil harus mampu 
mendorong peningkatan nilai sek
tor unggulan ekonomi;

2) Pembanguna yang saling terinte
grasi antar kabupaten dan kota, 
yang memiliki fungsi kawasan 
yang sama;

3) Pemerintah daerah kabupaten dan 
kota perlu menjalin kemitraan de

ngan dunia usaha menarik dan me
ningkatkan investasi di sektor per
tanian;

4) perlu menciptakan pemerataan la
pangan kerja di daerahdaerah ka
bupaten dan kota yang kurang 
ber kembang, hal ini untuk meng
hindari konsentrasi tenaga kerja 
yang terdidik (mempunyai skill) di 
satu daerah yang maju saja.

 
E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Aceh sebagai daerah dengan otono
mi khususan, memiliki kemandirian dan
kewenangan untuk mengelola ke kayaan 
sumber daya alam untuk kemajuan pem
bangunan daerah. Akan tetapi, perbeda
an potensi SDA dan sistem pengelolaan
oleh setiap daerah, rendah nya rencana 
dan realisasi investasi yang dimiliki 
oleh masingmasing daerah, terkonsen
trasinya investasi pada daerah daerah 
yang sudah relatif maju, serta migrasi 
konsentrasi tenaga kerja pro duk tif yang 
memiliki skill memadai pa da daerah
daerah yang relatif maju, menyebabkan 
pembangunan yang terjadi  antar daerah 
kab/kota belum merata  dan seimbang. 
Ketidakseimbangan pembangunan ter
lihat dari ketimpang an pendapatan per
kapita antar kabupa ten/kota di Aceh 
dan laju pertumbuhan ekonomi antar 
kab/kota (periode 20052010).

Nilai PDRB Kab/Kota selama perio
de 20052010 berfluktuasi dan cende

Tabel 4
Indeks Ketimpangan Pembangunan Daerah Aceh 20052010

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CVw 0,31 0,34 0,37 0,40 0,41 0,40

Sumber: Data hasil analisis tim Kajian PKP2A IV LAN 
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rung meningkat. Berdasarkan ratarata  
pertumbuhan PDRB perkapita, Kota 
Banda Aceh sebesar 13,71 persen setiap 
tahunnya adalah daerah yang menga
lami peningkatan tertinggi,  Kabupaten  
Aceh Singkil merupakan kabupaten 
yang mengalami pertumbuhan PDRB 
perkapita terendah yaitu ratarata hanya 
tumbuh sebesar 2,68 persen setiap ta
hunnya. 

Ketimpangan pembangunan antar 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh sela
ma periode 20052010 terus mengalami 
peningkatan walalupun menurun pada 
tahun 2010. Nilai indeks ketimpangan 
tertinggi terjadi pada tahun 2009 yai
tu 0,41 walapun berhasil turun sedikit  
menjadi 0,40 di tahun 2010.  Hal ini 
membuktikan semakin memburuk men
gingat adanya pertumbuhan nilai ke
timpangan setiap tahunnya kecuali ta
hun 2010.

Kemudian hasil uji Klassen me
nyimpulkan bahwa dari 23 kabupaten/
ko ta di Provinsi Aceh, sebanyak 7 kabu
peten/kota masuk dalam kategori Dae
rah Maju dan Cepat Tumbuh; 5 (lima) 
daerah masuk dalam kategori Daerah 
Berkembang Cepat; 3 (tiga) kabupaten  
masuk dalam kategori Daerah Maju Ta
pi Tertekan; dan 8 (delapan) kab/kota 
masuk dalam kategori Daerah Terting
gal. 

Saran
Adapun saran dari hasil kajian ini 

ada lah:
1) Pemerintah daerah kab/kota diha

rapkan melakukan pemetaan yang 
tepat terhadap keunggulan daerah 
masingmasing. Selanjutkan dilaku
kan konsentrasi kebijakan dan pe
ngeluaran daerah untuk sektor 
ung gulan yang telah ditetapkan. 

Hal ini diharapkan mampu me
ningkatkan PDRB daerah tersebut.

2) Pemerintah daerah diharapkan da
pat melakukan dan mengembang
an kerjasama pembangunan antar  
daerah, terutama daerahdaerah 
yang mempunyai fungsi kawasan 
yang sama, untuk saling menemu
kan dan menunjang sumbersum
ber pertumbuhan sektor ekonomi.  
Dibutuhkan penguatan forum
forum  kerjasama antar daerah kab/
kota untuk merumuskan arah pem
bangunan yang saling terintegrasi 
antar daerah.

3) Pemerintah diharapkan segera 
mem bangun industri pengolahan  
dibidang agrobisnis yang saling 
me nunjang satu sama lain sesuai 
dengan tipologi dan potensi dae
rah.

4) Pemerintah daerah perlu melaku
kan upayaupaya mendorong in
vestasi untuk mengelola potensi 
sumber daya alam yang dimiliki 
oleh masingmasing daerah. Upaya 
ini dapat dilakukan dengan memo
bilisasi kemitraan dengan dunia 
usaha.

5) Sebagai upaya menstimulus pem
bangunan daerah, maka  perlu di
pertimbangkan Revisi Qanun (Per
da) tentang Pengelolaan dana Ot
sus, yaitu terkait dengan formula
si besaran persentase pembagian 
dana otsus ke kab/kota dan meka
nisme transfer, serta kewenangan 
pengelolaannya di kab/kota.
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ABSTRAK
Meningkatkan investasi di daerah merupakan isu yang fundamental dan krusial 
saat ini. Hal ini bukan saja dapat meningkatkan ekonomi lokal, akan tetapi juga da
pat meningkatkan persaingan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat. Oleh ka
rena itu, dibutuhkan beberapa strategi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan  
un tuk meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar, yaitu de
ngan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), faktor institusional, re
formasi peraturan investasi, transparansi dan akuntabilitas, faktor keamanan, sistem 
ma najemen komplain, memberikan insentif untuk para investor dan menerapkan 
me tode Rewards and Punishment. 

KATA KUNCI 
Pelayanan Investasi, Pelayanan Investasi yang Kondusif dan Ramah Pasar, 
Kualitas Pelayanan Publik

ABSTRACT  
Increasing investment in the local area is a fundamental issue and the fore today. This is not 
on  ly to improve the local economy, but also improve the competitiveness of local economy and 
so  ciety incomes. Therefore, it needs a lot of strategy. There are a lot of strategy to improve the 
con dusive and market friendly investment services. That are by improving the quality ofhu
man resources (HR), the institutional factor, reforming the regulation of investment, trans
parency and accountabilit, safety factor, complaint management system, giving incentives for 
in  vestors and applying Rewards and Punishment methods.  

KEY WORDS
Investment Service, Condusive and Market Friendly Investment Service and Quality of 
Public Services

Strategi
Meningkatkan Pelayanan Investasi yang Kondusif dan
Ramah Pasar di Era Otonomi Daerah1

The Strategy to Improve the Condusive and Market Friendly 
Investment Services in The Era of Regional Otonomy
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DOSEN ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Email: erikarevida@yahoo.com

  1 Naskah Diterima 3 Mei 2013. Revisi 27 Mei 2013.
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A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dimaksud
kan untuk meningkatkan  
kualitas pelayanan dalam  
berbagai segi kehidupan.  
Kepuasan masyarakat se

bagai pelanggan dan pengguna dan pe
nerima pelayanan harus diutamakan. 
Saat ini paradigma pelayanan publik 
yang ”mempersulit, memperlama, ma
hal biayanya, berbelitbelit” atau dike
nal dengan istilah ”Red Tape” sudah
harus ditinggalkan jauhjauh dari pe
nyelenggaraan setiap pemerintah dae
rah.Di sisi lain, pada dekade abad ke21 
saat ini, kebutuhan dan tuntutan akan 
perubahan ke arah yang lebih baik da
lam berbagai segi kehidupan, semakin  
hari semakin mencuat ke permukaan, 
antara lain dengan terwujudnya good go
vernance (kepemerintahan yang baik). 
Konsep good governance sebenarnya su
dah familiar dan bahkan sering dijadi
kan sebagai slogan yang ampuh di se
tiap pemerintah daerah, walaupun 
da lam kenyataannya secara empirik dan 
praktek,good governance belum terlaksa
na sebagaimana yang diharapkan. Ma
sih sangat banyak pemerintah daerah 
yang menjalankan bad governance dari
pada good governance.

Pemerintahan yang “bad governance”  
antara lain ditandai dengan penyeleng
garaan pemerintahan yang apa ada nya
(taken for granted),  pimpinan daerah  
yang miskin kemauan dan komitmen 
(less commitment and willingness), biro
krasi yang inefisien dan inefektif, mara
knya korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN), serta kurangnya keterlibatan pi
hak swasta. Padahal peranan swasta  
da lam pelaksanaan “good governance” 
sangat penting dan menentukan  serta  
menjadi suatu keharusan bagi daerah 

saat ini, karena swasta merupakan salah 
satu pilar yang mendukung keberhasil
an good governance. Peran swasta dalam 
mewujudkan good governance antara lain 
dengan menggerakkan investasi. 

Investasi saat ini ditengarai merupa
kan salah satu solusi yang ampuh dan 
sig nifikan dalam menjembatani keterba
tasan pemerintah dibidang perekonomi
an, ketenagakerjaan serta dalam me
ningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).  Sedemikian pentingnya peranan  
investasi bagi suatu daerah, Ohmae 
(2002) menyatakan bahwa di era globali
sasi saat ini ada empat variabel yang 
amat berpengaruh dalam keberhasilan 
suatu daerah dalam mencapai tujuan
nya yaitu dikenal dengan istilah ”Empat 
I” singkatan dari Investasi, Industri, Indi
vidu dan Informasi. Oleh karena itu kira
nya tidak ada alasan bagi setiap peme
rintah daerah untuk tidak meningkat
kan pelayanan investasi. Atas dasar iniini
lah, maka tulisan ini penting diutarakan 
yaitu bagaimana strategi meningkatkan 
pelayanan investasi yang kondusif dan 
ramah pasar (Market Friendly) di era oto
nomi daerah. 

B. PEMBAHASAN
Menjalankan investasi pada dasar

nya dapat terjadi dimana saja, kapan 
sa ja dan oleh siapa saja, tanpa dibatasi 
oleh faktor geografis, ruang dan waktu, 
bahkan dapat saja dilakukan tanpa ke
hadiran manusia secara fisik sekalipun 
karena sudah dapat juga dilakukan me
lalui dunia maya dan ”on air”.

Investasi akan tumbuh dan berkem
bang dengan baik di daerah, jika diiri
ngi dengan peningkatan pelayanan in
vestasi. Oleh karena itu, meningkatkan 
pelayanan investasi yang kondusif  dan 
ramah pasar (market friendly) sudah 
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men jadi keharusan bagi pemerintah di 
era otonomi daerah, sehingga dengan 
demikian diharapkan para investor baik 
dari dalam dan luar negeri, akan datang 
dan berani dan mau menanamkan in
vestasinya.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 Ten
tang Pemerintahan Daerah menegaskan  
bahwa peningkatan pelayanan investahwa peningkatan pelayanan investainvesta
si merupakan salah satu urusan kewe
nangan pemerintah daerah. Pelayanan 
adalah bantuan yang diberikan kepada  
seseorang/lembaga/unit organisasi  ter
tentu. Menurut Simamora (2001) “pela
yanan adalah setiap kegiatan atas man
faat yang ditawarkan suatu pihak 
ke  pada pihak lain yang pada dasarnya 
tidak berwujud dan tidak mengakibat
kan kepemilikan apapun.”. Pengertian 
umum yang terdapat dalam Lampiran 
3 Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.
PAN/7/2003, paragraf I, butir C, istilah  
“pelayanan publik” diartikan sebagai: 
“segala kegiatan pelayanan yang dilak
sanakan oleh instansi pemerintah se
bagai upaya pemenuhan kebutuhan 
orang, masyarakat, instansi pemerintah  
dan badan hukum maupun sebagai pe
laksanaan ketentuan peraturan perun
dangundangan.” Dengan demikian, 
pelayanan investasi adalah bantuan 
yang diberikan dalam sektor investasi  
yang tidak berwujud dan tidak meng
akibatkan kepemilikan apapun.

Hakekat otonomi daerah sesung
guhnya diarahkan untuk peningkatan 
kualitas pelayanan investasi dan pelaya
nan publik lainnya dalam berbagai segi 
kehidupan. Dengan berlakunya otono
mi, maka daerah memiliki kewenangan 
yang besar, kuat dan penting dalam me
ningkatkan kualitas pemerintahan dan 
pembangunan serta masyarakat yang 

di sesuaikan dengan berbagai potensi, 
ka pasitas, dan keanekaragaman yang 
di miliki daerah. 

Salah satu kebebasan (otonomi) 
yang dimiliki daerah dalam menjalan
kan pemerintahan dan pembangunan
nya antara lain menciptakan berbagai 
kreativitas agar daerah dapat mening
katkan potensi dan kualitas pelayanan  
investasinya. Namun demikian dalam  
prakteknya, walaupun otonomi daerah  
telah dicanangkan sudah hampir lebih 
dari 12 tahun, praktek pelayanan in
vestasi belum menunjukkan perkem
bangan yang signifikan, efektif, efesien,  
kondusif dan ramah pasar. Berbagai 
keluhankeluhan tentang rendahnya 
kua litas pelayanan investasi hingga saat 
ini cenderung masih mengemuka dan 
menjadi permasalahan yang aktual. Ef
fendi (1995) menyatakan pelayanan pu
blik di daerah sering identik dengan 
pe layanan yang “highcost economy”. Se
lanjutnya, Panudiana (dalam Djawahir, 
2004)  menyatakan bahwa tidak semua 
aparat di daerah berpihak pada kepenti
ngan investor. Selain itu, makin banyak
nya Peraturan Daerah (Perda) yang kon
tra produktif, pungutanpungutan liar 
tidak tidak resmi semakin menjamur, 
aki batnya banyak investor ”gulung ti
kar”. Di sisi lain, Kennedy (dalam Dja
wahir, 2004) menyatakan bahwa dengan 
kewenangan daerah yang makin be
sar bagi daerah, justru telah menjadi 
ajang untuk mengeruk keuntungan dan 
pendapatan dari investor. Ditambahkan  
lagi bahwa saat ini bukan kemudahan 
yang didapatkan oleh para investor, 
akan tetapi ijinijin investasi justru men
jadi ”cost center” bagi investor. 

Hasil penelitian Prambudi di Jakar
ta (dalam Djawahir, 2004) menyimpul
kan bahwa 85% pengusaha mengaku 
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me ngeluarkan biaya tidak resmi keti
ka mengurus ijin investasi, pengusaha  
harus mengeluarkan biaya tidak resmi  
60,62%. Hal ini didukung hasil peneli
tian TIM PUPUK (Perkumpulan Untuk  
Peningkatan Usaha Kecil) di Kabupa
ten Kediri Jawa Timur (dalam Djawahir, 
2004)  menyimpulkan bahwa ada seba
nyak 100 orang responden penelitian 
mengaku telah membayar biaya pengu
rusan ijin investasi melebihi standar 
yang ditentukan. Ini menunjukkan fak
ta bahwa pelayanan investasi di era oto
nomi daerah belum kondusif dan belum  
market friendly (ramah pasar). Hal ini 
me ngakibatkan investor berfikir dua ti
ga kali bahkan seribu kali untuk mena
namkan investasinya di daerah. Ini ten
tu tidak boleh dibiarkan berkepanjang
an jika suatu daerah ingin maju. Peme
rintah daerah harus dengan cepat dan 
tanggap terhadap berbagai permasalah
an ini. Prinsip pelayanan investasi yang 
selama ini dilakukan antara lain “ka“ka
lau dapat dipersulit mengapa dipermu
dah?” atau “kalau dapat dipersulit, 
me ngapa harus dipermudah?” harus 
segera dihapus dalam mindset birokrasi, 
karena sesungguhnya tugas dan fung
si birokrasi adalah pelayanan (servi
ce), pemberdayaan (empowerment), dan 
pembangunan (development), (Rasyid, 
1997). 

Meningkatkan pelayanan investasi  
yang kondusif dan ramah pasar (mar
ket friendly) di era otonomi daerah tentu 
membutuhkan beberapa kiat dan strate
gi yang akan dilakukan dengan komit yang akan dilakukan dengan komit
ment dan kemauan yang kuat (strong 
wil lingness and commitment). Selain itu 
peningkatan pelayanan investasi yang 
kondusif dan ramah pasar (market friend
ly) bukan hanya menjadi tugas pemerin
tah daerah ansich, akan tetapi membu

tuhkan kerja sama dan koordinasi yang 
kuat dari berbagai pihak, dan kepenti
ngan yang kompleks. Adapun bebera
pa kiat dan strategi yang dapat dilaku
kan setiap daerah untuk meningkatkan 
pelayanan investasi tersebut, antara lain 
sebagai berikut :

Strategi Pertama, meningkatkan 
kua litas sumber daya manusia (SDM) 
pelayan investasi. SDM pelayan investa
si merupakan motor, pelaksana, pembe
ri pelayanan investasi. Kendala utama 
yang kita alami adalah terbatasnya ke
mampuan SDM aparatur baik keterba
tasan dibidang pengetahuan maupun 
keterampilan (skill). Seyogianya SDM 
aparatur pelayan investasi harus tang
gap dan responsif terhadap investor, 
mempercepat bukan memperlambat, 
mempermudah bukan mempersulit ter
utama yang berada pada posisi “front
line” (garda depan) pelayanan investasi. 
SDM aparatur pelayan investasi harus 
mengubah mindsetnya dengan segera. 
Untuk itu diperlukan sosialisasi, dan 
perubahan budaya birokrasi serta pe
ningkatan pendidikan baik melalui pen
didikan formal, informal maupun non 
formal secara berkesinambungan dan 
ajek. Walaupun mengubah mindset tidak 
segampang membalikkan telapak ta
ngan, akan tetapi jika dilakukan secara 
terus menerus dan periodik serta berke
sinambungan, dipastikan perubahan 
bu daya akan dapat terwujud. 

Strategi Kedua adalah memperkuat 
kelembagaan pelayanan investasi men
jadi sarana yang efektif dalam mening
katkan pelayanan investasi yang kon
dusif dan ramah pasar. Lembaga pela
yanan investasi dan sistemnya sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan in
vestasi. Lembaga investasi yang ber
tanggung jawab dapat dilakukan de
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ngan programprogram yang proaktif 
dalam mempromosikan pelayanan in
vestasi, setidaknya dapat menumbuh
kan kepercayaan (trust) masyarakat (in
vestor) bahwa telah terjadi reformasi 
pelayanan investasi. 

Peningkatan pelayanan investasi  
melalui kelembagaan, antara lain dila
ku kan dengan membentuk Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu. Badan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu (BPTSP) atau sering 
disebut dengan istilah ”One Stop Service  
(OSS)” atau bahkan One Stop Service 
Plus (OSS Plus) yaitu dengan “menjem
put bola” mendatangi investor/pengu
saha untuk mengingatkan, mengurus 
dan memperpanjang ijin usahanya dan 
bahkan mengirimkannya kembali ke 
ala mat invetor/pengusaha. Adapun tu
juan OSS Plus ini antara lain agar ma
syarakat maupun investor mendapatkan 
pelayanan yang cepat, murah, transpa
ran, efisien, efektif, adil dan terjangkau. 
Selain itu juga, dengan pelaya nan satu 
pintu dapat mencegah terjadi nya Ko
rupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
Ma syarakat cukup datang ke satu lo
ket untuk mengurus investasinya, lalu 
diproses dengan jangka waktu yang re
latif cepat dan biaya yang jelas dan ter
jangkau. Bila perlu pemerintah dapat 
membuka ”Klinik Investasi” yang tuju
an adalah untuk memberikan penge
tahuan, masukan, terapi dan metode/
cara cara yang ampuh untuk mening
katkan usaha (investasi)nya, sehingga 
diharapkan tidak ada lagi investor yang 
”gulung tikar” dan ”mati suri”.

Sesungguhnya, PERMENDAGRI 
No. 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Pe
nyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, sudah memerintahkan daerah
daerah untuk membentuk lembaga pe
layanan satu pintu. Dalam KEPMEN. Dalam KEPMEN

PAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, se
tiap pelayanan yang diberikan mempu
nyai komponen –komponen yaitu Pro
sedur Pelayanan yang dibakukan bagi 
pemberi dan penerima pelayanan ter
masuk masalah pengaduan, waktu pe
nyelesaian yang ditetapkan sejak saat 
pengajuan permohonan sampai dengan 
penyelesaian pelayanan termasuk pe
nyelesaian dan jawaban atas pengadu
an, biaya pelayanan, tarif pelayanan  
termasuk rinciannya yang ditetapkan  
dalam proses pemberian pelayanan,  
produk pelayanan, hasil pelayanan 
yang akan diterima sesuai dengan ke
tentuan yang telah ditetapkan, sarana  
dan prasarana yang memadai oleh pe
nyelenggara pelayanan, kompetensi 
petugas pemberi pelayanan harus di
tetapkan dengan tepat berdasarkan pe
ngetahuan, keahlian, keterampilan, si
kap dan perilaku yang dibutuhkan.

Sedemikian pentingnya kelembaga
an BPTSP. Dengan kelembagaan BPT
SP, diharapkan pembuatan izin usaha 
dapat berjalan cepat, mudah, transpa
ran, bebas dari biaya tidak resmi, ada 
kepastian hukum, dan pelayanan profe
sional. Namun dalam prakteknya hingrakteknya hing
ga saat ini hanya beberapa pemerintah 
daerah yang telah membentuk BPTSP, 
banyak pemerintah daerah yang tidak 
mengimplementasikan BPTSP dengan 
berbagai alasan antara lain kekurangan  
sumber daya manusia yang kompeten, 
kurangnya infrastruktur, dan sebagai
nya.

Menurut Marwan (2013) diperkiMarwan (2013) diperkiiperki
rakan ada sejumlah 86 daerah di Indo
nesia ini yang belum memiliki kelemba
gaan BPTSP Jumlah tersebut tersebar di 
tujuh provinsi, 54 kabupaten dan dua 
kota. Sementara yang sudah memben
tuk BPTSP ada sebanyak 467 pemda, 
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terdiri dari 26 provinsi, 345 kabupaten  
dan 96 kota. Padahal banyak sedikitnya  
investor yang akan masuk ke daerah di
tentukan sejauh mana daerah tertentu  
mendukung investasinya antara lain de
ngan keberadaan BPTSP ini. Hal ini di
dukung oleh hasil penelitian yang dila
kukan oleh KPPOD (2002, 2003) terha
dap 134200 Kabupaten/Kota di Indone
sia menunjukkan bahwa kelembagaan 
merupakan faktor utama yang menen
tukan daya tarik investasi di suatu dae
rah, diikuti oleh kondisi sosial politik, 
infrastruktur fisik, kondisi ekonomi dae
rah dan produktivitas tenaga kerja. Se
bagaimana yang dikemukakan oleh Wa
nandi (2003) bahwa untuk meningkat
kan investasi di daerah diperlukan insti
tusi (kelembagaan) yang kuat, sehing
ga akan melahirkan pola kepemimpinan 
yang mendukung kebijakan kebijakan 
investasi.  

Strategi Ketiga, Penataulangan 
peraturan perundangundangan yang 
berkaitan dengan investasi. Penata
ulangan peraturan perundangundang
an di bidang investasi ditengarai dapat 
meningkatkan investasi di daerah. Na
mun dalam prakteknya masih banyak  
peraturan investasi di daerah yang 
tum pang tindih atau bahkan bertenta
ngan satu sama lain. Syahrir (2003) me
nyatakan sejak otonomi daerah digulir
kan, pemerintah daerah telah berubah 
layaknya sebuah kerajaan kecil. Dengan  
berbekal kewenangannya, setiap raja 
raja kecil seakan berlombalomba mem
buat aturan dalam bentuk Peraturan 
Daerah (Perda). Arifin (2003) menyata
kan hingga kini tidak kurang dari 10.000 
Perda telah dibuat demi kepentingan 
daerahnya. Temuan ini didukung oleh 
studi yang dilakukan oleh Kuncoro, 
(2005) pada 6 Kluster industri padat 

karya di Indonesia (Batam, Jabotabek, 
Bandung, Jepara, Surabaya, Bali). Data 
terakhir dinyatakan oleh Fauzi (2012) 
yang menyebutkan bahwa ada sekitar 
780 yang bermasalah dari 13 ribu Perda. 

Banyak hambatan peraturan dan 
nonperaturan dalam aktivitas ekspor 
tentu akan menimbulkan biaya ekonomi  
yang tinggi (high cost economy). Me
nyempurnakan peraturanperaturan 
pusat maupun daerah yang terkait de
ngan  perizinan sehingga dapat dilaku
kan pemrosesan perizinan secara ter
padu. Oleh karena itu, Perda yang 
ber kaitan dengan investasi perlu ditin
jau/ditata ulang kembali, sehingga Per
da yang menghambat investasi segera 
direvisi atau bahkan dibatalkan. Kebi
jakan untuk menyederhanakan prose
dur dan proses pengurusan suatu ijin 
usaha menjadi sangat penting sebagai 
salah satu langkah untuk menarik minat 
investor. Agar investor mau menanam
kan modalnya di Indonesia, maka perlu 
disiapkan perangkat hukum yang jelas, 
dimana antar peraturan dibidang inves
tasi tidak boleh saling berbenturan. 

Dengan otonomi daerah, dimana 
ke wenangan daerah diperluas, terma
suk terhadap sumbersumber pendapa
tan daerah, maka Pemerintah daerah 
saat ini dituntut harus mempunyai ke
mampuan untuk membuat kebijakan
kebijakan yang dapat menarik minat 
investor untuk menanamkan modal
nya (investasi) di daerahnya.Hal ini ten
tunya mendorong daerah semaksimal 
mungkin melahirkan kebijakan yang 
kompetitif guna mengejar peningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi Keempat, Meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas di bi
dang investasi. Cara yang dapat dilaku
kan dalam hal ini adalah dengan mem
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berikan akses yang seluasluasnya kepa
da masyarakat berkaitan dengan infor
masi tentang berbagai kebijakan yang 
ditempuh jika ingin berinvestasi, infor
masi potensi daerah, dan peluang bisnis 
yang ada di daerah. Ini dapat ditempuh 
de ngan melaksanakan praktek egovern
ment yang akurat dan selalu “diupdate” 
disetiap daerah. 

Egovernment adalah upaya untuk  
mengembangkan penyelenggaraan ke
pemerintahan yang berbasis (menggu
nakan) elektronik dalam rangka me
ningkatkan kualitas layanan publik se
cara efektif dan efisien. Ide dasar dalam 
egovernment dalam pelayanan investa
si adalah agar pelayanan investasi men
jadi lebih transparan, cepat, dan murah. 
Layanan yang diberikan berupa pela
yanan mandiri dan peran aktif masyara
kat atau investor, dimana masyarakat/ 
investor dapat melakukan secara man
diri registrasi perijinan, memantau pro
ses penyelesaian dan melakukan pela
yanan investasi lainnya. Dengan adanya 
fasilitas ini masyarakat/investor menja
di lebih produktif, karena tidak perlu 
antri dalam waktu lama hanya untuk 
mengurus satu perijinan saja. Selain itu, 
kemajuan teknologi merupakan salah 
satu alternatif solusi untuk meminimali
sir terjadinya praktik kecurangan dalam 
pelayanan investasi. Dengan egovern
ment diharapkan dapat mempercepat 
upaya keterbukaan dan upaya pertang
gunganjawaban publik. Akuntabilitas 
publik menjadi pendorong yang ampuh 
dan dapat menimbulkan tekanan kepa
da aparat yang terkait untuk lebih ber
tanggung jawab atas pelayanan investa
si yang diberikan dan adanya jaminan 
pelayanan investasi yang baik. Hal ini 
sekaligus mengandung arti bahwa se
tiap birokrat dapat dikritik, dicela, atau 

bahkan dapat dipecat jika nyatanyata 
menyimpang dari ketentuan yang telah 
ditetapkan.

Strategi Kelima, Keamanan, faktor  
keamanan menjadi salah satu faktor 
yang sangat penting bagi pengusaha/
investor. Hasil penelitian Marbun, dkk 
(2009) menunjukkan bahwa faktor ke
amanan berpengaruh positif terhadap 
investasi. Dengan demikian, semakin 
aman suatu daerah, maka akan semakin 
tumbuh investasi daerah. Dalam prak
teknya investor kurang nyaman dalam 
melakukan investasinya.Banyaknya ku
tipankutipan yang tidak jelas, baik dari 
birokrat maupun premanpreman liar 
membuat investor tidak nyaman dalam 
melakukan investasi. Untuk itu perlu 
penertiban terhadap berbagai macam 
kutipankutipan yang tidak resmi baik 
yang dilakukan oleh sekelompok orang 
(oknum pemerintah) maupun preman 
dengan bantuan petugas keamanan se
hingga  menciptakan iklim yang kondu
sif dan rasa aman bagi investor.

Strategi Keenam, Complaint Mana
gement System.Sistem manajemen kom
plain adalah suatu sistem yang diba
ngun untuk menjamin pelayanan inves
tasi sesuai dengan prosedur kerja yang 
ditetapkan (Quality Assurance). Dengan 
kemudahan, keamanan, ketepatan wak
tu dari sistem pelayanan investasi yang 
diterapkan, diharapkan akan memberi
kan keleluasaan dan peluang yang be
sar bagi investor untuk berkembang dan 
mengajukan halhalpermasalahan yang 
berkaitan dengan pelayanan investasi 
yang diterimanya. Setiap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang berkai
tan dengan pelayanan investasi perlu 
menyusun mekanisme atau alur yang 
dapat dilalui masyarakat maupun in
vestor untuk mendapatkan pelayanan 
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investasi sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. Kepada siapa, mela
lui prosedur apa serta siapa yang ber
tanggung jawab untuk mengolah berba
gai pengaduan yang berkaitan dengan 
prosedur, pelayanan maupun biaya in
vestasi yang tidak menyenangkan atau
pun tidak sesuai dengan ketentuan ter
sebut. 

Strategi Ketujuh, Pemberian insenemberian insen
tif dan kemudahan bagi Investor. Pem
berian insentif antara lain dalam bentuk 
(a) pengurangan, keringanan, atau pem
bebasan pajak daerah; (b) pengurangan, 
keringanan, atau pembebasan retribusi  
daerah; (c) pemberian dana stimulan; 
dan/atau (d)pemberian bantuan modal. 
Sedangkan pemberian kemudahan da
pat dilakukan dalam bentuk sebagai be
rikut : (a) penyediaan data dan informapenyediaan data dan informa
si peluang penanaman modal;  (b) pe
nyediaan sarana dan prasarana; (c) pe
nyediaan lahan atau lokasi; (d) pembe
rian bantuan teknis; dan/atau  percepat
an pemberian perizinan. 

Strategi Kedelapan,menerapkan 
Re wards and Punishment. Pemerintah 
Dae rah harus bertindak tegas dan cepat 
terhadap berbagai penyimpangan 
penyimpangan yang terjadi. Perlunya  
kontrol terhadap perilaku birokrasi.  
Rendahnya sistem pengawasan ter
hadap birokrasi mengakibatkan kinerja 
birokrasi tidak maksimal, dan KKNpun 
semakin marak. Sistem pengawasan 
melekat (Pengawasan Atasan Langsung 
dan Sistem Pengendalian Intern) dalam 
prakteknya tidak berjalan dengan baik. 
Hal ini dapat disebabkan faktor ewuh pa
kewuh antara atasan dengan bawahan. 
Untuk itu, perlu dibangun suatu sistem 
pengawasan yang efektif terhadap bi
rokrasi agar penyimpangan dapat dice
gah sedini mungkin. Masyarakat, Orga

nisasi Non Pemerintah/LSM perlu di
berikan peluang untuk turut berpartisi
pasi mengontrol jalannya pelayanan in in
vestasi. Selain itu, kontrol juga dapat di
lakukan dengan mengumumkan hasil 
kinerja setiap SKPD pelayanan investa
si  baik pertriwulan, semester maupun 
setiap tahun. Strategi ini diharapkan 
dapat memacu pada kinerja pelayanan 
investasi. 

C. KESIMPULAN
Strategi meningkatkan pelayanan 

investasi yang kondusif dan ramah pa
sar (market friendly) di era otonomi dae
rah perlu segera diwujudkan sehingga  
diharapkan dapat menumbuhkem
bangkan sektor perekonomian, penang
gu langan kemiskinan serta masalah pe
ngangguran yang semakin menjamur.

Pelayanan investasi yang kurang 
kondusif dan ramah pasar di daerah ha
rus dibenahi dengan kesadaran kolektif 
dan tindakan bersama, baik oleh peme
rintah maupun masyarakat. Pemerintah 
sebagai regulator harus menjadi motor 
untuk mewujudkan pelayanan investasi 
dan membuat kebijakankebijakan yang 
atraktif untuk investasi. Pemerintah  
dae rah harus berdiri di depan untuk 
ma ju dan membuka diri bagi investor 
antara lain dengan melakukan promo
si yang baik yang berbasis dari potensi 
daerah masingmasing. 

Adapun strategi pelayanan investa
si yang kondusif dan ramah pasar (mar
ket friendly) antara lain dengan pening
katkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM) pelayan investasi, kelembagaan 
yang efektif, penataulangan peraturan 
perundangundangan yang berkaitan
dengan investasi, meningkatkan trans
paransi dan akuntabilitas dibidang in
vestasi, keamanan, Complaint Manage
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ment System, pemberian insentif dan keemberian insentif dan ke
mudahan bagi Investor, dan menerapenerap
kan Rewards and Punishment

Strategi meningkatkan pelayanan 
investasi yang kondusif dan ramah pa
sar (market friendly)akan terwujud jika 
diiringi dengan kemauan dan komitmen 
yang kuat dari pimpinan daerah, selu
ruh aparatur pemerintah dan seluruh 
ma syarakat di daerah untuk mewujud
kannya.
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Bicara tentang kinerja pemerin
tahan dan aparatur yang terli
bat didalam pelayanan publik, 

tidaklah bisa dilepaskan dari konsep 
maupun prinsipprinsip tatakelola, 
aturan dan ketentuan yang ada da
lam  penyelenggaraan pemerintahan 
(good governance). Jika istilah good go 
 vernan ce yang dikampanyekan (ulang)
oleh IMF (International Mone tary Fund)
dan Bank Dunia (World Bank) serta 
badanbadan PBB (Perserikatan Bang
saBangsa) seperti UNDP (United Na
tions for Development Project) di akhir 
deka de 90an merupakan istilah 

yang sekarang meluas di berbagai 
nega ra, khususnya negaranegara 
yang dianggap belum dan sedang 
berkembang se perti Asia, Afrika 
dan Amerika Selatan (Hout, 2007) 
dan melulu dikaitkan dengan politik 
bantuan1 ke negaranegara tersebut
maka tatakelola dan prinsip aturan
pemerintahan sudah lebih dulu dite
rapkan oleh peradaban Islam.  Kepe
mimpinan Nabi Muhammad SAW 
dan kha lifah empat menjadi saksi se 
jarah bagaimana Piagam Deklarasi 
Madinah benarbenar menjadi doku
men model tatakelola pemerintahan 

resensi

  1 Selanjutnya, silahkan baca: Hout, Wil. (2007). The Politics of Aid Selectivity: Good governance cri
teria, in World Bank, US and Dutch development assistance,  USACanada: Routledge. 
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per tama dalam pengaturan pemerin
tah an demi mencapai masyarakat 
yang bertransformasi secara mandiri 
menuju masyarakat madani. Sampai 
kemudian, Abu alHasan Ali Ibn 
Mu hammad Ibn Habib alMawardi 
(untuk kemudian disebut dengan 
AlMawardi) atau di Barat dikenal 
de ngan nama Alboacen (9721058 M) 
mencoba merangkum, memadukan 
dengan pengalaman barunya, dan 
menerapkan konsep tatakelola pe
merintahan baik secara agamis, juri
dis, filosofis maupun administratif 
Piagam Madinah ditengah kekacau
an politik pada masanya, sesuai de 
ngan latar belakangnya sebagai ula
ma, filusuf, hakim dan juga peng am
bil keputusan di masa Dinasti Ab ba 
siyah. Tatakelola pemerintah an ala
AlMawardi bisa dibaca da lam buku 
berjudul AlAhkam al Sutaniyya w’al
Wilayat alDiniyya yang sudah diter
jemahkan kedalam berbagai bahasa. 
Dalam Bahasa Inggris buku itu di 
ter jemahkan menjadi The Ordinance 
of Government atau ‘AturanAturan 
Penyelenggaraan Pemerintahan’ 
oleh Prof. Wafaa H. Wahba dan di 
pro duksi ulang untuk  kepentingan
kajian politik dan administrasi pe
me rintahan di Barat oleh The Center 
for Muslim Contributi on to Civiliza
tion2. Buku klasik popu ler ini ternya
ta masih cukup relevan dengan kon
disi kekinian dan menjadi salah satu 
literatur yang paling banyak dirujuk 
oleh banyak ilmuwan dalam kajian 
studi good governance di dunia. Buku 

ini akan menjadi sangat menarik ba 
gi peminat kajian administrasi pe
merintahan, baik mahasiswa, mau
pun para pejabat publik, pemimpin 
pemerintahan atau politisi, peminat
diskursus good governance dan lem
bagalembaga non pemerintahan 
yang concern de ngan tematema ini.

Dalam bukunya yang terdiri da
ri 20 bab, AlMawardi memulainya 
dengan perlunya kepemimpinan 
(ima  mah) dan juga kriteria bagaima
na mendapatkan pemimpin yang 
baik bagi masyarakat.  Ia menyebut
kan ada paling tidak tujuh indikator: 
adil dan jujur, berilmu dan indepen
den, bisa dikritik, sehat secara fisik, 
bijaksana dan hatihati, berani, dan
terakhir berasal dari kalangan Qurai
sy. Sementara dalam hal meng ang
kat pemimpin pemerintahan, ia me
nyarankan dua metoda: pemilih an
dan penunjukan/pengangkatan 
langsung. Bab kedua sampai dengan 
bab keenam, AlMawardi masih 
mem bicarakan kriteria dan model 
pe ngangkatan pejabat publik lain di
bawah pemimpin tertinggi suatu ne
gara atau wilayah. 

Di dalam bab keempat belas, Al
Mawardi membagi kategori yang di
sebut wilayah otorita pemerintahan  
Islam. Pada bab kelima belas ia kem
bali membahas bagaimana mengatur  
administrasi pelayanan publik, yak 
ni berkenaan dengan reklamasi ta
nah/pembukaan lahan dan pemba
gian pasokan air bersih.  Di bab 
ke enam belas ia fokus pada topik 

2 Lembaga ini bermarkas di Qatar dan dipimpin langsung oleh Emir Qatar, AlThani dan bertu
juan menterjemahkan bukubuku klasik karya intelektual muslim klasik yang telah berkotribusi 
pada peradaban dunia. 
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pembukaan sarana dan fasilitas pu
blik, perlindungan terhadap tanah 
tidak tergarap dari kepentingan in
dividu nonpublik. Hibah tanah dan 
pemberian hak pengelolaan tanah 
dan hasilnya merupakan fokus Al
Mawardi di bagian bab ketujuh be
las. Ia mendefinisikan tanah dalam 
tiga pengertian: tanah mati dan tidak 
tergarap, tanah yang sudah diolah/
tanah garapan, dan tanah yang jadi 
sumber pertambangan. 

Perhatian figur cendikia asal 
Bas   ra ini kemudian beralih ke per
soalan status dan ketentuan pengelo
laan lembaga atau pusat administra
si. Menurutnya  lembaga ini diperlu
kan untuk menjaga keamanan do  ku
  men, properti pemerintahan/ke mi
literan serta personil yang terlibat di
dalam nya. Lembaga itu diberi nama 
Diwan, yang dibagi kedalam empat 
departemen yaitu: departemen arsip 
dan gaji kemiliteran, departemen ar
sip pajak dan kewajiban keuang an
daerah, departemen catat an pe nun
jukan dan pemberhentian pejabat 
pu blik, dan yang terakhir, departe
men arsip penerimaan negara dan 
pajak dari Baitul Maal. Ia juga menje
laskan bagaimana klasifikasi data 
dan arsip negara disimpan. Di akhir 
penjelasan, ia menekankan dua kate
gori wajib bagi kepala lembaga pu sat 

administrasi dan arsip negara, yaitu: 
jujur dan punya kompetensi. 

Sebelum menutup penjelasan 
di  bab keduapuluh tentang proses 
pe ngangkatan petugas dan lembaga 
pengawas pasar dan perdagangan 
(se jenis Ombudsman3 dan hisba4) 
dan memastikan semua aktivitas pe
layanan publik dari negara berjalan  
sesuai standar, ia menyinggung 
ten tang administrasi penjatuhan hu
kuman secara gamblang di bab ke
sembilan belas. Beberapa kasus yang 
disebutkan dalam penjelasannya 
ada lah kasus perzinahan, pencurian, 
pemabuk, fitnah dan pencemaran 
na ma baik (terkait kasus asusila dan 
zina), kompensasi dan hak balas da
lam kasus kematian dan hukuman  
mati, serta terakhir berkaitan dengan 
hukuman nonlegal terkait pelang
garan disiplin dan hukuman non
publik.  Sementara di bagian akhir, 
AlMawardi menjelaskan tentang 
pentingnya lembaga pengawas dan 
penjaga moral ofisial negara dalam 
menjalankan tugas sebagai penyedia 
jasa layanan publik agar tidak mela
kukan tindakan diluar kewenangan 
serta penyelewengan seperti korup
si, kolusi dan nepotisme yang meru
gikan masyarakat. 

Apa yang sudah ditawarkan 
oleh  AlMawardi tentunya menjadi  

3 Lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan  
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, 
ter  ma suk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, 
dan  Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menye
lenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Ang
garan Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga 
ini  dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
In donesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

4 Hisba adalah lembaga pengawas.
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demikian penting ditengah memun
caknya rasa ketidakpercayaan pu 
blik terhadap administrasi pemerin
tahan kita saat ini.  Meskipun kon
sep yang dikemukakannya sedikit 
klasik, namun tidak dapat dipung
kiri bahwa ia telah memberikan 
ins pirasi secara langsung dan tidak 
langsung terhadap penyelenggaraan 
aparatur pemerintahan. Konsep pe
ngawasan pasar yang bisa dilacak 
jauh ke masa Khalifah Umar bin 
Khat tab sekarang dipakai dimana
mana. Dalam pemaknaan lebih luas,
konsep pengawasan pasar berkem
bang secara aplikatif dalam hal pe 
ngawasan moral pejabat publik. 
Konsep yang dibarengi dengan atur
 an yang sangat jelas, lugas dan tegas.
Penyelesaian sengketa publik, peng
adaaan fasilitas publik oleh negara, 
ataupun metoda dan kriteria se leksi 
pengangkatan pejabat publik akan 
terus menjadi topik hangat dalam 
transformasi administrasi. Latar be
lakang yuridisnya juga menyebab
kan ia sangat paham tentang bagai
mana menjaga rasa keadilan publik 
dan membuat aturanaturan yang 
empirik berbasis kejadian seharihari
masyarakat kedalam aturan dan hu 
kum administrasi pemerintahan.  
Demikian juga dengan ide pemben
tukan lembaga pusat administrasi 
negara tidak bisa tidak adalah tero
bosan formal yang ternyata sudah 
ada sejak masa AlMawardi hidup.  
Gaya paparannya yang empirikal, 
kategorikal, numerikal, filosofikal , 
jelas, tegas, dan lugas dalam halhal 
mendasar publik membuat buku ini  
menjadi semakin dibutuhkan di  
te ngah ’kegalauan publik’ akan ke

mampuan aparatur daerah dan ne
gara saat ini. 

Namun demikian, meskipun Al
Mawardi sudah berupaya kuat un
tuk membukukan pengalamannya 
selama mengabdi sebagai hakim,  po
 litisi sekaligus ilmuwan pada ma sa
itu, bukunya, meskipun fenomenal 
dan fundamental juga tidak sepe
nuh nya komperhensif. Barangkali 
kondisi masyarakat pada masa itu 
membuat kriteria seleksi kepemim
pinan, khususnya poin tentang ca
lon pemimpin harus dari kalangan 
Quraisy tidak relevan diterapkan 
saat ini. Meskipun demikian, filoso 
fi nya adalah disarankan memilih 
pemimpin pribumi jika ingin lebih 
diterima masyarakat yang awalnya 
apatis dan tidak partisipatif. Hal lain 
yang perlu jadi catatan adalah meski 
ia sempat menyebutkan prosedur 
pemberian hukuman bagi pelanggar 
aturan agama dan publik, namun 
bab mengenai mekanisme promosi
degradasi pejabat juga luput dari pe 
ngamatannya. Idenya tentang pem
bagian wilayah juga jelas tidak se 
suai dengan kondisi kita disini, di
mana ia membagi tiga klasifikasi 
daerah: daerah Haram�, Hijaz dan 
daerah diluar Haram dan Hijaz. De
mikian juga halnya dengan penye
lenggaraan badan negara yang seca
ra khusus menyelesaikan problem 
antar kelas di bab delapan. Kritik 
lain terhadap bukunya adalah mes
ki pun fokus dalam tematema ter
tentu, kelihatannya bukunya tidak 
disusun dalam urutan kronologis te
matik yang membuat pembaca mu
dah mengikutinya. Sebagai contoh, 
setelah berbicara detil tentang meka
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nisme dan kriteria pengangkatan 
pe jabat publik di babbab awal, se
ketika beralih ke topik penyelesaian 
sengketa publik di bab ketujuh. 

Apapun itu, buku ini membe ri
kan efek serta kontribusi luar biasa 
bagi khasanah dan praktik tata kelo
la pemerintahan negara sampai saat
 ini. Apalagi sebagian besar tawaran 
AlMawardi cocok dengan negara
negara dan daerah yang ma yoritas 
penduduknya muslim dan atau me
ngadopsi sistem pemerintah an Islam
atau hukum Islam. Getaran  keilmuan
buku ini masih hangat diperdebat
kan, diterapkan dan diperkaya saat 
ini. Penulis merasa berkewajiban 
membagi informasi ini me ng ingat 
terbatasnya akses terhadap bukubu
ku klasik bertemakan admi nistrasi 
pemerintahan, dan kinerja  aparatur 
publik (bernuansa Islam) di nusanta 
ra. Meski konsep AlMawar di jelas
jelas berorientasikan hukum Islam 
dan dilegkapi referen si kuat dari Al
Qur’an dan Hadist, namun teori dan 
ide fundamentalnya sangatlah uni
versal dan compati ble untuk diterap
kan di negara nonmuslim sekalipun.
Oleh karena itulah penulis mereko
mendasi kan pembaca untuk menye
rap inspirasi dan belajar banyak dari 
buku ini.  

Saiful Akmal
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